
GUBERNUR NUSA TENCIGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR al TAHUN 2OL7

TENTANG

RENCANA STRATBGTS PROVTNST/RENCANA AI(SI DAERAFI (RAII) 100-0-100
BIDANG CIFrIA KARYA TAHUN 2015-'2419

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMU'R

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Inclonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2Ol5-2O19 mengamanatkan beberapa ha-l terkajt
dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Katya, antara
lain: tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkot-aan
menjadi Oo/o, tercapatnya lOOo/o pelayanan air minum bagi seluruh
penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk
terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan
clrainase lingkungan) menjadi 7OO"/" pada tingkat kebtttt-thati
dasar;

b. bahwa Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum ilair
Perumahb-n Rakyat 2015-2019 merupakan penjabaran ciari
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20 i5 tcntang llencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

c. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderai Cipta Kalya Tahun
2Ol5-2O19 merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor i3/PR',l/M l2OL5 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum datr Perum:rhan
Ralqyat Tahun 2O t5'20 19;

d. bahwa melalui 3 (tiga) pendekatan pembangunan infrastruktur
Bidang Cipta Karya yaitu membangun sistem, fasilitasi
Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat diharapkan
target Gerakan Nasional 100-0-i00 dapat tercapai;

e. bahwa dalam rangka tercapainya 1OO"/o pelayanan air minum,
pengentasan permukiman kumuh perkotaan rnenjadi Oo/o, serta
meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi
tOO" pada tingkat kebutuhal dasar bagi masyarakat di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, perlu disrisun rlokumen Rencana
Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2OL5-2Otg; L



Mengingat :

f. bahwa dokumen Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi
Daerah 100-0-100 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-
2Ot9 merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran
bidang Cipta Karya guna mengukur kemampuan Provinsi NTT
dalam pencapaian akses air minum layak, pengurangan luasan
kawasar kumuh dan akses sanitasi layak sampai Tahun 2Ol9;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-lam
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis
Provinsi/Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta
Karya Tahun 2OI5-2O 19 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649l';

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sisterr
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa27);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OO);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomorl79'l'ahun 2074 teutang Renczrna'l'at.er
Ruang Kawasan Perbatasan Negara cli Provinsi Nusa Teng4ala
Timur (Lembaran Negara Republik indonesia'I'ahun '2O14 Nomor
382ll;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nornor 3);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra\yat
Nomor l3/PRT/M /2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2OI5-2Orc; L



8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun
20ll tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2O7O-2O3O (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2OLl Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 00a5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun
2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ol3-2O18
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2OL4

Nomor OO1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor OOTO);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  RENCANA  STRATEGIS
PROVINS1/RENCANA AKSI DAERAH (RAD)100-0-100 BIDANG
CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019 PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian]Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Air
Minum, Permukiman dan Sanitasi.

7. Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah 1OO-O-1OO Bidang Cipta Karya
adalah Dokumen Perencanaan dan pemrograman dalam rangka mewujudkan
Gerakan 1OO-0-10O di tingkat provinsi yang berpedoman pada kebijakan
nasional dan provinsi sehingga dapat menjadi dasar dalhm penyusunan RPJMD
Provinsi maupun Renstra SKPD Provinsi bidang Cipta Karya. t,



B. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
adalah Dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur
Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
jangka waktu 5 (lima) Tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha
dengan mengacu pada rencana pembangunan, rencana tata ruang dan rencana
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

9. Pembangunan Air Minum, Permukiman dan Sanitasi adalah kegiatan
Pembangunan Air Minum, Permukiman dan Sanitasi yang terintegrasi antara
penyediaan dan pengelolaan sarana fisik dan non fisik/perubahan pcrilaku yang
melibatkan masyarakat.

10. Pelaku Pembangunan Air Minum, Permukiman dan Sanitasi adalah
pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.

1 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan
air laut yang berada di darat.

12. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di

bawah permukaan tanah.
14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang

terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
15. Air baku untuk air minum rumah tangga, yalg selanjutnya disebut air baku

adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah
dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk
air minum.

16. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum.

17. Kawasan kumuh adaiah rendahnya kuaiitas dan kuantitas infrastruktur
permukiman perkotaan yang berakibat pada rendahnya kuaiitas permukiman
dan kualitas hidup penghuninya.

18. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang
memutus mata rantai penularan penyakit.

19. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat
sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak
dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna.

20. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja
manusia dari lingkungan permukiman.

21. Limbah Cair adalah Limbah atau air buangan yang dihasilkan oleh rumah
tangga.

22. Peoyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif.

23. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu
kesatuan sistem fisik (teknik) dan non llsik dari prasarana dan sarana air
minum.

24. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana
buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan iimbah rumah tangga. 
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Bagian Kedua

Maksud , Tujuan dan Asas

Pasal 2

(l) Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud:
a. sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja,

pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur
bidang cipta karya baik internal dan eksternal Perangkat Daerah yang
menangani urusan keciptakaryaan ; dan

b. memberikan landasan dan kepastian hukurn dalam mewujudkan
Gerakan Rencana Aksi Daerah (RAD) 1O0-O-1OO Bidang Cipta Karya Tahun
2Ol5-2O19 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

agar Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah (RAD) 10O-O-100 dapat
diacu oleh pemerintah daerah secara konsisten sehingga sasaran pembangunan
infrastruktur bidang cipta karya dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel
dalam kerangka pencapaian tujuan gerakal) nasional 100-0-10O tercapai.

(3) Rencana Strategis Provinsi/ Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0- 1 00
diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas manfaat umum,
keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian,
terintegrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas.

BAB II
REITCANA STRATEGIS PROVINSI/ RENCANA AKSI DAERAH I OO-O. IOO

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Guberpur ini ditetapkan Rencana Strategis Provinsi/Rencana
Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015-2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

(2) Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah 100-0-100 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Sistimatika Rencana Strategis Provinsi/ Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-O- 100
Bidang Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan;
b. Visi, Misi dan Tujuan ;

c. Arah Kebijakan dan Strategis;
d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
e. Penutup; dan
f. Lamoiran. /'L
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundalgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
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LampLan
Pcraturan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR OI TAHUN Aθ ,
RENCANA STRATEGIS DAERAH/RENCANA AKSI DAERAH(RAD)100-0-100
BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I PENDAIIULUAN

1.1. LATAR BELANANG

Sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 201 1 Pasal 5 menyatakan bahwa Negara bertanggung
jawab atas penyelenggaraal Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugas dan
kewenangan masing-masing, yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota. Pada Pasal 6 ayat (l)-nya lebih tegas menjelaskan tentang peran
pembinaan oleh pemerintah provinsi meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan. Sedangkan Pasal 14, tugas dan wewenang pemerintah provinsi tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman ada sepuluh poin. Pada poin (a) pasal 14 dijelaskan
bahwa pemerintah provinsi bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi
pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengal berpedoman
pada kebilakan aasional, serta pemerintah provinsi berwenaag untuk melaksaaakan
pencapaian ta.rget tersebut dengan cara kolaborasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2O19 mengamanatkan beberapa hal
terkait dengan pembangunan infrastruldur Bidang Cipta Karya, afltara lain: tercapainya
pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 07o, tercapainya lO@/o pelayanan air
minum fagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap
sanitasi layak (air limbah domestik, sampa1 , dan drainase lingkungan) menjadi 1007o pada
tingkat kebutuhan dasar.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2O15-2O19 merupakan turunan
dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaian Rakyat No. l3/PRl/M/2O15
tentang Rencana Strategis Kementerial Pekeq'aan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
2OL5-2O19. Oleh karena itu, pembalgunan.

Infrastruldur Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Pekeqjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu terwujudnya infrastruktur Pekef aan Umum dal
Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian b erlandaskan gotong royong.

Adapun pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya menggunakan 3 (tiga) pendekatan,
yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat.
Melalui 3 (tiga) pendekatan tersebut, diharapkan target Gerakan Nasional 100-0-100 dapat
tercapai. Guna merealisasikan target tersebut tentu diperlukan kolaborasi dan dukungan
semua pihak untuk pencapaiannya. Tujuan akhir dari kolaborasi adalah akselerasi program
perumal.al dan kawasan permukiman untuk pencapaial target 100-0-100. Kita semua sadar
kalau untuk mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal mudah. Perlu upaya
yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota,
masyarakat, swasta dan kelompok peduli lainnya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan,
implementasi dal evaluasi program. Untuk mendorong Pemerintai Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dapat melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana khususnya Bidang Keciptakaryaan
melalui proses yang terpadu/ terintegrasi, partisipatif dan terkendali diperlukan adanya
keq'asama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupate n /Kota. Salah satu
proses yang harus diperkuat adalah proses perencanaan yang menjadi salah satu pondasi dan
komitmen dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan meliputi penJ.usunan program
dan anggaran melalui Rencana Aksi Daerah l0O-O- 1OO.



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penJrusunan Rencana Aksi Daerah 1OO-0-1OO Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun
21ls-21ig 

"drlah 
t"rsusunnya dokumen perenc€rnaan dan penganggaran bidang CiptaKarya

guna mengukur kemampuan Provinsi NTT dalam pencapaian akses 
- 
air minum layak,

f,".rg.,.rrrg"r, luasan kawasa, kumuh dan akses saritasi layak sampai tahun 2O19.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah 1oo-o-1oo Provinsi Nusa Tenggara

Timur talrun 2Ol5-2O19 adalah :

1. Sebagai pedomal perencanaan dan penganggaral pembangunan bidang cipta Karya

khrrir".rya sektor air minum, sanitasi dal permukiman kumuh
2. Sebagai 

-dokumen 
evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam

penclpaian akses air minum layak, luas kawasan kumuh dan akses sanitasi

S. 'sefajai totok ukur keberhasila' pembangunan daerah di bidang Keciptakaryaan dalam

mendukung RPJMN
4. Sebagai ,JrUtt f.gi Kabupaten/ Kota dalam men5rusun RPIJM bidang Cipta Karya

hingga tahun 2019

1.3. LITNDASAIT HUKUM

PenyusunanRADlo0-o-l00ProvinsiNTTmengacupadaperaturanperundarrgansebagai
berikut:

.Undang.UndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaanPembangunarr

tentang Rencana Pembangunan Jangla

tentang Rencana Pembanguna-n Jangka

Nasional;
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7

Menengah Nasional 2OO5-2O25;
. Peratuian Presiden Nomor 2 Tahun 2O15
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Batas-batas wilayah yaitu :

. Sebelah Utara dengan Laut Flores,

. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Australia,

. Sebelah Timur dengan Negara Republic Democratic Timor Leste; darrt
o Sebelah Barat dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wilayah di NTT memiliki suhu yangbervariasi. Dari 1O stasiun meteorologi/klimatologi di NTT,

tercata.t suhu terlinggi pada tahun 2015 adalah 37 ,4 "C dan terendah adalah 8,8 "C. Secara

umum daerah NTT tergolong panas dengan rata.-rata suhu antara 26 - 28 oC sepanjang tahun
2OLS dengan pengecualian beberapa wilayah yang memiliki rata-rata suhu 19,9 oC. Rata-rata
curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/klimatologi adalah antara 600-2700 mm3.

Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari
hujan tertinggi yaitu 160 hari hujan disusul Manggarai Barat dengan 125 }:axi hujan dan
Ngaaa dengan iZt nui hujan. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah

"i'rt"t Kabupaten Sumba iengah dengan 31 hari hujan disusul Timor Tengah Selatan dengan

62hay1hujan dan Timor Tengah Utara dengan 68 hari hujan pada tahun 2015.

Gambar 1.7, ?tvlse*tsse Luas Dgretalh ?tutrtrr,sl ttl'IT Menttfi$ KahrydEnfi{gto-
Talrun 2O75

Sumber: NTT Da1am Arrgka2OL6
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Kab.Sumba Barat 737,42 1,54

2 Kab. Sumba Timur 7.005,00 14,61

3 Kab.Kupang 5.525,83 11,53

4 Kab.Timur Tengah Selatan 3.947,00 8,23

5 Kab. Timur Tengah Utara 2.669,70 5,57

6 Kab.Belu 1.248,94 2,61

7 Kab. Alor 2.928,88 6,11

8 Kab. Lembata 1.226,39 2,64

9 Kab. Flores Timur 1.754,98 3,66

10 Kabo Sikka 1.731,91 3,61

１
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■ Kab.Ende 2.068,00 4,31

12 Kabo Ngada 1.722,24 3,59

13 Kab. Manggarar 1.915,62 4,00

14 Kabo Rote Ndao 1.284,41 2,68

15 Kabo Manggarai Barat 3.141,47 6,55

16 Kab.Sumba Barat Daya 1.445,31 3,02

17 Kabo Sumba Tcngah 1.817,88 3,79

18 Kab. Nagekeo 1.416,96 2,96

19 Kab. Manggffil!*gl 2.502,24 5,22

20 Knh_Sabu Raiiua 460,47 0,96

180,27 0,38
21 Kota KuPang
22 Kabupaten Malaka 1.160,61 2,42

Nusa Tenggara !!4gl 47。931,54 100,∞

sttmttr:hTT Dalarrl A疑鼻a2016

T(rhel 7.2, &rmtah ltecdmatan ds.n Desc./Kehtahon ldenutttt Kafuryatenfi{atu dl ?,..rrt'l,tsl

N?fT To:tann2fr75

ー麟

- … 一一
Ot, s.rt5.El-at
Q- 3t*r&6Tit*,
OO- KrrP6.rt,
U- ThrsT*:gEft S€'#'l
06- Trrr TelegPh lltara
ffi" Bert,
a7- Arr
6- 

''g,FdaGt- fto€Trnr
tO- Sfdra
,'t- w.
,2- lrlgs.r.
13- $Firry5tao
,4- rbtettrds
15. lud€q*dBrd
tG- S.rr&aTslgdl
,7- S.rrtsBrdoqF
tA- NsglBftoo
■9  "晩 口嘲旧口耐議

…

"_      Sabu 

―

a

21_ 
―71_ メヒ咸
"

“
鶴
憫
欝
癬
”・“
黎
秦
瘤
磨
螂
“
鍵
癬
“
”
り
傷
露
響
。一一

Stlmber:Ntt Dalarl■ Ang饉 2016
ユ 輌薦ヨ出 ′耐 ご

11・・

|■●
"WileynII●2 Perseitase

孝 12 秘 15

6
22
24
32
24
■2
■7
9
■3
2■

‐
2t.
■■2
■■

■0
■0
5
4■

7
9
6
■2
6

■1

■6
■7
■2
33
■2
,7
7
2■

■3
23
■6
■7
7
5
0
2
■6
■7
5
0
51

386
3,3



Gambar 1.2. PetaAdministrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
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1.4.1.2.De‐ogaF■ Wttvah
」unllah penduduk Nusa Tenggara Tilnur ineningkat yaitu 4.706.192 jiwa tahun 2010,
5.036.897 jiwa tahun 2014, dan tahun 2015 meningkat mettadi 5。 120.061 jiwa.
Dibandingkan tahun 2010 tettadi peningkatan penduduk sebanyak 413.869 jiwa.
Pertumbuhan penduduk Tahun 2010-20 15 yaltu penduduk tertinggl berada di Kabupaten
Timor Tengah Selatarl yattu 459.310jiwa(8,98%)darlterkecil berada di Kabupaten Sumba
Tengah yaitu 68.515jiwa(1,340/0)。

Lttu pertumbuhan penduduk pedode 2014-2015 sebesar l,650/o pertahuno Angka tersebut
mengalallni penurllnan, jika dibandingkan dengan pe五 ode 2010-2015 dengan laJu
pertumbuhan penduduk sebesar l,760/O pertahun。
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Kab. Sumba Barat 121.921 2,38 9,35 1,68

2 Kab. Sumba Timur 246.294 4,81 7,65 1,35

3 Kab. Kupang 348.010 6,79 13,96 2,84

4 Kab.Tilnur Tcngah Selatan 459.310 8。98 3,66 0,69
5 Kab. Timur Tengah Utara 244.714 4.78 6,03 1,09

6 Kab.Belu 206.778 4.04 9,34 1,72

7 Kab.Alor 199.915 3.91 4,71 0,87

8 Kab. Lembata 132.171 2.58 11,63 2,08

9 Kab. Flores Timur 246.994 4.83 5,74 1,03
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10 Kab.Sikka 313.509 6.13 3,96 0,67
■
■ Kabo Ende 269.724 5。27 3,06 0,53

12 Kabo Ngada 154.693 3.02 8,17 1,43

13 Kab. Manggarai 319。607 6.24 8,75 1,63

14 Kabo Rote Ndao 147,778 2.88 22,43 3,99

15 Kab. Mansgarai Barat 251.689 4。91 12,91 2,39

16 Kab. Sumba Barat Daya 68.515 6.23 9,11 1,66

17 Kab. Sumba Tengah 319.119 1.34 11,42 2,11

18 Kab. Nagekeo 139.577 2.73 6,80 1,2

19 Kab. Manggarai Timur 272.514 5.32 7,33 1,53

20 Kab.Sabu Raliua 85。 970 1.68 16,31 2,96

21 Kabo Mal』o 180.382 3.52 9,40 1,68

22 Kota Kupang 390.877 7.63 15,58 2,84

Nusa Tenggara Timur 5。 120。061 1∞ 8,79 1,65

Sunlber;P面的l Dala富l AFttka 201 6

Kepadatarl penduduk NTT tahun 2015 mencapai 108jiwa/Km2.Kota Kuparlg lllerllpakarl
wilayah terpadat 2.432 jiwa/Km2 disuSul Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sabu
Raniua masing― masing 189 jiwa/Km2 dar1 186 jiwa/Km2.Kabupaten Sumba Timur,
Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Kupang lnerupakan kabupaten dengan tin〔 Jkat
kepadatarl penduduk rendah yaitu 35 jiwa/K■ 12,47 jiwa/Kn12 dan 64jiwa/Km2.
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" |16・
■
■ Kab. Sumba Barat 121.921 2,38 73520 165

2 Kab. Sumba Timur 246.294 4,81 724343 35

3 Kab. Kupang 348.010 6,79 529950 64

4 Kab. Timur Tensah Selatan 459.310 8。98 409881 116

5 Kab. Timur Tensah Utara 244.714 4.78 270369 92

6 Kab.Belu 206。778 4.04 115418 161

7 Kab.Alor 199。915 3.91 301951 70

8 Kab. Lembata 132.171 2.58 129585 104

9 Kab. Flores Timur 246。994 4.83 179761 136

10 Kabo Sikka 313.509 6.13 174382 181
■
■
１
■ Kabo Ende 269。724 5。27 212897 132

12 Kabo Ngada 154.693 3.02 173836 95

13 Kab. Manesarai 319。607 6.24 138072 189

14 Kab.Rote Ndao 147.778 2.88 148411 115

15 Kab. Mangsarai Barat 251.689 4.91 322827 85

16 Kabo Sumba Tengah 68.515 6.23 187762 47

17 Kab.Sumba Barat Dava 319.119 1.34 145462 170

18 Kab. Nagekeo 139.577 2.73 148411 98

19 Kab. Manesarai Timur 272.514 5.32 247228 109

20 Kab.Sabu Ratiua 85。 970 1.68 47997 186

21 Kab.Malaka 180。382 3.52 116063 155
22 Kota Kupane 390.877 7.63 16273 2432

Nuse Tenggara Tiour 5。■20.061 1∞ 47.350。00 108
Sumber : NTT Dalam Argka 2O16
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Tabet 7.5. Progeksi Pendsdttk Ptsvtrtst N?? Sampoli Tsfutn 2O19 dldncl menurut l{abupaten$tota

21“
| ■ 2017

1211 31 41 511 7

1 Kab. Sumba Barat 121.921 123.913 125.776 127.872 129.710

2 Kab, SumbaTimur 246.294 249,606 252.704 255.601 258.486

3 Kab. Kupang 348.010 360.228 372.777 387.479 403.582

4 Kab. Timur Tengah Selatan 459.310 461.681 463.980 465.970 467.990

5 Kab. Timur Tengah Utara 244.714 247.216 249.711 251.993 254.171

6 Kab.Belu 206.778 210.307 213.596 216.783 220.115

7 Kabo Alor 199.915 201.515 202.890 204.380 205.599

8 Kab.Lembata 132.171 134.573 137.714 140.390 143.074

9 Kab. Flores Timur 246.994 248.889 251.611 253.818 255.916

10 Kab.Sikka 313.509 315.477 317.292 318.920 320.401

Kab.Ende 269.724 270.886 272.084 272.988 273.929

12 Kab. Ngada 154.693 156.101 159.081 161.196 163.217

13 Kab. Manggarai 319.607 324.014 329.198 333.912 338.424

14 Kab.Rote Ndao 147.778 153.792 159.614 165.807 172.104

15 Kab. Manggarai Barat 251.689 257.582 263.207 269.029 274.689

16 Kab. SumbaTengah 68.515 69.606 70.719 71.801 72.800

17 Kab. Sumba Barat Daya 319.119 325,699 331.894 338.427 344.720

18 Kab. Nagekeo 139.577 141.310 142.804 144.414 145.826

19 Kab. Manggarai Timur 272.514 276.620 280.118 283.313 287.207

20 Kab. Sabu Raijua 85.970 88.826 91.512 94.406 97.379

21 Kab.Malaka 180.382 183.387 186.312 189.220 191.892

22 Kota Kupang 390.877 402.286 412.708 423.800 434.972

Nusa Tenggara Tlmur 5。 120。061 5。203.514 5。287.302 5。371.519 5。456.203

Sumber : NTT Dalam Arry;ka'2OL6

1.4. 1.3. Pengguaaan Lahar
Pola penggunaan lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dibedakan atas pola dan
struktur pemanfaatan lahan serta status penggunaan lahan. Tinjauan ini dilakukan untuk
melihat penggunaan ruang yang teq'adi hingga saat ini di wilayah Propinsi Nusa Tenggara
Timur.

Pola dan struktur pemanfaatan lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur di
pengaruhi oleh kondisi alam dan jenis kegiatan di setiap Kabupaten/ Kota. Pada umumnya
lahan yang ada sekarang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar masih
didominasi lahan kering dan dan hanya sebagain kecil lahan untuk kegiatan pertanian
lahan basah (sawah) meliputi potensi seluas + 284.103 Ha. Secara garis besar penggunaan
lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan perkawasan sebagai berikut :

1. Kawasan Non Budidaya, antara lain :

o Hutan Lindung:
r Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya;
r Kawasan yang memberikan perlindungan setempat.

o Suaka Alam dan Cagar Alam;
. Cagar Budaya.

2. Kawasan Budidaya, arttaralain :

o Kegiatan Pertanian lahan kering dan lahan basah;
o Kegiatan Peternakan;
o Kawasan Perikanan;
o KawasanPerindustrian;
o KawasanPertambangan;
o Kawasan Pariwisata;
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. Kawasan Permukiman: Perkotaan - Perdesaan.
3. Pengembangern sarana dan prasa-r€ula.

Untuk lebih jelasnya luasan pola penggunaan lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara
Timur dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Pola Penggunaan Lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 1.3. PetaTata Guna Lahan Provinsi NTT
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1.4.1.4. Reacana Pola Ruang Provinsi
Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencala distribusi peruntukan ruang
dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukal ruang untuk fungsi lindung dan
rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Provinsi
Nfi dirumuskan berdasarkan: Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi
yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruaag wilayah nasional, Daya
dukung dan daya tampu[g lingkungan hidup wilayah Provinsi, Kebutuhan ruang untuk
pengembangan kawasan budidaya dan kawasal lindung dan Ketentual peraturan
perundang-undangan terkait.

Arahan pengembangan pola ruang mencakup pengembalgan kawasan lindung dan
budidaya, yang didalamnya termuat pola ruang terkait Bidang Cipta I{arya.

Aral:an pengembangan pola ruang terkait bidang Cipta Karya meliputi :

1. Arahan Pengembangal Kawasan Pertanial
Kawasan peruntukal pertanian yang terdapat di propinsi NTT, terdiri dari kawasan
peruntukan pertanian tanaman pangan berkelartjutan, kawasan peruntukan pertanial
lahan kering atau tegalal, kawasan peruntukan pertanian holtikultura, kawasan
peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan dan lahan pertanian
pangan berkelalj utan.

Adapun a-rahan pemanfaatan Kawasan Pertalia-n di Provinsi I{II, ada-lah sebagai
berikut :

2. Aral:an Pengembangan Kawasan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangftap, kawasan
budidaya perikanan dan kawasan pengolahan ikan.
a. Kawasal peruntukan perikaaan tangkap tersebar di seluruh kabupaten/ kota.
b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya tersebar di seluruh kabupaten/ kota.
c. Kawasa-n pengolahan ikan terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten

Sumba Timur dan Kabupaten Ende.

Untuk meningkatkan nilai ikan tangkap dan budidaya yalg dihasilkan dari perairan
yang terdapat di Provinsi NTT, maka direncanakan kawasan pengolahal ikan. Kawasan
pengolahan ikal tersebut direncanakan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang,
Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ende.
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030

No Jenis Arahan

1

Pertanian
tanaman
pangan
berkelaniutan

o Ketinggian < 10OO m dpl, Kemiringan lereng <
4Oo/o, Kedalaman efektif tanah > 30 cm

o Menciptakan prasaftrna irigasi sehingga
pengembangan pertanian lahan basah &
kering agar tidak tergantung pada musim
dengan memperhatikan kemarmpuan alam
dalam pembangunan irigasi

o Sebagai pengembangan agroindustri,
agrowisata dan penelitian di Provinsi NTT

o Penetapan lahan pertanian tersebar di
seluruh wilayah Provinsi NfT, melihat potensi
lahan yang berproduktif dan optimalisasi
sektor ekonomi unggulan di Provinsi NTT
seperti padi, jagung, ubi, kacang-kacangan,
kelapa, mete, kakao, pinang, cengkeh, lontar,
dsb

o Peningkatan penerapan teknologi pertanian
o Rencana penyediaan prasarana, sarana pasca

panen, dan pemasaran
o Penetapan standar pelayanan, pengawasan,

perr;zinan, petunjuk teknis penggunaan
benih, pupuk, dsb

o Promosi dan dukungan ekspor komoditas
unggulan, melalui pengembangan pusat
pengumpul dan distribusi

o Pemberian penguatan modal bagi petani
dalam rangka menunjang kesinambungan
usaha pertaniannya

o Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder
terkait

o Upaya Rehabilitasi kawasan pertanian yang
mengalami deenadasi

2 Holtikultura

3
Pertanian Lahan
kerins

4
Pertanian Lahan
Basah

5 Perkebunan

6 Peternakan

o Ketinggian > 1000 m dpl dan Kemiringan
lereng > l5o/o

o Rencana kawasan peternakan berdasarkan
potensi peternakan dan kesesuaian lahan
yang ada di wilayah Kabupaten di Provinsi
NTT seperti sapi, babi, kuda, kambing, dsb

o Upaya pewujudan penggunaan bibit unggul
dan pengembangan peternakan yang
berkualiatas, melalui penyuluhan, pelatihan
dan pemeliharaan

o Pemberian penguatan modal bagi usaha
dalam upaya menunjang kesinambungan
usaha

o Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat
mensuplai bahan makanan ternak

o Promosi dan dukungan ekspor komoditas
unggulan, melalui pengembangan pusat
pengumpul dan distribusi sampai perluasan
wilayah pemasaran produksi peternakan baik
lokal maupun pasar ekspor

o Koordinasi dan kerl'asama antar stakeholder
terkait

Sunlber:RTRW Provinsi NTr 201o_2030



?dbct 1,8, Arah(x.n l{anoaso;/t Pe7lko",?'o:'l- Pttt btsl NIT lahsn 2O1O'243O

No xrtteri& Arahan

1 Perikanan Tangkap

o Pemanfaatafl perikanan yang tidak melebihi potensi lestari
(ouer fshin@ dan berakibat degradasi lingkungan

o Peningkatan produktiltas komoditas budidaya perikanan
dengan kebutuhan pasar

o Pen'inglatan p,engernbangan budidaya lainnya (budidaya
rumput laut, mutia.ra, ikan kerapu, lobster, teripang, dan
organisme lainnya) dengan kebutuhan pasar

o Rencara penetapan zonasi laut sehingga dapat diketahui
zona pemanfaatarl Perikanan

o Kejasama dengan pihak investor untuk pemanfaatafl
potensi perikanan, dengao memperhatikan bentuk
kerjasama, sehingga tidat berdampak merugikan bagi
Pemerintah Provinsi NTT

o Penetapan pengembargan satarta dan prasarana
perikanan, seperti TPI (Iempat Pelelangan Ikan), PPI
(Pangkalan Peodaratan lkan).

o Promosi dal dukungan ekspor komoditas unggulan,
melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi
sampai perluasan wilayah pemasaran produksi perikanan
Tangkap baik lokal maupun pasar ekspor

o Pemanfaatan sumberdaya perairan laut tetaP menjaSa
potensi lesta.rfurya

2 Perikanan Budidaya

o Pemanfaatan perikanal budidaya dengan memperhatikan
lingkuflgan sekitar, sehi.ngga tidak me5rebabkan dqgadasi
lingkungan Peningkatan produktivitas komoditas
budidaya perikanan dengan kebutuhan pasar

o Promosi dan dukungan ekspor komoditas uoggulan,
metalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi
sampai perluasan wilayah pemasaran produksi perikanan
budidaya baik lokal maupun pasar ekspor

o Upaya pewujudan penggunaan bibit unggul dan
pengembangan perikanan budidaya yang berkua-liatas,
melalui penyuluhan, pelatihan dan pemeliha.raan

o Pemberian penguatan modal bagi usaha dalam upaya
menunjang kesinambungafl usaha

o Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan
prasarana perikana!.

Sumber:RTRヽ VI)r"insi NTT 2010-2030



Arahan Pengembangal Kawasan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan peruntukan pariwisata alam,
kawasan peruntukan pariwisata budaya dal kawasan peruntukan pariwisata
buatan / taman rekreasi.

Adapun potensi pemanfaatal Kawasan Pariwisata di Provinsi NTT, adalah sebagai
berikut :

Tabel 7,9, Potcnst PemanJadtad KltDo,,o;,l. Pg,,"l'tot tq Prouatlft Nrc TahuA 2O1O'2O3O

No Kriteria Araban

1
Perikaaan
Tangkap

o Pemanfaatan perikanan yang tidak melebihi potensi 
I

lestai (ouer fishing) d.axr berakibat degradasi 
Ilingkungan 
I

o Peningkatan produktivtas komoditas budidaya 
I

perikanan dengal kebutuhal pasar 
I

o Peningkatan pengembaagan budidaya lainnya 
I

(budidaya rumput laut, mutiara, ikan kerapu, 
I

lobster, teripang, dan organisme lainnya) dengal 
I

kebutuhan pasar 
I

o Rencana penetapan zonasi laut sehingga dapat 
I

diketahui zonapel:canfiaatan perikanan 
I

o Kejasama dengan pihak investor untuk pemanfaatan
potensi perikanan, dengan memperhatikan bentuk
kerjasama sehingga tidak berdampak merugikan bagi
Pemerintah Provinsi Nfi

o Penetapan pengembangan sarana dan prasarana
perikanan, seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan), PPI

(Palgkalan Pendaratan lkan).
o *omosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan,

melalui pengembarrgan pusat pengumpul dan
distribusi sampai perluasal wilayah pemaszrran
produksi perikanan Tangkap baik lokal maupun
pasar ekspor

o Pemanfaatan sumberdaya perairan laut tetap
menjaga potensi l"starinya

2
Perikanan
Budidaya

" 
p"mant"ata. perikanan budidaya dengan
memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga tidak
meyebabkan degradasi lingkungan Peningkatan
produktivitas komoditas budidaya perikanan dengan
kebutuhan pasar

o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan,
melalui pengembangan pusat pengumpul dan
distribusi sarnpai perluasan wilayah pemasaran
produksi perikanan budidaya baik lokal maupun
pasar ekspor

o Upaya pewujudan penggunaaa bibit unggul dan
pengembangan perikanan budidaya yang
berliualiatas, melalui peny'uluhan, pelatihan dan
pemeliharaan

o Femberian penguatan modal b"g usaha dalam upaya
menunjang kesinambungan usaha

o Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana
danprasaranaPeL

Sunber : RIRW Pt. ,insi N'n 2OiO :O3O

BerdasarkankebijakanpengembanganPariwisatadiProvinsiNTTyangtelah
direncanaka., adalah Pola pengembangan Klaster wisata NTT, yalg terdiri dari:

a. Klaster I di wilayah Pulau Alor, Pulau Timor, hrlau Rote dan Pulau sabu. Icon
- p""g"-t.ttg"., prti*i="ta adalah 'surviag daa Diviag"' Dengan konsep

'er""!"*t"r!.r, seUagai lsland Resort yang bertumpu pada keindahan pantai dan

*ir"=t" -irr.t khusus. Memiliki keunggulan pada sektor Bahari seperti : surfrng di



Nemberala Rote, Taman Laut Selat Kepa Alor, Game Fishing di perairan Kupang
(Bilfish) yang didukung dengan potensi wisata Budaya (Suku Boti di TTS, Hole di
Sabu, dll), wisata Belanja Kupang, potensi perbatasan, ekowisata di Mutis, d11.

b. Klaster II di wilayah Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggild, Kabupaten Ngada dan
Kab. Nagekeo. Icon pengembangan pariwisata adalah 'Komodo'. Konsep
pengembangan sebagai Exotic of Island yang bertumpu pada icon komodo serta
kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat. Memiliki keunggulan pada
Keunikan komodo dan wisata Bahari seperti: Taman Laut Riung, Sumber air panas
Mangeruda Ngada, didukung dengan potensi wisata Budaya (Kampung Bena Ngada,
Homo Florensis Liang Bua), ekowisata (Lingko Manggarai) .

c. Klaster III di wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur,
Kabupaten Lembata. Icon pengembangan pariwisata adalah (Kelimutu'. Konsep
Pengembangan Klaster III sebagai eatouri.sm yang bertumpu pada icon kelimutu
dan berb"gai atraksi budaya. Memiliki keunggulan pada Keunikan Wisata Alam
Danau Kelirnutu yang didukung dengan wisata Bahari seperti : Taman l,aut Teluk
Maumere, wisata budaya dan religi (Samana Santa, Perburuan ikan paus) serta
wisata sejarah peninggalan portugis.

d. Klaster IV di Wilayah Sumba (Kab Sumba Timur, Ka Sumba Barat, Kab Sumba
Tengah dan Kab Sumba Barat Daya). Icon pengembangan pariwisata adalah
'ilegditik". Konsep pengembangan Klaster IV sebagai anlfitral trcritage yang
bertumpu pada icon kehidup€rn megalitik dan ritual. Memiliki keunggulan pada
Keunikan peninggalan budaya megalitik (kampung adat) dan ritual lainnya seperti
Pasola, yang didukung dengan wisata Bahari seperti : Nihiwatu, Matayangu, Rua,
Marosi, d11.

Tabel 7.7O. Adwn Kctossan Pan'fuplsatu hsrnn$ NlT Tatun 2O1O-2O3O

No Jenil Arahan

1
Pariwisata
Alam

o Mengembangl€n pola klaster dengan menonjolkan image kawasan
berdasarkan konsep pengembangan dan icon yang telah ditetapkan di
masing-masing cluster, sebagai aset lokal yang berkelanjutan, yang harus
dipertahankan dan diles tarikan

o Pemanfaatan pariwisata alam laut dan darat yang bersifat ekowisata (ikut
mengkonservasi alam dan melestarikan alam)

o Pengembangan wisata budaya &ritual keagamaan dengan
penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya

o Menghindari kawasan terbangun untuk pariwisata pantai dan laut
sehingga dapat menikmati keindahan alami panorarna pesisir pantai dan
laut

o Kawasan yang tetah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata tidak dapat
dialihfungsikan sebagai pemanfaatan lainnya yang dapat merusak fungsi
pariwisata alam kawasan

o Mempertahankan/ meningkatkan pengembangan Kabupaten/ Kota yang
memiliki potensi sub sektor pariwisata

o Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata
o Pengembangan kawasan pariwisata alam harus tanggap dengan

kemungkinan adanya bencana alam baik di darat dan dilaut
o Keterlibatan masyaralat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja

dalam bidang *ruie exellene di kawasan wisata potensial
o Ada penJrusunan sistem data dan informasi kawasan pariwisata sebagai

pal<et wisata wilayah NTT

2

Pariwisata
Budaya &
Ritual
Keagamaan

3

Pariwisata
B:uatall/
Taman
Rekreasi

Suml梵r:RTRW Prorinsi N富 2010-2030



4. Arahan Pengembalgan Kawasan Permukiman
Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan permukiman meliputi kawasan yang
didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal.
Luasal kawasan permukiman di Provinsi NTI sekitar 40,155'28 ha.

Arahan pemanfaatan bagi Kawasan Permukiman di Provinsi NTT, adalah sebagai
berikut :

Ta:bel 1.17. Arzhaa Katl)a.s,.fi Perrrua.klrrt,Irt Pr?,rlfisl NTT Ts.r.utt 2O7O-2O3O

I{o Jenis Arahan

1
Permukiman
Perkotaan

o Arahan penataan pusat permukiman perkotaan sebagai
sentra akivitas pengembangan sebagai pusat kegiatan
yang mandiri.

o Intensitas pemaafaatan kawasan terbangun dirinci atas
amplop ruang (Koefsien Dasar Hijau, Koefisien Dasar
bangunan, Koefsien Lantai Balgrrnan dan Garis Sempadan
Bangunan) berdasarkan karakteristik kawasan.

o Distribusi pemanfaatan ruang terbangun kawasan
perkotaan yang merata untuk mencegah kav,'asan
permukiman padat dengan pengembangan ruang ke arah
vertikal

o RTH kawasan perkotaan minimal seluas 30/" dari luas
wilayah kawasan permukiman perkotaan

o Perencanaan kawasan permukiman baru dapat
membentuk clzster permukiman untuk menghindari
penumpukan dan keamanan bermukim

o Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan
pras€rr.ma permukiman sesuai hirarki dan tingkat
pelayanan

o Pengaturan permukiman kumuh perkotaan (slum area)
dengan penyediaan perumahan sederhana/ Rusunawa

o Kawasan perkotaan menyediakan ruang evakuasi bencana
dan kelengkapan sebagai mitigasi bencana berdasarkan
ienis bencana vang dapat timbul

2
Permukiman
Pedesaan

o Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris,
dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian.
Permukiman perdesaan di pegr:nungan dikembangkan
dengan berbasis perkebunan dan hortikultura.
Permukiman perdesaan di dataran rendah adalah
pertanian tanaman pangan dan perikanan darat.
Permukiman perdesaan pesisir dikembangkan budi daya
kelautan

o Penyediakan sarana dan prursarana lingkungan
permukiman yang memadai sesuai kebutuhan yang
bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaan

o Kawasan perdesaal khususrrya desa tertinggal dilakukan
peningkatan produlrtivtas dan pemberdayaan masyarakat
melalui peningkatan nilai ekonomis lahan dan penyediaan
s:rrzma parasatana yang dibutu}kan

o Menjaga kelestarian lingkunaan perdesaan, kawasan
permukiman adat, kawasan yang rentan terhadap bencana
alam dan kawasan yang membutuhkan perlindungan
lainnya

o Arahan penataan kawasan pedesaan dengan
memperhatikan aspek bencana. Adanya mitigasi bencana
berdasarkan ienis bencana vang dapat timbul

Sumber:RTRヽ V Provinsi NTT 2010-2030



Gambar L.4. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi NTT
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1.4.1.5. Stnrktur Ruaug Proviasi
Kebijakan spasial (tata ruang) di Nusa Tenggara Timur merupakan bagran integral dan tak
terpisahkan dari kebijaksanaan pembangunan Nasional. Keb{jaksanaan tata ruang dibuat
dalam rangka pengembangan sektor-sektor di wilayah tertentu, yan;g secara agregatif akan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah, oleh karena mempunyai
kesamaan dalam pendekatan serta tujuan yang dicapai-

Kebijaksanaan spasial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk :

r Mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan anttar daerah dalam Provinsi;
. Memelihara efesiensi dalam mencapai tingkat pertumbuhan;
o Memperkokoh kesatuan ekonomi daerah sebagai bagran dari ekonomi Nasional.

Secara struktural, ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RTRWP) dibagi kedalam
satuan Wilayah Pengembangan {WP) sebagai berikut :

1. Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Sumba.
Wilayah Pengembangan Pulau Sumba dengan pusat pengembangan di Waingapu (Kota
Orde II) dengan wilayah pengaruh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba
Barat. Arahan kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah peternakan,
kehutanan, pertanian tanaman pangan dan pariwisata.

2. Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Flores.
Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Flores ini terdiri dari 3 (tiga) pusat pengembangan,
yaitu:
a. Pusat Pengembangan Maumere (Kota Orde II) dengan wilayah pengaruh meliputi

Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Arah kegiatan utama yang akan
dikembangkan adalah perikanan, perindustrian, perkebunan dan pariwisata.

b. Pusat Pengembangan Ende (Kota Orde II) dengan wilayah pengaruh meliputi
Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada. Arah kegiatan utama yang akan
dikembangkan adalah perikanan, pertanian tanaman perngan, perkebunan,
pariwisata dan pendidikan.

c. Pusat Pengembangan Ruteng (Kota Orde II) dengan wilayah pengaruh meliputi
seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Arah kegiatan utama yang akan
dikembangkan adalah perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan dan
pariwisata.
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3. Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Timor
Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Timor ini terdiri dari dua pusat pengembangan,
yaitu :

a. Pusat Pengembangan Kupang dengan wilayah pengaruh meliputi Kabupaten
Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Alor. Kegiatan utama
yang akan dikembangkan pada wilayah pengembangan ini adalah pusat
pemerintahan, perikanan, perindustrian, perkebunan, pariwisata, pendidikan,
Pertanian tanaman pangan, kehutanan, perdagangan dan peternakan.

b. Pusat Pengembangan Atambua dengan wilayah pengaruh meliputi Kabupaten
Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu. Kegiatan utamayang
akan dikembangkan pada wilayah pengembangan ini adalah perikanan,
perkebunan, per-tanian tanaman pangan, kehutanan dan peternakan.

Berdasarkan pembagran Wilayah Pengembangan (WP) tersebut, Kabupaten Timor Tengah
Utara dalam konstelasi regional Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam WP Pulau
Timor dengan pusat pengembangan Atambua sebagai kota Orde I. Dalam WP Pulau Timor
tersebut, yang ditempatkan sebagai kota Orde I dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan
Nasional adalah Pusat Pengembangan Kupang karena sebagai Ibukota Provinsi NTT dan
Pusat Pengembangan Atambua sebagai pintu Masuk dari Negara Tetangga Timor Leste.
Untuk Kota Kefamenanu Ibukota Timor Tengah Utara termasuk Pusat Kegiatan Wilayah
yang ditetapkan ssfoagai orde II dari Hierarki fungsi kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel L.12. Salucn Wllagah Pengembangan Prstrinsl I{IT

Timor Barat,
Timor Tengah
Utara-Alor

Kota
Kupang

Timor
Tengah
Utara-Belu,
T'TS-TTU-
Alor

Lahan basah, Lahan kering,
hortikultura, Perkebunan,
peternakan, industri
kelautan, tambang non
migas, pariwisata, industri
pengolahan, pendidikan,
kesehatan, perdagangan,
jasa dan pusat
pemerintahan

2
Pulau Flores-
Lembata

Maumere

Lembata,
Flores
Timur,
Ende.
Ngada,
Manggarai,
Manggarai
Barat

Lahan basah, holtikultura,
prekebunan, kelautan,
tambang non migas,
industri pengolahan dan
pariwisata

3 Pulau Sumba Waingapu

Sumba
Barat,
Sumba
Timur

Lahan basah, lahan kering,
holtikultura, perkebunan,
peternakan, pariwisata,
kelautan, tambang nom
migas, industri pengolahan

Sumber:RTRヽ V Iprovinsi NTT 2010～ 203t‐J
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1. Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan
Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di wilayah provinsi NTT merupakan pusat
pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
f. Pusat Kegiatan Strategis Nasiona-l (PKSN).

Pusat Kegiataa llasioaal yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayaai kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa
provinsi. PKN ditetapkan dengan kriteria:
a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan

ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
b. kawasal perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri

dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama

transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Pusat Keglataa Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatal skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
PKW ditetapkan dengan kriteria:
a. kawasan perkotaaa yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan

ekspor-impor yalg mendukung PKN;
b. kawasan perkotaan yang bedungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri

dan jasa yalg melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi

yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Pusat Keglatan Ipkd yang selaajutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
PKL ditetapkan dengan kriteria:
a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi 5qfoagai pusat kegiatan industri

dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi 3slagai simpul tralsportasi

yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pucat Keglataa Strategis l{asloaal yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan
perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan
Negara. PKSN ditetapkan dengan kriteria:
a, pusat perkotaan yang berpotensi sslagai pos pemeriksaan lintas batas dengan

negara tetangga;
b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yalg

menghubungkan dengaa negara tetangga;
c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan

wilayah sekitarnya; dan/atau
d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat

mendorong perkembangan kawasan disekitarnya.

Aral:an pengembangan sistem perkotaal di propinsi NTT, meliputi :

a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah
Provinsi NTT.

b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di
Kabupaten Sild<a

c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di
Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di
Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.

d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa
di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak



di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atalllbua di Kabupaten Bclu,dan Kbta Mbay
di Kabupaten Nagcko.
e. PKL terdapat di Kota Oelamatt di Kabupatcn Kupang,Kota Bah di Kabupaten Rote
Ndao,Kota Seba di Kabupaten Sabu RaJua,Kota Lewolcbaく五Kabupatcn Lembata,

Kota Kalabahi di Kabupatcn Alor,Kota Wttbakul di Kabupaten Sumba TclE血 ,dan
Kota Borong di Kabupatn Manggaral Tilnur
i PKSN tcrdapat di Atambua di Kabupaten Bclu,Kefamcnanu di Kabupaten Tlmor
Tengah UttЯ ra,dan Kalabali di Kabupatcn Alor.

Sistin Perdesaan mcncakup seluruh pusat kecalnatan diunr Sistem Pcrkotaan di
seluruh祠ayah kabupaten/kota di“ 1lavah Proinsl,dengan kecallnatan stratcgls
tcrtera pada Tabel l 13.

Tabel 1.13. Kecamatar Strategk di Pro?tnsl TT

Kabupatenノ Kota Kecamaten Stntegts
Kota
Kupang @,AmfoangUtara
Tinor      Tengah
Selatan

ffitoking, Amanatun utara, Mollo
Utara

Timor Tengah Utara @, Iqseq4.E!!9ki Anleu

Belu
Malaka Tengah, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Lamaknen,
Kobalima

Rote Nd,0 Ro“ Thur,Rote B
Alor

Lembata Omesuri, Atadei
Flores Timur wulang G■ang,Solor Thur,AdonaraThurwulang Gltang,Solor T

S」回ka Paga Wa■get,Magep型皇
Ende Narxapenda, Wolowaru, Wew441
Nagekeo Nrngaroro, MauPonggo, Boawae

Ngada
Manggarai Timur
Mat■3gaFa S"t- M.*, Cibtl
Mansgarai Barat Lembor, Kuwus
Sumba Barat DaYa Kodi Bangedo, WewewqTimur 

-
Sulnba Barat l,amboya, Tanariughu
Sumba Tengah Umbu Ratu Nggay Barat
SumbaTimur Kambera Le■va2望副 」u2壁gaduゝ墜型a

Sabu Hawu Mehara

2.

Surrrber : RTRW Provinsi Nfi 2Oio-1O3O

Arahan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Slstea Peugelolaan Llagluagan

Sistem prasarala pengelolaal lingkungan yaitu berupa:
a. sistem penYediaan air minum;
b. sistem prasarana pengelolaan sampah;

Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas:

a. e""yeai"aat Air Bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;

;. ;,;;i;il Air Bersih datam bentuk perpipaan dikelola oleh PDAM di seluruh

Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi; dan

". f".ry"ai*r, air bersih dalan' bentuk non perpipaan diusahakan oleh masyarakat

dengan penyediaan sarana pendukung'

Sistem prasarana pengelolaan sampah terdiri atas:

a. Pengelolaan samPah; dan
f. p""i"ai""tt perangkat keras pengelolaan limbah cair domestik'

Pengelolaan samPah terdiri atas:

". F".gr-p,rt". sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS);

t. e".rilr-p"f"1 .o"'p.h dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);



c. TPA regional terdapat di Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan menggunakan
metode sanltaty l.andfill, untuk melayani Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
dan

d. TPA lokat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Penyediaan perangkat keras pengolahan limbah cair domestik disesuaikan dengan
kebutuhan kawasan permukiman.

Gambar 1.4. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTT

1.4.L.6. Strategi Operasioaal Rencara Pola Ruaag dan Stnrktur Ruang
Strategi operasionalisasi yang dimaksud adalah yang terkait dengan Bidang Cipta Kar;ra,
dimana dilakukan pentahapan pembangunan dengan mengimplementasikan indikasi
program utalam lima tahunan yang berdasarkan struktur keruangan dan pola
pemanfaatan ruang.

Adapun indikasi program disajikan dalam tabel berikut :

fafut 7.72, Siflurtegts Qpertslonnllsasi Rr.ncana Polo Ruang dan Slttttlcf.tr Ruantg Pfiinn$l t{l?

Kebijakan Muatan Strategis Program
1. Kebijakan struktur ruang

Provinsi NTT
Arahan pengembangan kota-kota
di Provinsi NTII:
l)Kota Sedang PKN

o. Penataan kota yang terpadu
dengan kota-kota sekitar;

b. Mengembangkan badan
keq'asama antar kota;

c. Men5rusun RIS Prasarana
untuk keterpadauan program
dalam kawasan dengan
pusat-pusat permukiman;

d. Mengembang!<an sistem
transportasi yang sinergis
dengan sistem permukiman
dan pengembangan kegiatan
usaha;

1. Strategi
pengembangan secara
eksternal, meliputi:
1) Peningkatan peran dari

kota-kota yang
mempunyai hubungan
langsung dengan
kotakota lain di
propinsi lain
khususnyayar:.g
berada di Pulau Jawa,
Sulawesi Selatan dan
lain-lainnya, maupun
dengan kota lain dari
negara lain.

2) Peningkatan
aksesibilitas
perhubungan laut dan
peningkatan perzrn

1. Program
pembangunan
pertanian dan
kehutanan,
meliputi:
1) Tanaman pangan

dan hortikultura,
meliputi:
a.Program

Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Petani;

b.Program
Penguatan
Kelembagaan
Ekonomi
Petani.

2l Tanarnarr
perkebunan dan



Kebijakan Muatan Strategis Program
e. Didukung oleh sistem

trarsportasi kota yang lancar;
f.Adanya sistem jaringan jalan

yang menunjang pergerakan
lintas batas;

g. Mendorong peran serta
swasta dan pengembangan
ekonomi dan investasi
prasar€rna;

h. Mengembangkan kerjasama
antar kota untuk jaringan
prasarana seperti air bersih,
jaringan jalan, etrairase.
Penataan kawasan berbasis
zoning regulation;

i. Pengaturan sarana
prasa-r€rna telekomunikasi
yang mendukung kegiatan
kota;

j. Mendorong peran serta
swasta dan pengembangan
ekonomi dan investasi
prasarana;

k. Mengembangftan keq'asarna
antar kota untuk jaringan
prasarana seperti air bersih,
jaringan jalan, drainase;

1. Pembangunan kota yang
mandukung skala regional;

m.Pembangunan sa-rana
prasar€ura telekomunikasi
yang mendukung kegiatan
kota;

n. Pembangunan pusat jasa
pemerintah untuk lingfup
propinsi atau regional;

o. Peningkatan kapasitas
ouflet (bandara den
pelabuhan laut) berstandar
regional;

p. Peningkatan fasilitas
kesehatan dengan skala
pelayananbertarap
internasional;

q. Peningkatan fasilitas
pendidikan mulai ting[at
dasar sarnpai perguruan
tinggr.

2lllota Kecil PKtr
a. Penataan kota yang terpadu

dengan kota-kota
sekitarnya;

b. Mengembangkan badan
kerjasama antar kota;

c. Men5rusun RIS Prasarana
untuk keterpadauan
prograrn dalam kawasan
dengan pusat-pusat
permukiman;

serta aktivitas di
pelabuhan laut

3) Mengembangkan
potensi-potensi yang
dimiliki oleh Nusa
Tenggara Timur,
terutama yang memiliki
daya saing dan peluang
yang tinggr dipasaran
Nasional maupun
Internasional, antara
lain dengan upaya-
upaya:
a. Pengembangan

kawasan di sekitar
laut Timor (Timor
Gap) atau Celah
Timor yang saat
sekarang
diupayakan
kerjasama eksplorasi
minyak antara
Indonesia-Australia;

b. Secara Stabilitas,
perlu lebih
diperhatikan karena
adanya keq'asama
antara Indonesia-
Australia, yang
secara historis
terl'adi kecurigaan
Australia terhadap
Indonesia;

c. Pengembangan
kawasan pariwisata
yang banyak dimiliki
Propinsi Nusa
Tenggara Timur
dengan
memanfaatkan
jumlah wisatawan
yang datang ke
pulau Bali, maka
perlunya dibentuk
suatu paket wisata
dari Bali sampai NTII
ataupun promosi
langsung terhadap
wisatawan-
wisatawan di negara
asal wisatawan
maupun promosi
domestik untuk
menyerap wisatawan
dalam negeri.

2. Strategi
pengembangan secaaa
internal, meliputi:
1) Strategt

pen(embangan

kehutanan,
meliputi:
a. Peningkatan

Produksi serta
Produktivitas
Petani;

b.Penguatan
Kelembagaan
Ekonomi
Petani.

c. Pelestarian
Hutan
Konservasi,
Lindung dan
Produksi
Berbasis
Masyarakat;

d.Pengembangan
Hutan Produksi
Berbasis
Masyarakat;

e. Pemantauan,
Pengawasan,
Pembinaan dan
Pengaturan
Pengelolaan
Hutan.

2. Program
pembangunan
perlkanan dall
kelautan, meliputi:
a.Peningkatan

Produksi dan
Produktivitas
Pengelolaan
Potensi Wilayah
Pesisir dan Laut;

b.Penguatan
Kelembagaan
Ekonomi Nelayan
dan Masyarakat
Pesisir;

c. Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengaturan
Pengelolaan
Wilayah Pesisir
dan Laut.

3. Program
pembanguaan
pengairan dan
sumberdaya air,
meliputi:
a. peningkatan

kualitas
bangunan utama;

b. peningftatan
iumlah dan
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d. Didukung oleh sistem

transp ortasi kota yang
lancar;

e. Adanya sistem jaringan
jalan yang menunjang
pergerakan lintas batas;

f, Mengembanglan keq'asama
antar kota untuk jaringan
prasarana seperti air bersih,
j aringan jalan, drainase ;

g. Pembangunan sarana
prasarErna telekomunikasi
yang mendukung kegiatan
kota.

SlKota Kectl PKW
a. Penataan kota yalg terPadu

dengal kota-kota
sekitarnya;

b. Mengemb angkan badan
kerjasama antar kota;

c, MenJrusun RIS Prasarana
untuk keterPedauan
program dalam kawasan
dengan pusat-Pusat
permukiman;

d. Didukung oleh sistem
transp ortasi kola Yang
lancar yang melaYani antar
kota;

e. Mengembangkan ke{asarn a
antar kota untuk jaringan
prasaftula sePerti air bersih,
jaringan jalan, drainase;

f. Pembangunan sarana
prasarana telekomunikasi
yang mendukung kegiatan
kota;

g. Peningkatan Pendidikan
dasar samPai Pendidikan
tinggt;

h. Peningkatan fasilitas
kesehatal, mulai tingkat RT
sampai Tingkat PelaYanan
Kota;

i. Pembangunan Rumah Sakit
bertarap pelaYanan WilaYah.

4)Kota Kecil PKL
a. Penataan kota Yang terPadu

dengan kota-kota
sekitarnya;

b. Mengemb angkan badan
kerjasama antar kota;

c. Menyusun RIS Prasarana
untuk keterPaduan Program
dalam kawasan dengan
pusat-pusat Permukiman;

d. Didukung oleh sistem
transportasi kota Yang
lancar;

ka,wasaa liadung,
meliputi:
a. Pemantapan

kawasan lindung
sesuai dengan
fungsinya masing-
masing, baik untuk
melindungi
kawasan
bawahannya,
melindungi
kawasan setempat,
memberikan
perlindungan
terhadap
keanekaraga-man
flora-fauna dan
ekosistemnya, serta
melindungi
kawasan yang
rawan terhadap
bencana alam;

b. Peneta.pan kawasan
lindung sesuai
dengan fungsi yang
telah di tetapkan;

c. Pengendalian
pemanfaatan ruang
pada kawasan
lindung agar sesuai
fungsi yang telah
ditetapkan.

2l Strategt
peagembangau
kgwacaq budidaYa'
oeliputi:
a. Mengoptimalkan

peran dari setiaP
pemanfaatan ruang
bagi kegiatan
budidaya, sesuai
dengan
kemampuan daYa
dukung
lingkungannYa.

b. Pengendalian
pemanfaatan ruang
guna menghindari
konllik altar
berbagai
kepentingan karena
hal ini sering
te{adi, dan akan
banyak
menimbulkan
permasalahan,
yang berdamPak
pada kurang
optimalnYa
oemanfaatan lahan

kualitas jaringan 
Irngasr; i

c. peningkatan 
I

kelembagaan i

pengelola irigasi. I

4. Program I

pembaaguaaa 
I

pertambaagan daa I

eaergi, mellputi: 
I

a. Pengembangan
dan Pemaafaatan
Potensi Taanbang;

b. Pengembangan
Jangkauan
Layanan Energi;

c. Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengaturarl
Pemanfaatan
Potensi Tambang
dan Energi.

5. Program
peo.baoguaan
perhubuugaa,
nellputi:
a, Peningkatan

Kualitas Layanan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Darat, Laut dan
Udara;

b. Peningkatan dan
Pemeliharaan
Prasarana Jalan
dan Jembatan;

6.Program
pembargunaa
pariwlsata,
aeliputi:
a. Mengemb angan

jenis-jenis obyek
wisata sehingga
tercipta-nya
kondisi bagi
pengembangan
industri
pariwisata;

b. Meningkatkan
kualitas daya tarik
wisata baik
Wisman maupun
Wisnus;

c. Memberikan
rekomendasi bagt
pembangunan
infrastruktur
kepariwisataal.

d.
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e. Mengembangkan kerjasama

antar kota untuk jaringan
prasa-r€ura seperti air bersih,
jaringan jalan, drainase;

f. Pembangunan sarana
prasa-rana telekomunikasi
yang mendukung kegiatan
kota;

g. Pembangunan fasilitas
pendidikan mulai
pendidikan dasar hingga
pendidikan atas;

h. Pembangunan fasittas
kesehatan, mulai dari
tingkat RT sampai pusat
pelayanan kegiatan kota
lokal;

i. Pembangunan Rumah Sakit
dengan skala pelayanan
lokal.

Pola pengembangan kota-kota
di NTT :

1) Untuk mempercepat proses
pembangunan (akselerasi
kegiatan sosial ekonomi),
khususnya di kawasan
perkotaan (dan daerah
belakangnya) disetiap pulau,
maka untuk pulau-pulau
besar utama (P. Plores, P.

Sumba dan P. Timor) masing-
masing harus mempunytai
kota orde I (satu)/ Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) dan
selanjutnnya akan membentuk
sistem kota-kota sampai
dengan tingkat orde II (PKW),
III (PKL) sampai dengan kota-
kota terkecil (merupakan
agropolitan yang pada
umumrrya merupakan desa-
desa pusat pertumbuhan atau
ibukota kecamatan);

2)Untuk pulau-pulau yang lebih
kecil dan mempunyai kegiatan
ekonomi yang cukup berarti,
yaitu Pulau Alor, Pulau Pantar,
Pulau Lembata, dan Pulau
Sabu masingm asing harus
mempunyai kota orde ke III
(PKL);

3) Kota-kota yang diperkirakan
memiliki pertumbuhan yang
relatif lebih cepat dan
diharapkan dapat berperan
sebagai pusat distribusi dan
koleksi untuk daerah
belakangnya adalah kota-kota
pelabuhan. Kota-kota
pelabuhan tersebut akan

karena terjadinya
perebutan lahan
dari berbagai pihak.

3! Strategi
peagembangan kota'
kota, meliputi:
a. Menerapkan

peranan kota
Kupang sebagai ibu
kota Propinsi dan
pusat
pengembangan
wilayah bagi
Propinsi Nusa
Tenggara Timur.
Salah satu upaya
yang diusulkan
untuk
memantapkan
peranan Kota
Kupang adalah
meningkatkan
fasilita.s perkota.an
yang memadai;

b. Lebih
meningkatkan,
pengembangan dan
memantapkan
peran kota-kota
utama yang ada di
Nusa Tenggara
Timur, dengan
tujuan untuk
mengurangi
kesenjangan
perkembangan
antar kota,
terutama dalam
melayani kota-kota
yang hirarkinya
lebih rendah
mauPun dalam
hubungannya
dengan kota-kota
lain.
Pengembangan dan
pemantapan itu
dimaksudkan agar
pertumbuhan
wilayah Nusa
Tenggara Timur
secara keseluruhan
dapat berjalart
dengan efelrtif dan
membawa dampak
positif bagi
pengembangan
wilayah secara
keseluruhan.

7. Program
pembangunan
perumahan dan
permukiman,
meliputi:
a. Membangun dan

mengembangkan
kemampuan
penduduk untuk
membangun
perumahan yang
sehat dan layak
huni atas
kemampuannya
sendiri yang
mengacu pada
Rencana Umum
Tata Ruang Kota
dan Pedesaan
yar:'g terpadu,
komprehensif dan
aspiratif;

b. Terciptanya
permukiman yang
tertib, sehat dan
indah, sesuai
Rencana Tata
Ruang;

c. Di perkotaan
menghindari
permukiman yang
bernuansa
eksekutif karena
dihuni oleh etnik
atau agama
tertentu;

d. Di Perdesaan
pembangunan
mengutamakan
bahan lokal
narnun tidak
sampai
menimbulkan
ancaman bagi
kelestarian
lingkungan.



tujuan, sasaran
dan kebij aksanaan
yang ingin dicapai
khususnya dalam
bidang ekonomi,
maka perlu
meningkatkal
peran kota-kota
yang berhirarki di
bawah kota KuPang
sebagai pusat-
pusat pertumbuhan
bagi daerah
belakangnya
(hiterland), agar
hasil produksi dari
kantung-kaltung
produksi daPat
dengan mudah
dipasarkan;

d. Untuk lebih
melancarkan
pemasaran hasil
produksi dari
hiterland maka
perlunya
peningkatart
trubungan antar
kota dengan Pola
sistem hirarki,
dimana hubungan
dila-kukan dari
hirarki terendah ke
yang lebih tinggi
tingkatnYa Pada
jarak temPuh Yang
dekat dengan
hirarki tersebut;

e. Mengembangkart
keterkaitan antar
kota. secara
fungsional, melalui
pengembangan
fungsi kota-kota.
Keterkaitan
fungsional akan
terwujud dengan
berkembangnYa
fungsi kota-kota

c. Sejalan dengan

yang sesuai dengan
hirarki
pelaYanannYa;

f. Upaya
pengembangan
desa-desa Yang ada
dengan Pendekatan
Progresive Rural
Structure, Yaitu

menjadi pusat kegiatan
ekonomi, khususnYa kegiatal
ekspor dengan memalfaatkan
potensi yang dimiliki oleh
daerah b elakangnya. Sehingga
perkembangan kota-kota
tersebut sangat tergantung
oleh potensi yang dimiliki oleh
daerah belakangnya
yangmenjadi wilaYah PelaYan
serta tingkat akse sibilitas
(kemudahan) antara kota-kota
tersebut dengal daerah
belakangnYa.

Slstea Peagembangaa Kota-
Kote dl Proviasl NTT:
1)Kota Hirarki I (PKN) : Kota

Kupang, Atambua, WaingaPu,
Labuanbajo, dan Maumere.

2)Kota Hirarki II (PKW) : Ibukota
KabuPaten meliPti: Baa, Soe,

Kefamenanu, Kalabahi,
Lewoleba, Larantuka, Ende,
Baj awa, Ruteng, Waikabubak'

3)Koia Hirarki III {PKL) : Ibukota-
ibukota kecamatan lainnYa'

2, KebtJakan Pola ruang
Proviosi IITT
lt KebiJalao Pengeabaoger

kawasan Permukiman
Dibagi menjadi kawasan
permukiman Perkotaan dan
pedesaan. Arahan
p engembangan kawasan
permukimal Perkotaan:
a. L€bih mengefisienkan

pemanfaatan lahan;
b. Peningkatan sistem fasilitas

dal utilitas PelaYalan ;

c. Meningkatkaa kualitas
Permukiman kumutr;

d. Menigkatkan kualitas
lingkungaa;

e, MemPerhatikan ProYeksi
oertambahan Penduduk
i"rg* ketersediaan lahan
permukiman Perlu atau
tidaknYa untuk
pengembangan vertikal'

Arahan Pengembangan
kawasan Permukiman
oerdesaan:
'a. Meningkatkan sumber-

sumber air memPerluas
pelayanan air bersih samPai
ke tingkat desa-desa;

b. Meningkatkan kualitas
lingkungan Pemukiman
yang sehat dan bersih;
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c. M eningkatkan kualitas dan

penyediaan fasilitas dan
utilitas
lingkungan/ pemukima.rt;

d. Kebijakan pembangunan
pada daerah
pesisir/ perumahan nelaYan;

e. Akses Iisik ke kota/PW
terdekat.

2l KebiJataa peageabaagaa
kawasaa prioritae cepat
tumbuh:
a. Melengkapi sarana dan

prasarana penunjang Yang
dibutuhkan oleh masing-
masing kawasan prioritas
sesuai dengan karakteristik
potensi dan p ermasalahan
yang dimiliki;

b. Peningkatan dan rehabilitasi
sarana dan prasar€rna
menunjang kegiatan yang
akan dikemb anglan, sePerti
perbaikan prasarana irigasi,
pengembaagan industri-
industri pengolahandan
peningkatan aksesibilitas.

3l KebtJakaa trIilayah Laut dalr
Daerah Perbatatao l{egara'
a. Pemantapan pembangunan

bangsa (Nation Building)
dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik
Indonesia;

b. Meningkatkan kesej ahtraan
masyarakat wilaYah
perbatasan;

c, Meningkatkan mutu sumber
daya manusia dal
masyarakat wilayah
perbatasan termasuk
masya.rakat pengu ngsi
sehingga mempunYai daYa
tahan dan daya saing Yang
tinggi dengan masyarakat di
negara tetangga baik daiam
bidang ekonomi mauPun
da-lam bidang sosial budaYa
dan sosial politik.

4l Kebijakan PeaunJaug
Peaataan Ruaag
KebiJakaa Peauajang
PeEataaa Ruang yaag bersifat
Spasial:
a. Kebiij aksanaan

Penatagunaan Tanah Pada
Kawasan Lindung:

dibentuknya desa-
desa terpadu
sebagai pusat
koleksi distribusi
bagi kegiatan
perekonomian
dalam skala
terkecil.
Pengembangan
desa-desa terpadu
ini memilih desa
yang secafa
ekonomi telalt
berkembang
dibandinglan desa
lain di sekitarnya
(desa Swasembada),
sehingga dapat
melayani desa-desa
sekitarnya yang
masih dalam status
desa swakarya.

4| Strategi
pengeobaagan
praaarana wilayah,
meliputi:
a. Meningkatkan

sistem prasarana
transp ortasi darat
guna lebih
meningkatkan
aksesibilitas dari
kantung-kantung
produksi kepusat
kota dengan pusat
kegiatan ekonomi;

b. Perkemb angan
perekonomial yang
relatif rendah di
Propinsi NT-l tidak
terlepas dari
terbatasnya sistem
transportasi darat
dan masih banyak
pusat-pusat
kegiatan ekonomi
yarg belum
mempunyai
hubungan langsung
dengan pusat kota;

c. Pengembangan
sistem prasarala
transp ortasi laut
dan udara untuk
meningkatkan
aksesibilitas antar
wilayah dan antar
pulau;

d. Mengemb angkan
sistem prasarana



Kebijakaa Muatan Strategis Prograo
. Menyelesaikan

p ermasalahan tumpang
tindih dan konflik
penggunaan tanah antara
kepentingan lindung dan
budidaya berdasarkan
ketentuan/ peraturan yang
ada;

. Pengendalian secara ketat
terhadap cara penggunaan
tanah oleh penduduk atau
proyek pembangunan
(sel<toral) tertentu dalam
kawasan lindung yang
diperbolehkan agar tidak
mengganggu fuflgsi
lindung;

. Pada kawasan lindung
yang diata.snya telah
terdapat kegiatan budidaya
perlu dilakukan tindakan
penanganan atau
penyelesaiannya, misalnya
dalam bentuk pembebasan
atau perlcabutal hak atas
tanah, pemindahan
penduduk, upayaupaya
konservasi/ rehabilitasi
tanal, p errrbebasan
kegiatan secara enclave,
serta pemindahan kegiatan
secara bertahap ke luar
kawasan lindung.

Keblfakan Penatagunaan
Tana.l.. pada Kawasan
Budidaya:
r Penggunaan tanah pada
kawasan budidaya yang
bersifat sebagai penyangga
kawasan lindung diatasnya
(hutan produksi) perlu
disertai dengan upaya-
upaya konversi tanah
secara ketat;

' Penggunaan tanah di
kawasan azas
konvertibilitas penggunaan
tanah. Meskipun demikian
pengalihan antar
penggunaan (dari yang
kurang intensif ke tingkat
yarg lebih intensif) perlu
dikendalikan melalui
mekanisme perizinan
(pencadangan tanah,
perizinan lokasi).

b

transportasi jalan
taya yarrg terpadu
dengan lintas
penyeberangan
altar pulau, untuk
meningkatkan
aksesibilitas antar
kota-kota sebagai
pusat pertumbuhan
dengan wilayah
belakanppya serta
meningkatkan
interaksi antar
pulau;

e. Mengembangkan
sistem prasarana
pengairan untuk
menunjang
pengembangan
kawasan pertalian
lahan basah.

5l Strategi
pengembaogan
Lasasaa prioritar,
meliputi:
a. Mengembangal

wilayah-wilayah
yang diprioritaskarr
untuk
mengakomodasikan
perkembangan
sektor-selrtor
strategis dengan
melakukan studi
yang lebih
mendalam
mengenai kawasan
tersebut serta
upaya penyiapan
penataan ruang;

b. Menanggulangi
dengan segera,
kawasan-kawasan
prioritas yang
memiliki
permasalahal yang
cukup mendesak
untuk ditangani,
seperti penanganan
terhadap kawasan
kritis dan daerah
terbelakang;

c. Memberi dukungan
penat€.an ruang
pada setiap
kawasal prioritas.



Kebijakan Penunjang
Penataan Ruang yang
bersifat Bukan Spasial:
a. Kebijakan Kependudukan

. Kebijakan janska panjang
mengurangr laju
pertumbuhan penduduk
dari L,79o/o per tahun
(L99O -2OO0) menjdi lebih
kecll 1,69 o/o.

. Kebijaks€rnaan
pengendalian penyebaran
penduduk ditujukan untuk
menyebarkan penduduk
secara merata sesuai daya
dukung lingkungan dan
potensi sumber daya alam.
Upaya pengendalian
penyebaran penduduk
yang lebih merata dapat
dilakukan melalui:
- Program permukiman

kembali (resettlement) ;
- Program Transmigrasi;
- Pengembangan ekonomi

skala besar seperti
perkebunan
pertambangan dan
industri pengolahan
primer yang bersifat
padat karya di daerah
yangpenduduknya masih
jarang;

- Penyebaran fasilitas dan
infrastruktur sosial-
ekonomi.

'Kebijaksanaan
peningkatan kualitas
sumber daya manusia
menyangkut usaha-usaha
yang ditujukan untuk
meningkatkan pendidikan
dan tingkat kesehatan
dapat dilakukan melalui :

- Meningkatkan dan
meyebarkan fasilitas
pendidikan sekolah
menengah dan atas;

- Meningkatkan dan
memyebarkan fasilitas
pendidikan ketrampilan
(kejuruan);

- Memasyarakatkan
pentingnya pendidikan
foagi setiap orang;

- Memasyarakatkan
pentingnya kesehatan

0
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b

- Meningkatkan dan
menyebarkan fasilitas
kesehatan dan tenaga
medis;

- Meningk atkan pelayanan
kesehatan terhadap
masyarakat;

- Meningkatkan kondisi
lingkungan yang tidak
mendukung kesehatan

Kebijakan Pengelolaan
Lingkungan
. Mengatur insentif untuk
kegiatan-kegiatan skala
besar yang mampu
m eningkatkan fungsi
lingkungan dan daya
dukung wilayah, terutama
b agi ke giatan -ke giatan
yang memiliki dampak
peningkatan kualitas
lingkungan dalam skala
besar regional Nusa
Tenggara Timur;

. Memberikan disinsentif
bagi kegiatan-kegiatan
skala besar yang dapat
menurunkal daya dukung
wilayah baik dalam jangla
pendek maupun dalam
jangka panjarg;

. Memantau dan menindak
kegiatan-kegiatan ya:tg
berpotensi merusak
lingkungan hidup;

. Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup
perkotaan melalui
peningkatan ketersediaan
prasarana sanitasi,air
bersih, drainase dan
persampahan;

. Memulhkan ungsi lahan-
;ahan kritis dan lal:an-
lahan bekas
pertambalgan,
pembakaran hutan atau
kegiatan merusak di dalam
hutal maupun di luar
hutan baik melalui
reboisasi dan rehabilitasi
lahan, bersama-sama
dengan masyarakat dan
swata;

. Menertibkan penguasaan
lahan terutama di wilayah
bukan kota/pusat
pemukiman yang
dimaksudkan untuk
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memudahkan pemantauan
pengendalian lingkungan;

. Memberi perlindungan
terhadap kawasan-
kawasan yang mempunYai
nilai historis, nilai tambah
maupun nilai ilmiah yang
merupakan aset nasional,
seperti Cagar Alam Pulau
Komodo dan sekitarnya,
Taman Laut Maumere dan
Pulau Riung atau suaka
margasatwa dan hutan
wisata lainnya yang ada di
wilayah Propinsi Nusa
Tenggara Timur.

Sumber:R「RW Prω■1lsi VIF 2010-2030

1.4.1.7. Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya
diprioritaskal karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik
di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Penetapan Kawasan Strategis Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :

1. Penetapan Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan/ Kawasan Militer
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang terdapat di
propinsi NI"t merupakan kawasalr strategis nasional, yalg meliputi Kawasalr
perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste; daIl dan Kawasan
perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 5 pulau kecil terluar dengan Negara
Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu.
Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan Pertahanan dan keamanan/
Kawasan Militer adalah:
1) Pengembangan peruntukan kawasan ini memperhatikan fungsi pemanfataan

sehingga adalya kesinegisan dengan rencana tata uarrg wilayah yang telalt
ditetapkan

2) Adanya ke{ asoa,af keterlibatan dengan badan terkait dalam peruntukal kawasan
pertahanan keamanarr

3) Peningkatan sarana prasarana pendukung kawasan pertahanan keamarrarrarr
wilayah

4) Pengembangan peruntukan memperhatikan aspek bencana berupa mitigasi
bencana

5) Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara
berdasarkan geostrategik nasional;

6) Diperuntukkan laBi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan
amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba
persenjataan, dan/atau kawasan industri system pertahanan.

Adanya penyusunan rencana kawasan strategis pertahanan keamanan di Provinsi NTI,
demi tercipta dan teq'aganya stabilitas pertahahan keamanan wilayah.

2. Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi
Kawasan strategls dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di
Provinsi NT-[, meliputi:
a. Kawasan strategis nasional kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Mbay
b, Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi daratan ya.rrg meliputi:

1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangal I
yang terdiri atas:
a. Kawasan Noelmina;



b. Kawasan Benenain;
c. Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

2. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan II
yang terdiri atas:
a. PKNp Maumere;
b. Kawasan Nebe - Konga;
c. Kawasan Nangaroro - Mautenda - Waiwajo;
d. Kawasan Mbay;
e. Kawasan Wae Jamal - Lembor;
f, Kawasan Industri Maurole.

3. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan III
yang terdiri atas:
a. PKNp Waingapu;
b. Kawasan Waikelo;
c. Kawasan Wanokaka - Anakalang;
d. Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur.

4. Kawasan daerah terbelakang yang meliputi:
a. Sub Kawasan Pesisir, yang terdiri atas kawasan Lembata Selatan, Alor, Selatan

Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote Selatan;
b. Sub Kawasan Peda-laman yarrg terdiri atas kawasan Timor Utara, Timor

Selatan, Lembata Tengah darr Timur, Sumba Timur, Gizing dan Pota;
c. Sub Kawasal Pulau - pulau kecil yang terdiri atas kawasan Semau, Palue,

Babi, Ndao, Kepulauan Alor dal Pantar darr gugusan pulau di Manggarai Barat
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi lautan, yaitu Satuan Wilayah

Pesisir dan Laut Terpadu (SWPLT) yang meliputi:
1. SWPL Selat Ombai - Laut Banda,
2. SWPLT Laut Sawu I (Pesisir Rote - Amfoang),
3. SWPLT Laut Sawu II (Pesisir Selatan Maureme - Sikka),
4. SWPLT Laut Sawu III (Pesisir Flores Timur - Lembata),
5. SWPLT Laut Flores,
6. SWPLT Selat Sumba,
7. SWPLT Laut Timor,
8. SWPLT I-a.ut Hindia,
9. SWPLT Selat Sape

3. Penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dal budaya
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdapat di Provinsi
NTT, meliputi:
a. Kawasan t arantuka di Kabupaten Flores Timur; dal
b. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

4. Penetapal Kawasal Strategis Lingkungan Hidup
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
yarrg terdapat di Provinsi NTT, meliputi :

a. Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
b. Kawasan Kelimutu di Kabupaten Ende;
c. Kawasan Riung di Kabupaten Ngada;
d. Kawasan [,aut Sawu dan sekitarnya.

5. Kawasan strategis lainnya
Kawasan strategis lainnya yang terdapat di Provinsi NTI adalah berupa Kawasan
Pendukung Strategis Perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional
perbatasan darat darr laut dengan Negara Timor Leste dan Australia, meliputi :

a. Kawasan Rote Barat di Kabupaten Rote Ndao, sebagai penunjang Pulau Ndana;
b. Kawasar Sabu Raijua di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai penunjang Pulau Dana;
c. Kawasan Baing (Kawasan Mangrli) di Kabupaten Sumba Timur sebagai penunjang

pulau Mangkudu;
d. Kawasan Amfoang - Miomafo (Noelbesi) di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah

Utara, sebagai penunjang Pulau Batek;
e. Kawasan AIor
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1.4.2. Penyediaar Air Minum

Kondisi eksisting sistem penyediaan air minum di kovinsi NTT dengan sistem jaringan
perpipaan melalui pelayanan PDAM saat ini belum melayani seluruh wilayah provinsiyang
meliputi pusat - pusat kegiatan dan kawasan - kawasan strategis yang ada namun baru
melayani wilayah Kota Kabupaten serta melayani IKK.

Tingkat pelayanan air bersih di Provinsi NTT pada tahun 2OL5 beq'umlah 62,720/o atau
sebanyak 3.2Lt.s}2jiwa baik secara perpipaan maupun non perpipaan. Dengan perincian
yang perpipaan sebesar 49,O5(h atau 2.511.390 jiwa dan yang non perpipaarl sebesar
L3,670/o atau 699.9L2 jiwa.

Tingkat pelayanan PDAM pada tahun 2OLS yang tertinggi adalah wilayah Kabupaten
Kupang , dengan cakupan pelayanan saat ini mencapai 64 ,4O o/o atau sebesar 198. 192 jiwa
dari total jumlah penduduk wilayah pelayanan sebesar 307.764 jiwa dengan 26.077
Sambungan Rumah (SR). Sedangkan tingkat pelayanan PDAM pada tahun 2Ol5 yang
terendah adalah wilayah Kabupaten Belu , dengan cakupan pelayanan saat ini mencapai
20,16o/o atau sebesar 2!.796jiwa dari total jumlah penduduk wilayah pelayanan sebesar
103.i40 jiwa dengan 3.778 Sambungan Rumah (SR).

Berdasarkan data BPS tentang capain akses air Minum layak di provinsi NTT tahun 2OLs
baru mencapai 62,720/o berarti ada gap sebesar 37,28Vo yang harus dicapai sampai dengan
talrun 2OL9, selain itu permasalahan keterbatasan air baku di provinsi NTT menjadi salah
satu isu penting dalam pengembangan SPAM, Kondisi keuangan / fiskal daerah yang
rendah mengakibatkan sektor air minum kurang mendapat perhatian serius dari daerah
hal ini dapat dilihat dari rendahnya DDUB untuk pengembangan SPAM, PDAM yang
diberikan wewenang sebagai operator Air Minum di daerah masih banyak yang
dikategorikan sakit/kurang sehat, selain dari itu belum semua kabupaten memiliki
Rencana Induk SPAM.
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1 Kab. sumba Barat 121.921 73520 165 13.938 33.535 74652 38,77

Kab. Sumba Timur 724343 43.243 90123 55,91

Kab. Kupang 348.0■0 529950 62.794 152.134 153.090 56,0■

Kab. Timor Tengah Selatan 459.310 409881 116 73071 152.333 256.065 44,25

Kab. Timor Tengah Utara 244714 270369 27.360 129.889 86.971 64,46

Kab.8elu 206.778 115418 115.517 64.742 68,69

xab. Alor 199915 301951 66928 100.937 49,51

Kab. Lembata 132.171 129585 21.972 91181 19.138 85,52

Kab. Flores Timur 246.994 179761 136 44.330 174.899 27.243 88,97

Kab.Sikka 313.509 174382 48.805 187.530 76.716 75,53

Kab.Ende 269.724 212897 132 46753 197691 23.169 91,41

Kab. Nsada 154.693 173836 27873 106519 21611 86,03

Kab. Manesarai 319.607 138072 49.764 142.769 121.962 61,84

Kab. Rote Ndao 147.778 148411 25.708 90.688 35.215 76,17

Kab. Manggarai Barat 251.689 322827 45.670 108.434 57,08

Kab. Sumba Tengah 68.515 187762 17.829 46.734 31,79

Kab. Sumba Barat Daya 319.119 145462 12.045 96.504 205.194 35,70

Kab. Nagekeo 139577 1484■ 1 98 19.402 90.618 28920 79,28

Kab. ManggaraiTimur 272514 247228 91344 160.920 40,95

Kab.Sabu Raliua 85.970 47997 10391 31943 46226 46,23

Kab Malaka 180.382 116063 155 12.469 60920 107.363 40,48

Kota Kupang 390.877 16273 60.072 309591 56.755

Nusa Tenggara Timur 5.120.061 47.350,00 108 663.309 2.538.922 1.930.241 62,72

Tabel 1.14. Pelayanan Air Bersih di Provinsi NTT Tahun 2O15

Program sektor Air Minum tahun 2OlS lebih difokuskan untuk menjawab isu-isu strategis
di NTT berupa peningkatan akses aman air minum, pemanfaatan iddle capacity,
penanganan kawasan kumuh perkotaan, upaya penyehatan PDAM, dan Program
pengembangan SPAM non PDAM untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk
tahun 2015 alokasi dana untuk sektor air minum melalui pembiayaan APBN mencapai
Rp.169.758.586.000, dan yang dibiayai melalui DAK Air Minum di KabupatenfKota
sebesar Rp. 7 6.286.452.000.

a. Untuk program sektor air minum yang dibiayai melalui APBN di laksanakan melalui
Frogram:
1) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM, dengan output berupa laporan

untuk perenc€rnaan pengembangan SPAM untuk penguatan kelembagaan,
perencana€rn pada kawasan Kumuh, kawasan Strategis dan rencana Akses Air
minum IOU/o berbasis lingkungan.

2) Pembangunan SPAM PDAM terfasilitasi berupa bantuan pembangunan Jaringan
perpipaan untuk peningkatan layanan PDAM terpilih yang pada tahun 2Ol5
dilaksanakan pada PDAM Kabupaten Rote Ndao, PDAM TTU dan PDAM Kabupaten
Ngada.

3) Pembangunem SPAM Non PDAM Terfasilitasi berupa Pembangunan SPAM untuk
masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Ibu Kota Kecamatan (IKK), yang tersebar
di 11 IKK pada 8 Kabupaten.

4) Pembangunan SPAM Kawasan Khususyaitu pembangunan SPAM untukpenanganan
kawasan kumuh di Kota Kupang dan Atambua.

b. Untuk Program Pamsimas dilaksanakan di 19 Kabupaten, kegiatan ini ditujukan untuk
pembangunan jaringan air minum dan Sanitasi kawasan pedesaan,melalui program
pemberdayaan,

c. Pembiayaan melalui DAK sub Bidang Air Minum, di fokuskan pada desa/kawasan
rawan air, ataupun kawasan kumuh melalui pembangunan jaringan baru maupun
peningkatan cakupan layanan pada jaringan yang sudah ada.
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Tabel 1.13. Date Capalan Alr mlaum Layak dan Kondlsi PDAII Per Kabupaten dt Provirsl ltlusa
Teaggara Tlmur Tahun zAtA-?OlS

No IGbupaton/Kota
Jumlah
Penduduk
lJl― l

Alr‐inum layak]口T`●/。,
Kondisi PDAM

2013 2014 2015

SrlmbaTimur 246.294 35,32 40.20 55,91 Schat

Sllnlba Barat 121.921 33,06 45,81 38,77 Non PDAM

Sumba Ba-rat DaYa 319.119 38,82 29,97 35,70 Non PDAM

4 Sumba Tengah 68.515 19,97 16,72 31,79 Non PDAM

5 Kab.Kupang 348.010 49,56 49,93 56,01 Schat

6 Kota Kupang 390.877 83,65 83,45 85,48 Schat

7 TS 459.310 27,85 30,26 44,25 Kurans Sehat

8 貿 U 244.714 64,98 63,33 64.46 Salcit

9 Belu 206.778 48,04 62,65 68,69 Sakit

10 Rote Ndao 147.778 54,37 56,71 76,17 saはt

Sabu Raiiua 85.970 41,86 33,10 46,23 UPrD

Alor 199.915 47,88 45,46 49,51 Schat

3 騰 mbata 132.171 62,40 63,62 85,52 Kurang Sefrat

4 Flores Timur 246.994 84,03 76.35 88,97 Kurans Sehat

Sikka 313.509 74.82 63,15 75,53 Sehat

16 Ende 269.724 82,16 79,00 91.41 Schat

17 Nagekeo 139577 57,08 58,76 79,28 BLUD

18 Neada 154.693 64,64 84,75 86,03 Ku『anR SChat

19 Maneearai Timur 272.514 42,79 31,29 40,95 BLUD

20 Manggaral 319.607 53,11 60,89 61,84 Schat

Manssarai Barat 251.689 52,61 46.46 57,08 Kurane Sehat

Malaka 180.382 40,48 Non PDAM

Provlnsl lffT 5.120.061 54,85 54,88 62,72

Sunlber:Data BPS NTT 2015



Tabel 1.15. Data Pelayanan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

No「 |
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1 Sllnlba Barat Non PDAM

Stlllllba Timllr 85.525 46.188 54,01 8135 260 139 35,1 48,8 2.250 Schat

Kupang 307.764 198.192 64.4 26.077 511 263 248 57,9 18 5.378 Schat

4 Tillnor Tengah Selatan 215.552 44.452 20,62 6.781 102 75 27 28,9 21,7 19 3.311 Kurang Sehat

5 fimor Tengah Utara 111.027 36.862 33,2 3.794 84 58 26 48,9 28.4 8 1.972 Sakit

6 Belu 103.140 20.796 20,16 3778 80 34 46 23,3 7,9 18 4.682 Sakit

7 Alor 61.384 24.114 39,28 3408 63 58 5 41 23,8 19 1.308 Schat

8 Lembata 36.112 13.654 37.81 2.121 36 14 31.2 4.4 3.479 Kurans sehat

9 Flores Timur 83.554 32.685 39,12 6.516 177 61 116 35,6 21,7 2915 Kuranq sehat

10 Sikka 176.131 76.194 43,26 10.823 148 104 44 42,1 43,8 18 4012 Schat

Ende 193.136 58.172 30,12 9381 188 138 50 29,8 41,1 16 3 281 Sehat

Ngada 88.187 45.086 51,13 7389 145 64 81 12,3 7,9 19 2.120 Kurane sehat

13 Manggarar 231.971 88.554 38,17 12.813 286 146 140 19 27,7 24 1883 Sehat

14 Rote Ndao 66.598 14.586 21.9 2.098 73 24 49 40,5 9,7 4537 Sakit

Mangga-rar Barat 131.579 37585 28,59 3.701 77 49 28 37,5 18,4 4 1.858 Kurang sehat

16 Sumba Tengah Non PDAM

17 Sumba Barat Daya Non PDAM

18 Nagekeo BLUD

19 Manggarai fimur BLUD

20 Sabu Ratiua UPrD

Malaka Non PDAM

Kota Kupang 183.836 40.700 22,14 6.573 146 37 42,05 31,9 11,8 7.476 Sehat

Nusa Tcnggara Tlmur 2.075.396 777.320 113388 1.227 1.045 29,94 374,89 15,67
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I:Hllitrffil-Tr?* Alr Minurn Perkotaan dan Perdesqan per rbbupaten dr p.nrrnsr trusa

No Ikbupatcn/Kota
ps;[srran lyof Pcrdceaaa lyof

Akses
Aman

ndak
Aman

Perplpaan BJP Ak3●8
Aman
ndak
Aman Perplpao- B」P

1 SrrmbaTimur 94,52 5,48 77,04 17,48 44,70 55,30 5,53 39,18
33,60

Sumba Barat 63,00 37,00 0,00 63,00 33,60 66,40 0.00Sumba Barat Dava 20,80 79,20 0,00 20,80 36,94 63,06 1,18 35,764 Stlxxlba Tengah 0,00 0,00 0,00 31,79 68,21 0,00 31,795 Kab Kupang 99,44 0,56 20.26 79,18 53,41 46,59 3,63 49,78
6 Kota Kupans 84,70 15,30 37,69 47.00 96,76 3,24 53,07 43,70
7 TS 87,67 12,33 83,49 4,18 40,52 59,48 3,85 36.67
8 貿 U 61.62 38,38 19.12 42,50 64.84 35,16 2,63 62,21
9 Belu 70,59 29,41 28,69 41,90 68,25 31.75 5,33 62,92
10 Rote Ndao 95,87 4,13 84,30 11.57 74,97 25,03 5,26 69,71
Sabu Railua 66,61 31,39 0,00 66,61 45,39 54,61 2.15 43,24
Alor 84,39 15,61 56,39 28,00 40,90 59,10 0,59 40,31
Lcmbata 91,61 8,39 63,92 27,69 84,28 15,72 7,10 77.19

14 Flores Timr-rr 98,91 1,09 89,86 9,05 86,51 13.49 5,07 81.43
Sikka 85,79 14,21 24.67 61,12 73,08 26,92 15,68 57,40

16 Ende 95,53 4.47 58,22 37,31 89,54 10,46 2,65 86,89
17 Nagekeo 76,61 23,39 50,82 25,78 79,32 20,68 13,39 65,93
18 Ngada 99,30 0,70 92.01 7,29 84,12 15,88 13,00 71,12
19 Manggarai Timur 0,00 0,00 0,00 40,95 59,05 3,81 37.14
20 Manggaral 85,81 14,19 73,84 11,97 54,57 45,43 7,86 46,71
21 Manggarai Barat 100,00 0,00 58,25 41,75 52,63 47,37 8.67 43,96

Malaka 38,09 61,91 0.00 38,09 41,26 58,74 0,24 41,02

Rata―Rata Pro▼ NTr 72.77 18,14 41,75 31,01 59,92 40.08 7.30 52,62

Tabel 1.16. Data Infrastruktur Terbangun Atr Berrih Per Kabupaterr dl Provinsi !{usa Tenggara Timur
Tahua 2O1I-2O15

No Kabupaten/Kota
PanJang Plpa
Terban「n
tm〕

Jumlah HU
Terbangun

(unttI

JumLL SR
Terb呻

・
lSR〕

Pengelola

SumbaTirnur 194.364 14.525 PDAM
2 Sumba Barat
3 Sumba Barat Daya 78.179 50 700 BLUD
4 SumbaTengah 26.617 10 240
5 Kab.Kupang 133.201 21 1.563 PDAM
6 Kota Kupang 254.458 2.566 PDAM
7 TTS 66.693 50 278 PDAM
8 宵 U 135.193 52 706 PDAM
9 Belu 159.480 618 1.315 PDAM
10 Rote Ndao 89.645 22 1.578 PDAM

Sabu Raiiua 24.927 750 UPTD
12 Alor 85.660 20 530 PDAM
13 Lembata 104.246 10 2.548 PDAM
14 Flores Tirnur 78.747 70 350 PDAM
15 Sikka 79.804 20 210 PDAM
16 Ende 89.421 50 500 PDAM
17 Nagekeo 121.667 4 1.285 PDAM
18 Ngada 167.233 43 1.025 PDAM
19 Manggarai Timur 212.775 24 1.449 BLUD
20 Manssarai 58.662 26 PDAM
21 Manssarai Barat 182.731 25 1.850 PDAM
22 Malaka 48.234 20 635



Tabel 1.17. Data Desa/Kelurahan Rawan Air Per Kabupaten di Provinsi Ntisa Terrggara Tirnur Tahurr 2015

No Xabupaten/Xota

Sangat Raran Ra― n

J‐ 1

Kec

Jml.
Desaノ
Kelurahan

Rata‐

Rata
Jmlo RT

Rata-Rata
Prceantarc
Akscs Alr
tlnum
Iavak

Jml.
Kec

Jml.
Desa/

Keluraha
n

Rata‐

Rata
Jml.
RT

Rata-Rata
Prercntarc
Atse* Alr
Ulnum
Iavak

1 SumbaTimur 90 224 23% 15 38 288 650/O

2 Smba Barat 27 336 20% 454 61%

3 Sr,rmba Barat Daya 43 491 25% 20 469 620/●

4 Sumba Tenqah 30 279 210/o 9 296 60%

Kttb Kupang 36 358 27% 393 64%

6 Kota Kupans 1 578 35% 8 1.591 69%

7 TS 127 468 22% 45 454 630/●

8 宵 U 20 230 28% 25 314 65%

9 Bclu 247 24% 504 650/O

10 Rote Ndao 14 643 32% 10 445 69%

Sabu Railua 40 269 210/o 15 346 64%

Alor 33 171 24% 26 266 630/o

13 Lemba愴 6 151 22% 6 209 70%

14 Flores Timur 191 43%

15 Sikka 14 376 32% 368 65%

16 Ende 6 181 24% 15 224 61%

17 Nagckeo 9 216 32% 10 248 63%

18 Ngada 7 254 25% 16 263 69%

19 Manssarai Timur 24 446 20% 25 446 640/O

20 Manggarai 29 381 22% 35 350 64%

Manssa-rai Ba-rat 53 359 24% 17 373 640/o

Malaka 34 213 19% 259 63%

Rata‐Rata P■ov NTr 667 321 260/o 407 408 640/●

Tabel 1.1g Realisasi Pembiayaan Sektor Air Minum Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

20t3 - 20L5

L.4.3. Permukimar/ Kawasa! Kumuh
pesatnya pertambahan penduduk di Kota dan terkonsentrasinya penduduk di wilayah

perkotaan- menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan rumah.
perkembangarl penduduk kota sebagai akibat dari pertambahan penduduk atau akibat

No t(abupaten/t(ota
2013 2015

APBN DDUB DAK APBN DDUB DAK APBN DDUB DAK

1 Sumba Timur 8.255 510 2010000 2000000 100000 3.700.00〔 8.964370 408000(

2 Sumba Barat 3.003.150 281_662 2.262.55ラ 2.891_88(

3 Sumba Barat Daya 100000C 198500C 2.051.120 242375C 2.692_09〔 7278_000 5300000

Sumba Tengah 100000C 1.651.089 215.000 2.189_26( 4_603.808 2229934

5 Ka b. Ku pa ng 2.000.00C 2.105.14フ 12894.76フ 678.00 268964フ 8.447375 700.000 3.273.260

Kota Kupa ng 17.557_973 1436.974 5.348.844 1.40377〔 33_90351 1.978_251

7 「
TS 789.495 2_442.09⊆ 3.463.60〔 5.783_93ラ 4.834.03ラ

「
FU 2_420541 1.848.93[ 11.456.250 2487.58G 8307.82E 3.098_85〔

Belu 4140148 324_764 2.251.04g 3.547.712 2.716.294 4_940.32' 3.60191E

Rote Ndao 2_000.000 2.008.84ラ 1000000 2_539_075 18.168924 3_420.49ラ

Sabu Raijua 1.564.585 2_291059 2847.42 3.313.541 4.210020

Alor 3.314.358 1.866.843 2_000.00C 2.729.67フ 3.443.22C

Lembata 7_571.140 1700_0〔 11.925_00( 2.165.18C 5_490_68“ 3_071.453

Elores Timur 1432_22C 4.58422` 443.60C 2234.68〔 1843_242 276536ラ

Sikka 18.670.840 1.082.50〔 1603.524 790.81[ 1.802_188 3.81377 3_378.31〔

Ende 2671_000 1_61022 429_750 2250.53ラ 13.975.000 3.13364“

Nagekeo 215083フ 1605_978 588807 588.808 2663.936 10_258.772 4.086_104

\,lgada 16_831.144 1.322.75C 23_628.36ラ 2_274418 7_487.042 2.605_411

ManggaraiTimur 2_110.354 34.479.11 1.296.451 2.508.1lC 17.765_304 200.00C 4.152.11

Vla ngSa ra i 7.010568 1.891.81 525_03[ 3.154.921 2.20414〔 4_356.519

Nranggarai Barat 4.032_269 1.61005g 2.50000〔 2.626.00C 3.209.00C 3_38362C

Ma:aka
2.992.04[

Provlnsi NTT 101.415.32ヨ 3.392.273 39.425.434 128.209.434 2.428.859 53.400.95G 169.758.586 ■.050.000
76.286.452



urbanisasi dapat memberikan permasalahan kota yang serius, salah satu dialtaranya
timbubrya permukiman kumuh dan tidak layak huni. Di s.rnping itu potensi masyarakat
ya]lg kurang mampu untuk memiliki rumah pribadi cenderung naik, sehingga banyak di
antara masyakarat lebih cenderung tinggal di kawasan padat, kumuh dan kurang sehat.

Dengan mempertimbangkan makin tingginya harga tanah di perkotaan, optimalisasi
pem;faatan lahan untuk pembangunan pemmahan dan permukiman menjadi suatu hal
yang tidak terelakan.

Dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimal disebutkan

bahwa Pernukirnan Kumuh ada]ah : " permukiman aang tidnk lagak lutni karena

ketidalderohtran bangunan, tingkat kepadatan bang nnn gang tinggi' dnn lotnlitas

bangunan serta sctroinc. dan prosarano gong tidok tnemenuld sgora{ '

penanganan permukiman kumuh di perkotaan merupakan salah-satu agenda yang

terdapatdalatnRenstraKementerianPU,Di{ienCiptaKaryaTahun20o10.2o|4.Upaya
penanganan tersebut akurasi data dan relevansi yang sesuai dengan tupoksi, sf'rta framing

iousi ?aum konteks keterpaduaa penanganan kawasal menjadi sangat penting untuk

menjadi dasar (reodiness criteria) pembangunan' Dalam pelaksalaan kegiatan bantuarr

tekn"is pemutakhiran data kawasan kumuh oleh Kementerian PU didasari oleh undang-

t";r.; No. 1 Tahun 2011 pasal 16 yang berbunyi pemerintah 6alqm melaksanakan

f"orfni.., mempunyai *"*"n*g : hurul (b) menyusun dan menyediakan basis data

perumahan dal1 kawasan p".mrrkiLan, dan huruf [) menfasilitasi peningkatan terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh'

Pembangunanpermukimanperkotaanmenghadapipermasalahanrenda}rnyakualitasdan
kuantitas infrastruktur p".-..ki-.., yang berakibat pada rendahnya kualitas

permukiman dan kualitas hidup penghuninya'

permukiman kumuh merupakal permasalahan klasik yang selalu berkembang di kawasal

;;.k*;. taju perkembilgtt' iot' yang semakin pesat membuat pemanfa'atan lahan

;;;;"kt"tmpetitif, ""fi" it" p"tl"m-bangan kota menjadi daya tarik urbanisasi vang

;;; 
-"kht."y" 

menyebabkan tinggrnya tingt<at permintaan akan lahan untuk kawasan

permukiman / tenlpatt'gg'f' fit'!gi"V" tingkat pertumbuhan penduduk ini tidak selalu

dapat diimbangi oleh r."?*p'fr p"Uy"n'nftot" sehingga berakibat pada semakin

meluasnya lingt<ungan permukimal kumuh'

Ketidak pedulian pemerintah daerah didalam penanganan kawasan kumuh

mengakibatkan semakin -eiu^"nya tingkor,g..r p".rrrkiroan lirmuh di perkotaan kondisi

ini menimbulkan dr-p"k^;;;;-";;gLo; fre'kuensi bencana kebakaran dal] banjir di

perkotaan, meningtcamya iot"t''"i keiawanan dan konflik sosial' menumnnya tingkat

kesehatan masyarakat, 
- 
i"t'"*""y" kualitas. pelayanan prasarana dan sarana

permukiman. Untuk itu, I-gk';gt";'";t'rtirrrtt' t"-"t' y"ng c"nderung meluas ini perlu

untuk segera ditanganl' Me"lalui penalganan ini pada diharapkan dapat terwujud suatu

tingkungan perumahan i;;#;k;il y"t* tayar< nuni dalam suatu lingkungan yang

="h"t, "m.t, 
serasi dan teratur'

Berdasarkal amanat undang-undang "9 
1 tulYt',2o11 tentalg perumahan dan kawasan

permukiman pasal 1 'y*'? l"t* ierbunyi bahwa penyeltttguutttrr perumahan dan

kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaar pembangunan' pemalfaatan' dan

pengendalian, t t o.=',rt ilai-"-"1" p""g"-rtg"o kelembagaan' pendalaan' dan sistim

pembiayaan, ".* 
p"tut'*Juty"Jt"i V"'"]'g terk-oordinasi dan terpadu' Dari uraian pasal

ini sangat jelas ba-trwa il;;;;"t't;ahh perumahan dan kawasan permukiman

kumuh sangat membut"i;;'';rj. sama/&alolorasi dari semua pihak. Dari data yang

ada menunjukan U'f'*' 
-t"i'-t^t" 

luasan kawasan permukiman kumuh di perkotaan

sebesar 10 % dari fr." tJta*t"*.""tr p".r.r*t i*u, p".tt ut , sampai dengan tahun 2015

berdasarkan sr s'p"t'fffi;;";i# kawasan kumuh di Provinsi NTT sebesar 813'1o

r,"r.tu,p.a"l02kawasanya.rlgterseba'rdi14Kabupaten/Kota.

Penanganan dan penataan kawasan kumuh harus dimulai dari Pemerintah daerah'

sebagaimana amanat d;; ;;;;-;ra..rg..o. 1 tahun 2011 tentang penrmahan dan



pennukiman, yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus mempunyai road
iap/rencana penataan dan penanganan kawasan kumuh, yang dituangkan dalam Perda
tentang penanganan kawasan kumuh akan tetapi sampai dengan tahun 2OI5 belum ada
satupun kabupaten lkota di provinsi NT:f yang memiliki Perda tentang penataan kawasan
kumlh, kondisi ini menunjukan bahwa penanganan kawasan kumuh belum menjadi
prioritas di Kabupat en I Kota.

Gambar 1.6. Peta Sebaran Kawasan Kumuh Provinsi NTT

T&et 7.2O' KuPasn Kunurh
T'l,nanr

BerdrrsarkcrnSK8rltpall/Wdttkotadt?ro,,tttstllusaTcnggtru

|

Nol
l‐ |||‐

SK Walikota
Nonlor:

220/KEP/HK/2
014
Tgl.28 Agustus
2014

1 Kota KuPang

K"watrn Air mata ■,Oё

Kawasan Oeba 1 1,24

Kawasan Oeba 2 0,95

Kawasan Fatubesl 1,27

Kawasan Alak 1 1,48

Kawasan Nak2 1,61

Kawasan Mantasi 1,34

Kaw"s"n Fontein 4,31

Kawasan Nunleu 2,07

Kaw,asan Nai興 1,00

Kawasan OSqgPq 
-

14,21

Kawasan OesaPa
Barat

3,68

Kawasan OesaPa
Selatan

4,26

SK Bupati
Nomor:2 Belu

~可
正面屍lsan Berdao l 1,58
燕 San Berda。 2

R●V N011●

|

■391■●|



SK Bupati
No=LOr:
431/KEP/HK/2
014

No
Ka,bupatenl

Kota Na"ta Kawasan
Luas Kw● .‐
K■ⅢⅢhi軍●}
se●iai sx

KeteFangan

Kawasan Umanen 2 PU.188.55/13/
VII1/2014
Tgl.15 Agustus
2014

Kawasan Tularnalae
1

1,34
Kawasan Tulamalae

2
Kawasan Berafu 1,09

Kawasan Tenukik 1 2,92

Kawasan Tenukik 2 1,62

Kawasan
Fatubaenao 1

2,90
Kawasan

Fatubaenao 2
Kawasan Atambua 0,51

Kawasan Rinbesi 0,55

Kawasan Manuaman 1.50

Kawasan Lidak 1
2,17

Kawasan Lidak2
Kawasan Fatukbot 1

0,83
Kawasan Fatukbot 1

1笏

3
Tilnor Tengah
Utara(TTU)

Kawasan Beba 2,56

SK Bupati
Nolmor:
352 Tahun
2014
18 Agustus
2014

Kawasan Sasi 21.06
Kawasan Maubeli 33,58

Kawasan Tubuhue 7.18

Kawasan Pasar Baru 17.65

Kawasan Papin 4,68

Kawasan Maumolo 2,98

Kawasan Tanah
Putih 1,12

Kawasan Nefomasi 1,29

Kawasan
Nekmatanik 7.06

99:■6

4
Timor Tengah
Selatan (TTS)

Kawasan Pasar
Inores 1,38

SK Bupati
Nolmor:
189/KEP/HK/2
015
Tgl.30■pril
2015

Kawasan Taubneno 7,38

13:76

5 Alor

Kawasan Bunga
Waru

13,80

SK Bupati
Nomor :

206 lHKlr<EP /2
Kawasan Kadelang

Timur
Kawasan Mekar

Indah
014
Tgl.14 Mei
2014Kawasan Binoneko 11,5

Kawasan Waitabua 9,60
34.90

6 Ende

Kawasan Tetandara
I

14,11
Kawasan Tetandara

II



Kawasan Tetandara
m

Kawasan Kelimutu I

5,63Kawasan Kelimutu II
Kawasan Kelimutu

III
Kawasan Mautapaga

I

42,96

Kawasan Mautapaga
il

Kawasan Mautapaga
UI

Kawasan
Mautapaga IV
Kawasarl Mautapaga
V

Kawasan Kota Raia I
5,86Kawasan Kota Raja

II
Kawasan Paupire 2,28

一″
″′ |‐ |‐|■■‐

'■
,■ 1多

7 Flores Timur

Kawasan
Amanprapati

11,71 SK Bupati
Nolllor:

110 Tahun
2015
Tgl.24 ApHl
2015

Kawasan Postoh 6,85

Kawasan Bka Sapta 10,09

Kawasan Sarotan l
&2

21,95

丁
FI I■
■ ‐■■‐|■ ‐|■・ |■|||■|

‐  ‐ |■■ ■
■ ||  ‐  ||

8 Lembata

Kawasan Bakalerek 8,99

SK Bupati
Nomor:
473 Tahun
2014
29 Agustts
2014

Kawasan Bour 11.00
Kawasan Pada 15,56

Kawasan Paubokol 11,16

Kawasan Waiiarang 10,37

Kawasan Watakobu 10122

Kawasan Lewoleba
Barat

41,22

Kawasan Lewoleba
Timur 26,97

Kawasan Lewoleba
Selatan

35,10

Kawasan Lewoleba
Utara

17,72

Kawasan Selandoro 18,57

Kawasan Lewoleba
Tengah

9,96

Kawasan Nubamado 14,70
||‐ ||■ ||■‐

‐
■| ■■|■■|||‐ ■

9
Manggarai

Barat

Kawasan Gorontalo 12,9
SK Bupati
NoIIlor:

171/KEP/HK/2
015
Tgl.24」uni
2015

Kawasan Kalnpung
Air

4,07

Kawasan Kampung
Tengah

4,31

Kawasan Kampung
Uiung

0,60

‐H●

170嘲レ牛″′

:笏

■12‐34■
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10 Manggarai

Kawasan Terong 0,70

SK Bupati
NoIIlor:

HK/197/2014
Tgl.4 Ap五 1
2014

Kawasan Lawir 0,46

Kawasan
Mbaumuku

0,75

Kawasan Pitak 1,49

Kawasan Wae
Belang

2,14

Kawasan Mata Air I
11,84

Kawasan Mata Air II
Kawasan Reo 2,96

Kawasan Kelurahan
Baru

2,07Kawasa.n Keluratran
Baru I

Kawasan Kelurahan
Baru II

Desa Nucamolas 16,00

■■■■餡
=|‐

■′|

11 Ngada

Kawasan Tanalodu 4,90
SK Bupati
Nolllor:

278/KEP/PU/2
014
Tgl.17
November 2014

Kawasan Kisanata 1,00

Kawasan Kisanata 0,4

Kawasan Ngedukelu 11,1

Kawasan Trikora I 3,20

Kawasan Trikora II 3,10

Kawasan Trikora III 3,20

杉 多 像 鶴 彩 移 〃 |■ |‐ ■‐■■‐|■■■■

12 Sikka

Kawasan Beru 2,57
SK Bupati
Nolnor i

257/HK/2014
Tgl.24」 uli
2014

Kawasan Kabor 3,26

Kawasan Kota
Uneng

1,63

Kawasan
Wolomarang

14,36

Kawasan Waturia 1,16 __
|‐ |‐ |‐ .2"‐|‐ |‐.|||: |:|■ ■●:三二三二

13 Sumba Barat

Kawasan Tebara I 0,71

SK Bupati
Nomor:
団 P/HK/508/2
014
Tgl.1」uli 2014

Kawasan Tebara II 0,97

Kawasan Tebara HI 0,71

Kawasan Tebara IV 0,46

Kawasan Tebara V 0,16

Kawasan Tebara VI 0,75

Kawasan Maliti I 2,59

Kawasan Wailiang I 1,84

Kawasan Maliti il 6,55

Kawasan Wailiang II 20,09

li三二11‐ ■|‐■■| ■|.‐|‐ |“t 3ヽ‐ ‐■‐|‐‐‐■  ●  ■ |■  | ■■ ・

14 Sumba Timur

Kawasan Wangqa 5,46
SK Bupati
NoIIlor:

PU_600/3.009/
ⅥI1/2014
Tgl.27A罫 lstuS
2014

Kawasan Kambaniru
1

7,11

Kawasan Kambaniru
2

22,2

Kawasan Prailiu L 8,23

Kawasan Prailiu 2 8,02

N● 率
ab・Paten′ | | 讐守

'



Dari hasil pendataan dan identifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya
melalui satker Permukiman Provinsi NTT,menghasilkan pola penanganan kawasan kumuh
untuk peningkatan kualitas di provinsi NTT. Dari data tersebut dibuat perencanaan
penanganan kawasan kumuh pada lokasi yang sudah ditetapkan melalui SK

Bupati/Walikota.

Penanganan kawasan kumuh di provinsi NII baru dari sektor Bangkim di 4 (empat)

kabupaten, yaitu kabupaten Manggarai, SumbaTimur, Kota Kupangdan Belu dengan total
luas kawasan yang ditangani 160,10 Ha atau L9,6V/o dari total luasan kawasn kumuh
sebesar 813,10 Ha. Selain dad hal tersebut pola penanganan kawasan kumuh di Provinsi
NTT juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, melalui program P2KP.

Sedangkan untuk alokasi arrggaran untuk penangan kawasn kumuh sampai tahun 2016
dari sektor bangkim sebesar Rp. 110.394.005.000,- berupa pembangunan/peningkatan
kualitas jalan lingkungan.



Tabel 7,21. ?o,ktrr Penye.bah Kektmahan dt KabupatenlT{ota huttn$t lttusd Tenggara T'lnanr

No
Kabupateo/

Kota
FaKor Penyebab Kekumuhan

TTU

Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai <7,2 ttP
Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding
,]on perrnarlen
Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang
memadai

- Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam
Keadaan Rusak
Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan
Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku
Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali
seminsgu ke TPS danlatau TPA

2 TTS

Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai 37,2 m2
Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding
non perrnanen
Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang
memadai

- Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam
Keadaan Rusak
Mavoritas lokasi permukiman teriadi genangarl

3 Alor

- Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
- Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai 37,2 m2
- Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding

non perrnanen
- Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalanyang

memadai
- Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangarl
- Mayoritas masyarakat tidak terpenuhikebutuhan minimal air baku
- Mayoritas sampah domestik rumah tanga tidak terangkut dua kali

seminssu ke TPS dan/atau TPA

4 Ende

- Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
- Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai 37,2 rn2
- Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding

non perrnanefl
- Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang

memadai
- Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam

Keadaan Rusak
- Mayoritas lokasi permukiman tery'adi genangan
- Mayoritas masyarakat tidak terpenuhikebutuhan minimal air baku
- Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali

seminggu ke TPS dan/atau TPA

5 Flores Timur

- Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
- Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai 37,2 m2
- Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding

non perrnanen
- Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang

memadai
- Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam

Keadaan Rusak
- Mayoritas lokasi permukiman terjadi ger:angarr
- Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air

baku
- Mayoritas masyarakat tidak terpenuhikebutuhan minimal air baku
- Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali

seminqsu ke TPS dan/atau TPA



6 Lembata

Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki 1r as lalrtai < 7 ,2 m2
Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding
non pernanen
Mayoritas lokasi permukiman tidak te ayani jaringan jalan yang
memadai
Mayoritas Kondisi Ja.ringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam
Keadaan Rusak
Mayoritas lokasi permukiman terjadi Senangan
Mayoritas masyalakat tidak terpenuhikebutuhan minimal air baku
Mayoritas rumah tangga tida-k memiliki kloset leher angsa yaog
terhubung ke septicktank MCK/septicktank komunal
Mayoritas sampah domestjk rumah tangga tidak terangkut dua kali
semire.su ke TPS danlatau TPA

7 Manggarai Barat

Mayoritas bangunafl hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai < 7,2 m2

Mayoritas Kondisi Jarhgan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam
Keadaan Rusak
Mayoritas lokasi permukiman terjadi genarga!
Mayoritas rumah tarrgga pada lokasi permukiman tidak te ayani air
baku
Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku
Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terargkut dua kali
semin*gu ke TPS dan/atau L

8 Manggarai

Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lar,tai < 7 

'2 
rr,2

Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding
noI! Perrnanef!
Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang
memadai
Mayodtas Kondisi Jaringan Jalan Pada l,okasi Permukiman Dalam

Keadaan Rusak
Mayoritas tokasi permukiman terjadi genargan
Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air
baku
Mayoritas masyarakat tidak terpenuhikebutuhan minirnal air baku

Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak tera'Ekut dua kali
seminggu ke TPS dan/ataL

9 Ngada

Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai < 7 ,2 rnz

Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dindinS
oofi perrnanefi
Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam

Keadaan Rusak
Mayoritas rumah tanSga pada lokasi permukiman tida-k terlayani air
baku
MaYoritas masYarakat tid@

10 Sikka

Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki luas tarrtai < 7,2 m2

Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding
non pefinanen
Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringpLn jalan yang
memadai
Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam

Keadaan Rusak
Mayoritas lokasi permukiman terjadi geoangan
Maloritas rumah targga pada lokasi permukiman tidak terlayani air

baku
Mayoritas masya.rakat tidak terpenuhikebutuhan minimal air baku
Mavoritas rumah tangga tidal< memiliki kloset leher angsa yarg
teri.rubung ke septicktank MCK/ septicktank komunal
Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak teraflgkut dua kali
semirtcLukeTPS d.n/.L



Sumba Barat

Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai !7,2 sp
Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding
non perrnarlen
Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang
memadai
Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam
Keadaan Rusak
Mayoritas lokasi permukiman terjadi genarigan
Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku
Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang
terhubu ng ke septicktank M CK/ septicktank komunal
Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali
semiflgt{u ke TPS dan/atau TPA

12 Sumba Timur

Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur
Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai <7,2 mz

Mayoritas bangunan hunian memiliki material a1as, atap dan dinding
non perrnanen
Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam
Keadaan Rusak
Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan
Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku
Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali
seminsgu ke TPS dan/atau TPA

13 Kota Kupang

- Masih banyaknya konstruksi jalan yang rusak dan belum terintegrasi
dengan saluran / drainase

- Pembuangan limbah domestik dan limbah industri rumah tanga pada
saluran/drainase

- Tidak adanya bak/kantong sampah
- > 650/o bangunan tidak memiliki keteraturan
- Kepadatan bangunan : > 15O unit/Ha
- Kondisi fisik bangunan: > 6@/o semi permanen
- > 6U/o kondisi permukaan jalan rusak dan tidak dilengkapi saluran

drainase
- > 609/0 salurarr drainase tidak berfungsi dengan baik
- < 3ff/o konstruksi saluran drainase terbuat dari semen/beton
- < 3U/o kawasan terlayanani saluran drainase
- > 6U/o kawasan tergenang/banjir pada musim hujan
- <2Oo/o rumah memiliki jamban keluarga dan septicktank
- < 2Oo/o terlayani saluran pembuangan
- <3U/o terlayani saluran PAM
- < 3tr/o kawasan terlayani oleh sistern pen;gelolaan sampah
- Tidak tersedia hvdrant pemadam kebakaran

14 Belu

- Masih banyaknya konstruksi jalan yang rusak dan belum terintegrasi
dengan saluran/ drainase

- pembuangan limbah domestik dan limbah industri rumah tangga pada

saluran/drainase
- > 650/o bangunan tidak memiliki keteraturan
- Kepadatan bangunan : > 15O unit/Ha
- Kondisi fisik bangunan t > 600/o semi permanen
- > 6U/o kondisi permukaan jalan rusak dan tidak dilengkapi saluran

drainase
- > 600/o saluran drainase tidak berfungsi dengan baik
- < 3U/o konstruksi saluran drainase terbuat dari semen/beton
- < 3U/o kawasan terlayanani saluran drainase
- > 6@/okawasan tergenang/banjir pada musim hujan
- <2Oo/o rumah memiliki jamban keluarga dan septicktank
- <2U/o terlayani saluran pembuangan
' < 3U/o terlayani saluran PAM
- < 3Oo/o kawasan terlayani oleh sistem pengelolaan sampah
- Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran



Tabel 1.22. Data Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur

“
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Ⅲ 響|■ SK ‐
宵 U 10 99,16

2 TTS 2 8,76

3 Alor 3 34,90

4 Ende 5 70,84

5 Flores Timur 4 50。60
6 Lembata 13 231,54

7
Manggaral
Barat

4 22,88

8 Manssarai 9 38.41 13.87 36,11 Mata Airl dan II 2016
Reo 2016
Keluraharr Baru I
dan II 2016

9 Nsada 7 27,00

10 Sikka 5 22,98

Sumba Barat 10 34,83

12 SumbaTimur 6 114,10
101,4
1
88,87 Kambaniru I dan lI 2015

Pr〔通五uI 2015
Pesisir 2015
Palahau 2015
Mata■vai 2015
Prailiu H 2016
W… a 2016
Kampurx Busis 2016

13 Kota Kuparx 13 39,10 35,35 90,40 Naikoten 2015
Mantasi 2015
Fontein 2015
Alak l dan II 2015
Oesapa 2015
Oesapa Barat 2015
Oeba l dan II 2015
Fatubesi 2015
Oesapa Selatan 2015
Naikoten 2016
Oesapa 2016
Fatubesi 2016

14 Belu 19,00 9,47 49,84 Tentt I 2014
Umanen 2015
Tlllnmnnlne 2015
Bc士」u 2015
Rinbesi 2015
Manua.m.an 2015
Lidak 2015
Fatukbot 2015

Provlnsi NTT 102 813,10 ■60,■ 0 ■9,69

Keterangan : Penanganan Kawasan Kumuh hanya dari Sektor Permukiman

L●k‐IVmgl摯
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Tabel 1.23. Realisasi Pembiayaan Penanganan Kavrasan Kumuh Provinsi NTT Tahun 2Ol3 - 2015 (Dalam

Ribuan Rupiah)

No Kabupaten/Kota
2014 2015 2016

APBN DDUB APBN DDUB APBN DDUB

TTU

2 TTS
3 Alor
4 Ende
5 Flores Tirnur
6 Lembata
7 Manggarai Barat
8 Manggarai 17.292.995

9 Ngada
10 Sikka

Sumba Barat

12 Sumba Timur 10.011.200 115.000 21.900.000

13 Kota Kupang 33.395.966 700.000 9.500.000

14 Belu 1.100.000 110.000 17.193.844 175.000

Provinsi NTT 1.100。 000 110。000 60.601.010 990.000 48.692.995

Keterangan : Pembiayaan Kawasan Kumuh hanya dari Sektor Bang!<im

Kondisi akses sanitasi di NTT, berdasarkan data2oL4 menunjukan Akses Air Limbah baru
mencapai 23,9oo/o, pglsarnpahan terangkut sebesar 3L,2U/o,IPLT baru terbangun di2 Kota
yaitu Kota Kupang dan Atambua, TPA sampah sanitary landfill baru terbangun di 6
Kabupaten/Kota.. Kondisi ini menunjukan bahwa pencapaian LOOo/o akses sanitasi di
Provinsi NIT masih membutuhkan dana yang besar, keq'a keras dan kaloborasi dari
semua Pihak yang terkait. Selain Gap yang cukup besar tantangan pencapaian akses
sanitasi lDOo/o antara lain Pembangunan Sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan
di daerah, masih minimnya implementasi kesiapan daerah dalom pembangunan Sanitasi
(dokumen perencernaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola) dan masih kurangnya
kerja sama anta-r pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi.

Program sektor sanitasi tahun 2OLS melalui dana APBN sebesar Rp. 27.937.688.000 di
fokuskan pada pembentukan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi linglcungan
dan pembangunan Infrastrukhrr Sanitasi, melalui ptograrn fkegiatan :

a. Kampanye dan edukasi bidang Sanitasi melalui pemilihan duta sanitasi, kampanye
peduli sanitasi bagi masyarakat,

b. Pendampingan penJrusunan dokumen perencanaan sanitasi berbasis masyarakat,
untuk Pengembangan Komunitas pengelolaan air limbah, persampahan dan komunitas
kebersihan lingkungan

c. Pendampingan terhadap pelaksanaan program PPSP (pembangunan sanitasi
permukiman) di Kabupaten/Kota, untuk lebih memberdayakan Pemda akan pentingnya
pemenuhan Sanitasi bagi masyarakat.

d. Pembangunan Drainase perkotaan untuk mengurangi genangem di kawasan
permukiman di l,abuan Bajo

e. Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten TTS
f. Pembangunan TPSP 3R di Kota Kupang dan Labuan Bajo,
g. Pembangunan Sanimas di Kota Larantuka, Ende, Tambolaka, Seba, Oelamasi, Kalabahi

dan Ba'a yang difokuskan pada kawasan yang padat penduduk (kumuh) melalui
program pemberdayaan masyarakat.

Selain dari dana APBN usaha pencapaian target IOU/o akses sanita.si juga dilakukan
melalui Dana Alokasi Ktrusus (DAK) yang tersebar di semua KabupatenlKota' di Provinsi
NfI, program DAK ini difokuskan pada pembangunan MCK++, maupun pembangunan
Septik Tank Komunal untuk meningkatkan capaian akses layak sanitasi dasar, yang



dikhususnya bagi masyarakat
melalui program pemberdayaan

Tabcl 1.24. Capaiaa Sanitast Dasar,
I[usa Teaggara Tlmur Tahua 2O14

miskin kawasan kumuh perkotaan maupun perdesaan

Santtast Layat & Doturuen Ssrxltorl per Kabupaten dt provlnst

No Ihbupateo/Kota Sanltad
Dasar rる )

Santtad
Layat(%)

Dokurnen Saattesi

螂̈
SSK

贈一SumbaTimur 57,31 23,73 2013 2013 2014
2 Sumba Barat 51,15 15,15 2014 2014 2015
3 Sumba Barat Daya 48,04 3,57 2012 2012 2013
4 Sumba Teneah 53,78 4.46 2015 2015
5 Kab.Kupang 87,17 7.02 2013 2013 2014
6 Kota Kupang 99,75 33,59 2014 2014 2015
7 Trs 94,92 6,03 2014 2013 2014
8 卿 94,41 29,87 2015 2015
9 Belu 74.24 50.40 2013 2013 2014
10 Rote Ndao 58,21 15,76 2012 2013 2013

Sabu Raiiua 54,81 10,68 2013 2013 2014
12 Alor 83,50 56,39 2013 2013 2014
13 Lembata 95,75 55.17 2013 2013 2014
14 Flores Timur 85,01 36,69 2014 2014 2015
15 Sikka 79,88 38,89 2015 2015
16 Ende 89,76 61,47 2014 2014 2015
17 Nagekeo 83,94 36.07 2014 2014 2015

18 Ngada 91,50 43,84 2013 2013 2014
19 ManggaraiTimur 85,00 3,41 2012 2012 2013
20 Manggarai 80,30 6,97 2012 2012 2013
21 Manggarai Barat 77,23 17,65 2015 2015
22 Malaka 32,86 2015 2015

Nuca Tenggara Tlmur 77,41 23,90 22 22 17

Surnber : Buku Pu.tih Sanita.si

Tabel 1.25. Data Infrastruktur Persampahan Per abupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O15

no KABUPATEN

DATA TPA

榊HAMA TPA STATUS
■TPA 胃
面
KAPASITAS

IM31

EKSISTING

TPA

1 Kabupaten TTU
Km9-

Jurusan
Tublopo

4 34.32
Open

Dumping 34.32

4 Kabupaten Malaka
5 Kabupaten Kupang

7 Kabupaten Rote Ndao
TPA

Oelunggu
Milik 3

Open
Dumoin"e

9,322

8
Kabupaten Sabu

Raiiua

9 Kabupaten Alor Pante Dere M」k 2,5
Open

Dumping
6

10 Kabupaten Lembata
Kabupaten Flores

Timur TPA Delang 2,5 20

13 Kabuoaten Ende
14 Kabupten Nagekeo
15 Kabupten Ngada

16
Kabupaten Manggarai

Timur Liang Bala Milik 4 20.000
Open

Dumping
36

17 Kabupaten Manggarar Poco Mnik 4,547 60

12 Kabupaten i鴨
聰 渉 ‐‐

:雌 4 50 1辮 1341■ 38

霧 |●|… lⅢll ILelowai Milik 16p ■40 1辮 ,75:93

一６ Ko■:Kupat TPA ALA IMillk 110 咆 666

■2 Kabupaten Sha Wait・

`

Milik も ■02 奪辮 le2



no ― UPATEN

DATAITPA

榊NAMAITPA‐ 響 , 響
XAPASITAS

I‐ lfM:11‐ |

EKSISTING

I I TPA‐ |‐

18
Kabupaten Manggarai

Barat
Ds.Golo
Bilas Kaper Ｈａｋ』

Open
Dumping

38

20
Kabupaten Sumba

Teneah
3

つ
“

Kabupaten Sumba
Barat

Lapale Milik 0,5 呻．̈
Ｄ

1'.abet 2.26. epafan sianpah Terangkttt Yfilagoh Perkotqa;n ?er Kabt4tden di Ptotl/,nst Nttfl
Tenggatu Ttl,lalr ?shun 2014

No Ibbupateo/Kota
Sampah
T∝
―
t

(%)

Pengolahan Akhtr

腱 lstlng TPA
Te重田田嘔瀑n
Sadt町
hndEu

Op-310nal
TPA

1 SumbaTimur 26,54 Sanita理′Landflll 2012 Ooen Dumping

2 Sumba Barat 26,62 Open Dumping Open Dumping

3 Sumba Barat DaYa 13,72 Sanita理′Landf111 Controll Lanflll

4 Sumba Tengah 22,91 Open Dumping Ooen Dumoine

5 Kab.Kupang Ooen Dumping Onen Dumpirrg

6 Kota Kupang 37,78 Sanitary Landfln 2009 Controll Lanf111

7 TTS 23,46 Open Dumping Open Dumping

8 宵 U 24,50 Ooen Dumping Open Dumping

9 Belu 26,21 Sanitary Landfln 2012 Open Dumping

10 Rote Ndao 27,94 Open Dumping Open Dumping

Sabu Raiiua Open Dumping Onen Dumping

・２

一
・３

Alor 12,46 Ooen Dumping Open Dumping

Lembata 15,48 Open Dumping Open Dumping

14 Flores Timur 25,24 Ooen Dumping Ooen Dumpinq

15 Sikka 28,01 Sanitarv Landfln 2009 Controll Lanflll

16 Ende 11,50 Open Dumping Ooen Dumping

17 Nasekeo 6.54 Open Dumping Open Dumping

18 Ngada 21,72 Open Dumping Open Dumping

19 ManggaraiTimur 6.12 Open Dumping Opeo Dumping

20 Manggarai 15,85 Ooen DumPing Open Dumping

21 Manggarai Barat 18,07 Open DumPing Ooen Dumping

22 Malaka

Nusa Teaggara Ttmur 31.20

Stlmtttr i Buku Plltil■ Sanitasi

19 鰊 ,動協窮 笏 15 蘊 86

″

-1`
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`
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1.5. POTENSI DAN PERMA8ALNIAN

Hingga saat ini pembangunan infrastruktur permukiman di provinsi NIT terus
ditaksanakan secara intensif dan terencana. Di samping kemajuan yang telah banyak
diraih, ke depan masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan pembangunan infrastrulrtur permukiman, diantaralya adalah sebagai
berikut:
a. Pertumbuhar Penduduk dan Urbanisasi
b. Ketimpangan Ekonomi Wilayah dan Kemiskinan
c. Desentralisasi
d. Pencemaran linglungan dan perubahal iklim
e. Reformasi Birokrasi
f. PengarusutamaanGender
g. Standar Pelayanan Minimal
Meskipun berbagai tantangan perlu dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan
p".-rki*.r, di provinsi NTT, beberapa potensi dan peluang perlu dimanfaatkal untuk
mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Potensi dan peluang itu altara
lain:
1. Sesuai dengal arahan pada PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional, Provinsi NIT ditetapkan sebagai lokasi :

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kota Kupang
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Kota Waingapu, SoE, Kefamenanu, Maumere,

Ende, Ruteng dan Labuhan Bajo
c. Pusat Kegiatan strategis Nasional (KSN) yang meliputi Kota Kefamenalu, Atambua

dan Kalabahi
d. KSN da-ri sudut Kepentingan Lingt<ungan Hidup : Kawasan Taman Nasional Komodo

di Kabupaten Malggarai Barat
e. KSN dari sudut Kepentingan Ekonomi : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Mbay di Kabupaten Ngada
f, KSI\L dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamaaan : Kawasan Perbatasan

Darat RI dengal Negara Timor Leste di Kabupaten Kupang, TTU dan Belu
g. KSN dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan : Kawasan Perbatasan Laut

RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu)
dengan negara Timor Leste/ Australia

2. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2Ol5-2O19, Provinsi NTI telah ditetapkan sebagai
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) :

a. WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan : Kupaag-Tambua
b. WPS Pertumbuhan Terpadu Baru dan Wisata: Labuan Bajo-Ende
c. Kawasan srategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) : Pulau Komodo dan

kelimutu
d. Tol Laut : Kupang

3. Ditetapkannya NTT sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional
4. potensi sr--ber daya alam untuk mendukung pembangunan Nusa Tenggara Timur

antara lain :

a. Memiliki aneka potensi alam yang tersebar 1. 1 19 pulau,
b. Adanya deposit iambang, baik mineral maupun sumber energi yang menonjol,
c. Terdapat aneka potensi keunikan wilayah yang khas dengan aneka satwa langka

antara lain komodo dan aneka burung
5. Meningkatnya alokasi pembangunan air minum dan

pelayanan fasilitas sosial dasar
6. Nusa Tenggara Timur memiliki jalan Nasiona-l dalam

didukung jumlah
seluruh wilayah

prasarana baldara serta pelabuhal

jalan untuk meningkatkan

kondisi mantap 9Oo/o dan
laut yang menghubungkan

7. Adanya kebijakan alirmatif Pemerintah dalam pembangunan embung-embung dan
penghij auan berbasis masYarakat

a. eaanya kebijakan afrrrnatif nasional tentang percepatan pembalgunan NII bersama
Provinsi Papua dan PaPua Barat

g. Telah ditetapkannya Perda tata Ruang Provinsi dan Perda Tata Ruang Kabupaten Kota
10. NTT merupakan Pintu gerbang perbatasan antar nega-ra yaitu Negara RDTL dan Negara

Australia Serta Pembalgunan Ekonomi Segitiga Emas Kupang - Dili - Darwin
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Disamping optimalisasi potensi yang ada, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan
pen_yelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, diaataranya adalah sebagai
berikut:

I' Topografr wilayah sebag'an besar berbukit hingga bergunung-gunung, dengan
kemiringan lahan >40o

2. Potensi air permukaan, tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi
sumber air permukaaa

3. Provinsi NTT merupakan daerah kepulau.rn yang lgldampak jalg[<aual akses
desa/kelurahan yang tersebar di 44 Pulau yang dihuni belum merata

4. Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembaagunan bidalg ke Cipta Karyaan yang
diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk pening[<atan
pelayanan dasar kepada masya-rakat

5. Penyebaran pembangunan yang belum merat€. antara kota dan desa
6. Pembangunan infrastruktur bidaag ke Cipta Karya an belum menjadi prioritas daerah
7. Pemanfaatan sarana prasarana terbangun belum maksim al
8. Belum lengkapnya dokumen perencanaan sektoral di beberapa kabupaten
9. Tidak ada data yang akurat tentang pengelolaan air bersih perdesaan di

kabupaten/kota.
10. Permasalahan Penanganan Kawasan Kumuh :

. Kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal

. Masih luasnya kawasar kumuh sebagai permukiman tidak layak huni sehingga
dapat menyebabkan te{adinya degradasi lingkungan, dan pelayanan infrastruktur
yang masih terbatas.

. Masih terbatasnya prasar€rna sarana dasar pada daerah tertinggal, pulau kecil,
daerah terpencil, dan kawasan perbatasan,

. Belum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial

. Sebagian pemukiman warga wilayah perkotaan dan perdesaan belum menerapkan
lingkungan hunian yang memenuhi standart kesehatan seperti penyediaan air
bersih, tempat persampahan, tempat pembuangan 'litnba.L dan drainase.

. Masih rendahnya kesadaral masyarakat tentang kebersihan dan kelestarian
lingkungan serta memelihara hasil pembangunan sarana-prasarana.

1 1. Permasalahan Penyediaan Sanitasi :

a. Air Limbah
. Pengelolaan air limbah belum menjadi prioritas daerah
. Masih belum memiliki regulasi penglolaan air limbah baik peraturan daerah

maupun kelembagaannya
. Tupoksi pengelolaan air limbah sering kali tumpang tindih
. Masih belum memiliki lahan IPLT yang jelas
. Baru memiliki 2 IPLT yaitu kota Kupang dan Kabupaten Belu
. Belum memiliki Master Plan dan DED pengelolaan air limbah
r IPLT yang sudah terbangrn belum faatkan sesuai dengan SOP
. Kesada-ran masyarakat dalam PHBS khususnya air limbah masih rendah
. MCK yang terbangun belum dimanfaatkan sesuai dengan target Out Came yang

direncanakan
. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan belum optimal karena seb"grarr besar

rumah tangga belum didukung tempat pembuangan air besar sendiri
. Masih Rendahnya pencapaian akses sanitasi layak (air Limbah) karena sebagai

besar jamban rumah tangga menggunakan kloset plengsengan/cubluk dan tidak
memiliki septic tank yang kedap

. Rendahnya pelayanan akses sanitasi air limbah juga karena kurangnya
ketersediaan air

b. Persampahan
. Pengelolaan Persampahan belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah
. Kurangnya dana operasional pengelolaan persampahan baik untuk angkutan

maupun untuk pengolahan akhir di TPA
. Tupoksi pengelolaan persampahan sering kali tumpalg tindih
. Daerah Belum memiliki regulasi tentaag persampahan



r TPA yang sudah terbangun dengan Sanitary Larrdfill belum dimanfaatkan sesuai
dengal yang direncalakan

. Penanganan Persampahan yang belum optima-l (Baru memilki TPA Sanitary
Landfitt di 6 Kabupaten /Kota selebihnya belum ada)

. Kesadaran masyarakat akan pengelolaal persampahan masih rendah

. Masih belum memiliki lahan TPA vang jelas

. Belum memiliki master plan dan DED persampahan
12. Permasalahan Penyediaan Air Minum :

. peningkatan Akses Air minum Layak bagi masyarakat melalui pemanfaatan iddle
capacity belum maksimal

. Tingkat perkembangan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan belum
seimbang dengan tingkat perkembangan penduduk

. Tingkat kehilaagan air pada sistem perpipaan cukup besar dan tekanan air pada
jaringan distribusi umumnya masih rendah

. kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas'
o Kualitas sumber air baku semakin menurun
o Sarana dan prasarana dasar pengolahan air baku untuk kepentingan air bersih

wilayah perkotaan yang bersifat teknis melalu jaraingan perpipaan masih terbatas
diwilayah kota.

. Kapasitas produksi air baku masih kurang, sehingga distribusi air minum diwilayah
perkotaan kadang kala mengalami gangguan.

. kurang seimba,furya kapaiitas prosuksi air baku perkotaan dengan penduduk
p.oy"Gi sehingga pada masa yang akan datang aka' menambah permasalaha..



2. VISI, MISI
2.1. vIsI
Rencana Aksi Daerah melalui Gerakan 100-0-l0O merupakal penjabaral dari Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015- 2Ol9 yang merupakan turunan
dari Peraturan Menteri Peke{aan Umum dan Perumahan Rakyat No. I3/PRT/M/2OL1
tentang Rencana Strategis Kementerian Peke4'aan Umum dan Perumahan Ra],ryat Tahun
2OL5-2O19. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan
untuk mendukung Vld Kemeateriaa PeLerjaaa Umum daa Perumahaa Ralyat, yaitu
'Terrqiudnya lafrastruLtur PekerJaaa Umura daa Perumaban Rakyat Yang Haodal
Dalao Meadukung Indoaecia Yang Berdaulat, fiandirl, daa Berkeprlbadiaa
BerlsndasLan Crotoog Royoag'.

Rencana Aksi Daerah lO0-O-fOO Provinsi NII merupakan dokumen perencanaan daerah
yang berisikan program dan anggaral untuk menangkap peluang investasi infrastruktur
bidang keciptakaryaan yang akan dijadikan panduan bagi Ditjen Cipta Karya dalam
menlrusun renc€rna program Ditjen Cipta Karya hingga tahun 2O19 dalam mencapai target
100-0-100, yang kemudian disandingkan dengan Visi Pembangunan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2ol4-2ola yaitu : "TervuJudnya aayarakat I{ura Teaggara
Timur Yang Berkuditas, Sejahtcra Daa Dcmokratlr Dalao BtogLat l[egara Kelatuatr
Republlk ladoaeciao.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan visi Kementrian PUPR dan RPJMD Provinsi NTT,
maka dari itu ditetapkan visi Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi NTT untuk tahun
2Ol5-2O19 adalah: "TERWUWDITYA IIIFRASTRUKTUR Y/lllIG UENY-EDIAI{AII llItSEs
AIR UIITUU DAIT SAITITASI YAITG LAYA}I STRTA PENGURAITGAIT LUAAA]I XAWAAA]T
KUUUH SAilPAI TATIUN 2()19 IIEITUJI' UASYARAXAT ITTT YAI|G BERNUALITAS,
SE TAIITERA daa DEUOKRATIS BERLAIYDASIGIS GOTOtrG ROYOITIG'

Asumsi dasar VISI dlmakaai sebagai berikut :

Akc€s Air Mloum daa Saaitari Layak
Menyediakan kualitas, kuantitas dan kontinuitas cakupan pelayanan air bersih dal
salitasi layak sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di perkotaan dan
perdesaan dalam rangka pemenuhan standar minimum.

Pcrguralga! Luasan Kawasalr Kuouh
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak masyarakat
di perkotaan dalam rangka pemenuhan standar minimum.

Kualitas
Upaya mening[atkan kualitas SDM yang berdaya saing pada agenda pembangunan
dibidang pendidikan, kesehatan, perempuan, anak dan pemuda dengan indikator-
indikator kualitas IPM.

Sejahtera
Mencerrninkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, perempu.rn,
ekonomi, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM serta pembaagunal
ekonomi, pariwisata dan infrastrulctur,

Demokratls
Mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda pembangunan yang dilalukan
secara rasional dan obyektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi
publik, kesamaal dan keadilaa.

Gotong Royoag
Meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah serta mendorong kemitraan dengan
masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur
perrnukiman yang berkelaljutan



2.2. MISI

Berdasarkal Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 sasaran strategis yang fokus
perhatian Ditjen Cipta Karya adalah meningkatnya kualitas dan cakupan pelayaran
infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaal. Adapun indikator kineqa outcome'
nya Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:
1. Ir,teningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagt

masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukimai

yang layak.
s. tvleningtatnya kontribusi terhadap pemenuhaa akses sanitasi bagi masyarakat.

sedangkan Arahan RPJMD Provinsi NTT 2013-2018 yang terkait Bidang cipta Karya dalam
mendukung 100-0-100 adalah sebagai berikut:
Misi-S : Mempercepat pembangunan infrastrul,rhrr yang berbasis tata ruang dan
lingkungan hiduP



3. ARAH KEBIJAI(AIT DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAI(AIT DAN STRATEGI NASIONAL
3.1.1. Rencana Pembaagunan Jaagka Paajang 2OO5-2O25 (UU lto. 17 Tahua
2oo7l.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OOO-2O25 sesuai Undang-Undang
No 17 Tahun 2OO7 adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MA,JU, ADIL
DAN MAKMUR. RPJPN 2OO5-2O25 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM), dan telah berada pada RPJMN tahap ke-3 yang
memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan yang ditujukan untuk lebih
memantapkan pemb€rngunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya
alam dan sumber daya manusia berkualitas serta ksmampuan IPTEK yang terus
meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan
yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai
tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2O3O.

RPJMN tahap III {2015-2O19) sesuai ara}ran RPJPN 2OO5-2O25, menekankan pada daya
saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif, salah satunya melalui
terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama
pemerintah dan dunia usaha. RPJPN juga mengaratrkan terpenuhinya penyediaan air
minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang dapat diartikan
meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia (akses
1OOP/o).

Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian y{Lgdilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukung bagr selumh masyarakat terus meningkat. Kondisi itu semakin
mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Gamhar 3.7. Atrr,hsn Rencana Pembangunan Janglca PanJang Nqslono,l 2CICI5-2425
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3.1.2. Reacaaa Pembaaguaan ja"gka Menengah llaslonal 2Ol5-2O19 lPerpres
IIo. 2 Tahun 2O15f

RPJMN 2Ol5-2O19 merupakan dokumen perencana,rn nasional jangka menengah hasil
penjabaran tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025 yang disandingkan dengan Visi, Misi,
dan Agenda Presiden/Wakil Presiden (Nawa Cita).

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: 'TerwT rjudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong1. Visi ini
meletakkan landasan yang kokoh untuk mendorong ekonomi Indonesia agar dapat maju
lebih cepat dan bertransformasi dari kondisi saa.t ini sebagai negara berpenghasilan
menengah menjadi Negara maju dengan penghasilan per kapita yang cukup tinggi.
Meskipun demikian, upaya peningkatan kinerja perekonomial Indonesia perlu
memperhatikan kondisi peningkatan kesejahteraan yang berkelaajutan, warga yang
berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat memiliki keharmonisan antar
kelompok sosial, serta postur perekonomian yang semakin mencerminkan pertumbuhan
yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber
daya manusia serta kemampuan IPTEK dan bergerak menuju kepada keseimbangan antar
selrtor ekonomi dan antar *il"yah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara
manusia dan lingkungan.

Salah satu tantangan pokok dalam mewujudkan visi pembangunan 2O15-2019 adalah
terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukungpeningkatan kemajuan ekonomi.
Untuk itu, ketersediaal infrastruktur permukiman harus ditingkatka-n untuk mendukung
agenda pembalgunan nasional yang tercantum dalam Nawacita seperti membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerang!<a
negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas ra1ryat dan daya saing ekonomi. Maka
dari itu, salah satu arahan kebijakan umum RPJMN 2OL5-2O19 adalah mempercepat
pembalgunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konelrtivitas nasional untuk
mencapai keseimbangal pembangunan, mempercepat penyediaan infrastrulctur dasar
(perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangal dan energi
untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembanglan sistem transportasi massal
perkotaan, yang seluruhnya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan
peran kerjasama Pemerintah-Swasta. Adapun sasaran pokokyang ingin dicapai pada tahun
2019 terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal pada hunian yang layak yang
didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, meliputi akses terhadap air
minum dan salitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan da-lam rangka
meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah.

Sasaran pembangunan kawasal permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2Ol5'2O19
adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi O persen;
2. Tercapainya 1O0 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia;
3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum;
4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukaa melalui penerapan prinsip jaga

air, hemat air dan simpal air secara nasional;
5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastrukhrr permukiman yang mendukung;
6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limf6h d66s.tik,

sampah dan drainase lingkungan) menjadi lO0 persen pada tingkat kebutuhan
dasar;

7. Merringkatnya keamanan dan keselarnatan bangunan gedung termasuk keserasiannya
terhadap lingkungan

Sasaran pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah
sebagai berikut:

1. Pembangunan 5 kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak
pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekita.rnya guna mempercepat pemerataan
pembangunan di luar Pulau Jawa;



2.

3.

4

Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7
kawasan perkotaan metropolitan yang sudah ada untuk diaralkan sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) berskala global guna meningkatkan daya saing dan
kontribusi ekonomi;
Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa - Bali khususnya
di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi ke Pulau Jawa
yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta
menjadi percotohan (best practices) perurrjudan kota berkelanjutan;
pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri da]l terpadu di sekitar kota atau
kawasan perkotaan metropolitan yang diperuntukkan bagl masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan ssfoagai per:gerddi (buffer)

urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolital;
perwujudan 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
5

3.1.3. Rencara Strategis Kementrian PUPR Bidang Clpta Karya lPermen PUPR

!Io. 13 Tahun 2O15f

Kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal cipta Karya

diarahkan dengan -"*p".ir.ikrn iigas, fungsi dan tanggung jawab Direlrtorat .Ienderal

A-tr* 
-*"ry" !.rtg -"iiprrti kegiatan utama berupa Pengaturan' Pembinaan' dan

Pengawasaa $urbinwas), dan kegiatan pembangunar (Bang)'

Berdasarkaa Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2o15 tentang Kementerian Pekerjaan

U-o- dul Pemmahan Rakyat, tugas Ditjen Cipta Karya adalah menyelenggarakan

;;;;""" dan pelaksanaro Ltii't-ut' di bidang pengembangan kawasan permukiman'

;;;;; penataan uanguna-ir, 9e1s9m.tanqan sistem penyediaan air minum'

i"rrg"*f"ogrt sistem pengefi""o "it 
ti*t'ft dan drainase lingkungan serta persalnpahan

sesuai dengal ketentua-ri peraturan perundaig-undangan. Dalam menyelenggarakan

tugas terseb*ut, Ditjen Cipta Karya melaksanakan fungsi:

a, perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman' pembinaan

penataan tJg"nt, p"'ig"-iut'g*. . 
sistem penyediaan -air minum'

;;il;;;r.g.. Ji=i"-' p"t'g"lJt'"' tit limbah dan drainase linglrungan serta

persamPahan;
b. ;;i.k*;"". kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman'

pembinaan penataln u"ttg"tt"o, ptig"tt"tg"o sistem penyediaan air minum'

;;"g";brrg;, si"iem p#gelol"att "ir limbah dan drainase lingkungan serta

p"r.-rmpah"n sesuai den^gan-ketentuan peraturan perundang-undartgan;

c. peflJrusunan .ro.-., "t#att, 
prosedui, dan kriteria di bidang pengembalgan

kawasan p"r-ukim,o, pembin-aal penataan bangunan' pengembangaa sistem

p""v"ai""i, 
"1. -irr.^,'pi"gembangan sistem pengelolaal air limbah dan drainase

iittgk rng.n serta PersamPahan;
d. ;#;;;; bir.bi";;dk'is dan supervisi di bidang pengembangan kawasan
-' 

;;;;k;"I], p.-frit.'o penataan bangunan' pengembangan sistem penyediaan

airminum,p".'g"-t,og"osistempengelolaanairlimbahdandrainaselinglungan
serta PersamPahan;

". plf"f.Lrr""r' evaLuasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan
-' 

;;;;ki-.", p"-tin ut' p"ttai"art bat'gonan' pengembalgan sistem penyediaan

air minum, p.rrg"*t-g"ri sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan

serta PersamPahan;
f. ;;i;;;;.. admioi.tr"ti Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan

;. ;;iakt"r"". fungsi lain yang diberikan oleh Menteri'

Dalampelaksanaanpembangunanjnfrastrukhrrkeciptakaryaan,.DitjenCiptaKarya
menggunakan t g. 

"t "t"gl-'p""atft"t"t' . 
yaitu membangun sistem' memfasilitasi

pemerintah Darea-h P.;;"1 tiota dan Kabupaten, serta memberdayakan. masyarakat

melalui program-progr":o-ptlu"ta"yaan mas5iarakat' Dalam membangun sistem' Ditjen

b-tpt" Kr;;;"-i".itr. alrungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan

sistem infastrutt r. fro"i""i7X"tupaten/KoL. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah,

bentuk dukungan y"rrg ait".it .r'adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam



penguatan kelembagaan, keuangal, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas
hekinsentrasi dan plmbantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan
yang diberikan adalah pembangunan infrastrukhrr keciptakarjraan melalui program-
program pemberdayaal masyarakat.

GaoitdrS.2.Atarfil-Renca;l.,rPelfllbg;ng1./:7.o,,r.Jd;ngkdPa,a.J.r7.gNo.*lo'lQl2oc'5'2q25

Regional atau SPAM Regional
Peibangunan lnfrastruktur Permukiman pada kawasan strategis

(kawasai perbatasan, KSN, PKN, WPS) atau kawasan khusus

ik.***l lormuh perkotaan, kawasan nelayan, kawasan rawan air/
oerbatasan/ oulau terluar)
irl".dotong' p.nyrrsunan Rencaaa Tata Bangunan dan Lingkungan

“

b電●」It登∝り餞通seluruh sektor dal,m tnenata ka■・asan

Membangun Sistem

Bangunan Gedung, SK Kumuh, dsb'
F"."-,rt"run Rencana Penanganao Kawasan/lnduk Sehoral seperti
'sirit-gl S""it*l Kota (SSX)' Rencana Indu} Sistem Pengembangan

alr- l4-ir-"- (RISPAM), dan Rencana Penataan Bangunan dan

Lingkungan (RIBL).
;#;;;; lndrastruktur Permukiman skala kawsan seperti

ir.rut".iioau, fasilitasi kota hliau dan kota ptsaka'.penanganan

kumuh perkotaan, serta penataan bangurran dan lingkungan'

antaraltt λ rda

Faglt,、 Pemda

Pembanqunan l rastruKlur renlurlu'ur u

-.fuf "i 
"t"gi"r"tt Pamsimas Snaimas' dan P2KP'

4"","- F."1.tsunan Rencalta Kerja Masyarakat

[Dacrah(APBD).

yang terbangun.

mg mendesak.
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dan Peraturan Presiden), baik spasial maupun sektoral. Selain itu, perencanaan
pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karyajuga memperhatikan kondisi eksisting, isu
strategis, serta potensi daerah,

Keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung
pengembangan wilayah pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). WPS merupakan
wilayah-wilayah yang dipandang memerlukal prioritas pembangunan yalg didukung
keterpaduan penyelenggaraan infrastrulrtur dan meningkatkan peran serta seluruh
stakeholder. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkaa 35 WPS
yang merepresentasikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan mereflksikan
amanat NAWACITA yaitu pembangrrnan wilayah dimulai dari pinggiran dan perwujudan
konektivitas dal keberpihakan terhadap maritim.

Tebel 3.1. Deftrr 35 WPa

WPS Pusat Pertumbuhan
Terpadu

Merat-Bakauheni-Bandar Lampung- Palembang-Tanjung Api. Api;
Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru; Jakarta-
Bandung-C irebon- Semarang;
Malang-Surabaya Bangkalan; Yog/akarta-
Solo-Semarang; Balikpapan-Samarinda-
Maloy; Manado-Bitung-Amurang;
M akassar- Pare Pare- Mamuju

WPS Pertumbuhan
Terpadu

Ternate-Sofifi -Morotai; Ambon-Seram

WPS Pusat Pertumbuhan
Terpadu

Batrm-Bintan-Karimun;
Jambi-Palembang-Baigka Belitung (Pangkal Pinang)

WPS Konelrtirritas
Keseimbangan

Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabuni; Surabaya-
Pasuruan-Ban1'uwangi

WPS Pusat Pertumbuhan
Sedang
Berkembang

Sibolga- Padang- Bengkulu ;
Yograkarta-Prigi-Blitar-Malang; Banjarmasin-
Batulicin-Palargkaraya;
Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas; Gorontalo-
Bolaang Mongondow;
Palu-Banggai;
Sorong-Manokwari;
Manokwari-Bintuni

WPS Konelrtivitas dan
Pusat Denpasar- Padang Bay

WPS Pusat Pertumbuhan
Sedang Sabang-Banda Aceh- Langsa

WPS Pusat Pertumbuhan
Baru, Jalrapura-Merauke

WPS Pusat
Pert■lmbuhanヽ Visata Pulau Lombok

孵 s PcatthaJ2
2α
“

屁

“

Kupatg-Atannbua

WPS Pertumbuhan Baru Tanjung Lesung - Sukabumi - Pangandaran - Cilacap; Mamuju-
M arunasa-Toraj a- Kendari

WPS Peraurrbuhatt
Terpadu Battt dan Labuan BaJo-Ende

WPS Pertumbuhar:
Wisata dan Pulau Sumbawa

WPS Perbatasan Temajuk- Sebatik

WPS Aksesibilitan Baru N abire- Enarotali- ( llaga-Timika) -Warn ena
い   P・ IC“  Xedi Pulau h an Nectl Tefluar (ter*barJ
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@nhrrr 3.3. Peta Wtlcgrrrh Pengembangan Sf,ratqgrls Ketnrlntr1rall. PUPR 2OI5-2O79
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Selanjutnya pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ral<yat akarr
diterpadukan per6arlto,, dengan pengembangan 16 Kawasan Srategis Pariwisata
Nasional Prioritas (KSPNP) yang terdiri dari Pulau Sumatera (KSPI.fP Danau Toba dsk);
Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan
BromoTengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau
Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, Pulau
Komodo drk, dan Eade-Kellautu dsk); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk);
Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan
Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

Kedua. diterpadukan dengan program pengembangan 22 Kawasan Industri Prioritas
(KIP), yaitu Pulau Sumatera (KIP: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau
Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban,
Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau
Sulawesi (KIP: Pa-lu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan MaluL:u (KIP
Buli /Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).

Kettga, diterpadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/
Kota Perbatasan yang terdiri dari Pulau Sumatera (9 PKN, 58 PKW, 4 PKSN); Pulau Jawa-
Ba-li (12 PKN, 35 PKW); Kepulauaa I[uga Teaggara (2 PKN, 10 PKW, 3 PKSN); Pulau
Kalima-ntan (5

PKN,25 PKW, 10 PKSN); Pulau Sulawesi (5 PKN, 27 PKW,2 PKSN); Kepulauan Maluku
(2 PKN, 11 PKW,4 PKSN); dan Pulau (3 PKN, 11 PKw, 3 PKSN).

Neernpat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut sebanyak 24 bruah
(pelabuhar hub dan pelabuhan feed.er\ yang meliputi Pulau Sumatera (Malahayati,
Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku,
dan Palembang: Boom Bar); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung
Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balifpapan: Kariangau,
darr Pontianak); Pulau Bali dan l[usa Teaggara {Kupangf; Pulau Sulawesi (Makasar,
Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan
Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

Dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni dal berkelanjutan,
Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan konsep perencanaan pembangunan
infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi dalam Rencana Terpadu dan Program
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya
mewujudkan keterpaduan pembangunar di kabupaten/kota. RPI2-JM Bidang Cipta
Kar5ra disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi
yang mengintegrasikan kebijakal skala nasional, provinsi, dal kabupaten/kota, baik
kebijakan spasial maupun sektoral. RPI2-JM, selain mengacu pada rencana spasial dal
arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sel<toral Bidang
Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM),
Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (mBL),
dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang
berkelanjutan. Melalui perencanaan yang rasional dan inldusif, diharapkan keterpaduan
pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek
lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah. Pedoman pen5rusunan
RPI2-JM bidang Cipta Karya telah ditetapkan dalam Surat Edaran Dirl'en Cipta Karya
No 6/SD/DC/2Ota.

Untuk meningkatkan efeldifitas pencapaian sasaran Gerakan Nasional 100-O-IOO perlu
juga sinergi kemitraan dengal Kementerian/t embaga lainnya, antara lain:



. Ditjen Penyediaarr Peruma-han Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak
layak huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh;

. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan
penanganan kawasan rawan genangan;

. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan
dalam upaya pencapaian sasararr pembangunan nasional bidang perumahan dan
permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan;

o Kementerian Kesehatan, terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

o Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;
o Kementerian Lingkung€Ln Hidup dan KehutarLata, terkait pengelolaan persampahan;
r Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembang6rn kawasan permukiman

nelayan / pesisir dan pulau terluar;
o Kementeran Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan

RTRW dan RDTR;
o Badan Nasional Pengembangan kws. Perbatasan, terkait

perbatasan

Ganrbsr 3,4. htgru.m ?enwr,ldnr'n BerkelanJutan IOO'O' I (n

pengembangan kws

■

3.1.4. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya
3.1.4.1. Umum
Gerakan Nasional 1OO-0-1OO sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat dalam mewujudkan permukiman
layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar bu,siness
as rtsrtg,l, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perang!<at dan
melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari seg fungsi, teknis,
kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelengga-raan pembangunan
infrastruktur permukiman. Dalam penyelenggaraan gerakan 1OO-O-100, Ditjen Cipta
Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia
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usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana
yang sangat besar.

G*rnbar 3,5. Sasaran Gcrakan Nasional IOO-O'lOO
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Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka sasaran progr€rm Ditjen Cipta
Karya adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagt
masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayalan akses air
minum;

b. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak, dengan indikator persenta'se penurunan luasan
permukiman kumuh perkotaan;

c. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat,
dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayalan akses sanitasi.

Gcrakan 100-0-100Tabe1 3 2,Target

INDEKATOR KINER」 A  SATUAN

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAI

1 Menlngkatnya tontrlbusl terhadap pemeauhaa Lebutuhan atr mlnum bagl

Persenta.se penirgkatan
cakupan pelayanan
akses air minu:m. % 73,7 78,8 84,8 92,1 100 100

2

Melrngkataya koatrlbusl terhadap pemenuhaa kobutuhan hunlaa dan
permuhlman yaag laya&

Persentase penururvfr
luasan permukiman
kumuh perkotaan `る 8 6 4 2 0 0

3 MentngLataya kortrlbu3l terbadap pemenuhaa atses sardtasi bagt masyarakat

Persentase peningkatan
cakupan pelayarran
akses sanitasi %) 64 72 85 92 100 100

3.1.4.2. Sekor Air Minum
Sesuai dengan Peraturan Menteri Peke{aan Umum Nomor I3/PRTIM/2O13 tentang
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), maka
kebijakan dan strategi pengembangan air minum adalah :



KebiJakan 1. Peningkatan aases aman air mlaum begl seluruh masyarakat dl
perkotaan dan perdesaan melalui jadngaa perpipaan daa bukal Jarhgan
perpipaaa tetlinduagl.
i. tvt""gemtrngkan SpAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal

untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat
berpenghasilan rendah.

2. Uengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonogl'
3. Mentgkatkan daIl memperluas akses air minum yang amaIr melalui sPAM bukan

jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan.
+. rurenlngtitt in- kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang

berlaku.
5. Menurunkal tingkat kehilalgan air.
6. M"rrge-bangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi kineri'a pelayanan air minum.

Kebijakaa 2. Peningkatan kemampuar peldalaan oPerator daa pergembaagan
alternatlf sumber Penbiayaa!.
1. Meningkatkal kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM'

i. nf".i"if."tf.". komitriren Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaa,
p engembangan SPAM.

a. 'lvtenlemt"nltan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibilzqy (CsR).

+. rr,r""i.gk"tk; pendanaan mela-lui perolehan dana non-pemerintah, seperti

;iqj#r. aan nifah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-

perbankan, dan obligasi perusahaan.
s. ivteningkatlan sineigitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan

SPAM.

Kebijakan 3. Peniagaatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan

Perrgembangar SPAM.
i. ti'"*pe.t,iat kapasitas sumber Daya Manusia (sDM) di tingkat pusat dan daerah

dalam pengembangan SPAM.
2. Irrtemperku"at perari dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

dalam pengembangan SPAM.
3. Mendoionfkomitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM.

4. Menerapkir prinsip Good &rporate Govemanoe untuk Penyelenggara/ operator SPAM.

5. Mengembangkal kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent'
6. Menlembangkan mLajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan elisiensi dan

efektivitas pengelolaan.
7. MengembangkL kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sPAM Regional.

Kebijakaa 4. Peogembaagao dan penerapar NSPK dt pusat dalr di daetah'
1. Nieiengkapi p.odrk peiaturan perundangan dalam per-ryelenggaraan pengembangan

SPAM.
2. Menerapkan NSPK yang telah tersedia.
3. MenSrelinggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis'

Kebijakan 5. Peaingkatan peayediaaa air baku uatuk air miaum secara berkelaajutaa'
1. Meningkattan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku,
2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaal sumber daya air melalui pendekaian

berbasis wilayah sungai.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regiona-I.

Kebljakan 6. Peniagkataa perar daa Leaitraaa badaa ucaha dan aasyaraLat.
1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi'

Kebijakao ?. Pengeabaogan iaovasi tekaologi SPAM



1. Mendorong penelitlan untuk mcnciptakan tckl■ ologl bidal■ g air minum.

2.Mcmasarkan hasi inωad tcknoloが .
3. lヽenerapkan teknolo」 tCpat guna dalam pengcmbangan SPAM Pada dacrd■ dcngan

kcterbattan kualitas alr baku.
4.Ment■lsun rcncana implemcntasi pHnslp pcmbal■ gtlnan bel・kClttuねn dralarn

pcngelolaan SPAM.

3.1.4.3。 Seko,Pengembangan PermukLnan― Penanganan Kumuh
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1. Mengukur perkembangan pencapaian target setiap tahun;
2. Pertukaran informasi yang dapat digrnakan oleh seluruh pelaku, baik di tingkat

pusat maupun daerah;
3. Menjadi sistem informasi komunikasi sebagai alat pengembangan pengetahuan dalam

rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta sebagai sarana
berbagi informasi ketersediaan sumberdaya di antara pelaku.

Keb{iakan 4: Peagawasa! s,ecara berkda peayeleaggaraa[ kawatar peroukimaa di
pusat daa daerah.
Strategi untuk melaksaaakan kebilal<an ini adalah ssbagai berikut:
1. Melakukan pengendalian perencanzran melalui monitoring perencanaan dan

pemrograman;
2. Melakukan pengawasan (pemantauan, evaluasi, pelaporan) pembangunan untuk

menjamin tercapainya target RPJMN;
3. Memfasilitasi daerah dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan hasil

pembangunal.

Kebijakaa 5: Peaaagalau permukimaa kurauh perkotaao terkalt deogaa upaya
petruruaar kumuh perkotaan oenjadi (P/o melalui upaya pealagkatan kualltas
liogkuagan dan pelayanatr prasarara dan sarana daear peroukioan dengaa
peadekataa kegiataa frsik maupun aoa- Ilsik.
Strategi untuk melaksanakal kebijakan ini adalah:
1 . Penanganal komprehensif terhadap 30 Kabupaten/ Kota prioritas kementerian sebaga.i

best practice penanganan permukiman kumuh yang diharapkal menjadi model
penzrnganan komprehensif yang dapat direplikasi darr diterapkan di kota-kota lainnya.

2. Penanganan permukiman kumuh terhadap kabupaten/kota lainnya dengan tujuan
pemenuhan standar pelayanan perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan yang
diajukan oleh kabupaten / kota.

Keb[aLaa 6: Pengembangaa permukioaa baru daa perkotaaa layak huni terkait
dengaa upaya perrenuhao Standar Pelayaaan Perkotaaa (SPPf dan perwujudaa Kota
Berkelaqiutan.
Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah:
1. Pemenuhan SPP bagi kawasan permukiman perkotaal yang mengacu pada rencala

kawasan permukiman;
2. Perintisan/inkubasi Kota Baru sebagai best practice kota publik berkelanjutan,

meliputi kegiataa pemenuhan SPP, penerapan pendekatan Kota Hijau, dan penerapan
Kota Cerdas Berdaya Saing.

KebiJakan 7: Percepataa penlagkataa pelayaaaa :araaa daa prasaraaa dasar
permukinao perdelaa!.
Adapun strategi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah: Menyediakan sarana
dan prasarana permukiman sesuai dengan SPM Perdesaan. Sarana dan prasarana dasar
permukiman ini meliputi penyediaan air minum, pembangunan jalan iingkungan dan
drainase lingkungal, penyediaan pelayanan pengeolaan persampahan serta peningkatan
akses sanitasi yang layak bagi masyarakat di kawasan perdesaan. Penyediaal ini
dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masya-rakat dan dilakukan berdasarkal
rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Kebfia.kaa 8: Pembangunan daa peogembangau kawacan permukiman yaag
berkualltas yang meadukuag peulagkatan produktlvitas ka*acaa perdesaan.
Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:



1. Menyediakan sarana, pras.rrana dan fasilitas umum pernukiman yang memenuhi
spM, baik melalui pengembalgan daI] pembangunan kawasan transrnigrasi maupun
kawasan non-transmigrasi.

2. Menyediakal sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi di kawasan
perd"esaal sesuai dengan komoditas unggulannya. Sarana dan prasarana pendukung
i<egiatan produksi ini antara lain berupa termina1 agro, pasa.r agro utrtuk kawasan

agiopo6tan, atau dermaga, tambatan pirahu dan tempat pelelangan ikan (TPI) pada

kawasal permukiman pesisir/minapolitan'
3. VfenyediJkan sarana dr,, p.""-.t " pendukung peningkatan konektivitas kegiatart

antai desa maupun antar disa-kota. Sirana dan prasarala ini altara lain berupajalan

usaha tani dan jalan Poros desa.

Kebijakan 9: Pembaaguaaa daa peag-eobaogan Lasasaa peroullmau yaag

i"-ifr.Jit"r untuk oeui'utruag pertuibulaa ekonoai dan meaiagkatkaa kuditas

hiduD trasvarikat yarrg tinggal di kasasaa perbatasaa'

SJ".[gi-""i"r. m.ti."aiut,,, ttebijakan ini ada-lah sebagai berikut: ,

1. Menyediakan "-ro" dan prasarana pendukung meningkatnya produktivitas

kawasan perbat"=utt L"ttt"i" komoditi unggulan' terutama di 10 PKSN' Sarana dan

prasarana pend"k;; tA;t"" produksi i untuk PKSN non-perkotaan antara lain

i"*p. teiminat "gr?, ;""* 
igro- untuk..kawasan agropolitan' atau dermaga'

tambatan pe."h, f,"o'tlmpat p"etelangT -'k"t (TPI) pada kawasar permukiman

p""i"i.7*ii"politan. Selain iiu dis;diakan pula sarana - darl . prasarana

;;;;;fu"g' peningkatan konektivitas.kegiatan antardesa dalaq-kecamatan'

;;;p; jd;.r".t"-tuoi dan jalan poros-desa' Sementara untuk PKSN Perkotaan

t"p"ii "s"t"rg aurl i"v"p"t", ""t'u"" 
dan prasarana yang disediakan memenuhi

Standar Pelayaian p"-.dot""t' iall sesuai dengan sektor yang dikembanglan di kota

tersebut'
2. Menyediakan sarzrna prasarana pendukung kegiatan p:tb.?tT*- seperti pos

perbatasan ,"g" 
-y-ig 

-"lllt"t'i'i standar internasional di PKSN' Ketentuan

mengenai "*rrr" 
p'*"i*a pendukung ]<"sl"tan perbatasan mengacu pada

Permendagri lvo. fd ftf"" ZObl terrtang Standardisasi Sarana' Prasarana' dal]

Pelayanan Lintas Batas Antar Negara'

Kebijakaa 1O: Pereepatau peayedlaaa sarala dan prasarala pcrrrukioan perbatasaa

memeauhi SPM.
St "t"gi ".t"t 

melaksanakan kebijakan irri- "d44 
menyediakan s.gana da1 prasar€rna

ii.-""r.r-", =esuai deng-aril,M 1; karakteristik permukiman (daratan dan pesisir).

Sarana dan prasaran"'-a"* permukiman ini meliputi penyediaan air minum'

p"-U".s""r, ^ jrl." utgf.d;' dan drainase lingkungan' penyediaan pelayana-n

;;il"i;i-; p"r"u.-p"t "r-".rti 
pening|<atan akses saaitasi yang layak bagr masvarakat'

Kebijakaa 11: Pembaoguaan dan peagembangaa karasan peroukiaan yaag memiliki

ketahaaan tcthadaP bcncana'
St lt"gi untuk melaisanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:



1. Mengurangi ancaman bencala melalui pembangunan dan pengembangan
permukiman pada lokasi yang aman sesuai RTRW dan mitigasi. Dalam hal ini
pembalgunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan didasarkal pada
analisis risiko bencaaa dan melakukan mitigasi yang diperlukan.

2. Mengurangi kerentaran fisik (bangunan dan PSU). Langkah yang dilakukan adalah
dengan menerapkan standar bangunan dan lingkungan yang sesuai dengal tipe
bahaya; melakukan penataan bangunan dan lingkungan untuk memperkecil ancaman
dan meningkatkan ketahanal; atau melakukan pemindahan lokasi permukiman yang
berisiko tinggi ke kawasan yang aman dari bencana.

3. Meningkatkan kapasitas (peraturan, masyarakat, lembaga). Langkah yang dilakukan
adalah menyediakan NSPK untuk berbagai tipe bencana sesuai karakteristik ancaman
bencana; meningkatkan pengetahual dan kemampuan pemerintah daerah mengenai
pembangunan ta-nggap bencana serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh bencana.

4. Meningkatkan kualitas/rehabilitasi permukiman di kawasan pasca bencana.
5. Pelaksanaan peflanganan pasca bencana dimulai dari masa tanggap darurat melalui

pemulihan kondisi serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

5.1.4.4. Sektor Penyehataa Llngkulgan Permukinaa - Sanltasi
A. Pengelolaar Alt Liobah
Sesuai dengal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. l6/PRl/M12008 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Permukiman (KSNP-SPALP) Yaitu :

KebiJakan 1. Pelinglrata! aktes Pratarara dan sarana air limbah baik sirtem on
slte maupua olJ stte di perkotaaa daa perdesaan uatuk perbaikaa keschatan
masyarakat.
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah
melalui system on srte dan off site secara bertahap baik pada skala perkotaan maupun
perdesaan, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Strategi dalam peningkatan akses pras.rrana dal sarana air limbah, antara lain:
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem

setempat (on site) dr perkotaaa dan perdesaan melalui sistem komunal;
2. Meningkatkaa akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem

terpusat (off site) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.

Kebljakaa 2. Peniogkatkaa Perar ruacyara&at daa duaia usaha/swarta
dalam penyelergga.raa! peagembaagaa slstem peagelolaaa alr limbah permukimaa.
Arah kebijakal ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia
usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah
permukiman.
Strategi dalam peningkatan peran masyarakat dan swasta, antara lain:
1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya

pengelolaan air limbah permukiman;
2. Mendorong partisipasi dunia usaha/ swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan

pengelolaan air limbah permukiman.

Keb$akaa 3. Pengembalgaa perangkat p€ratura! perundaagan peayeleoggaraaa
peagelolaan alr llmbah peroukiman.
Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait
penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
Strategi dalam Pengembangan Perangkat peraturan perundangan, antara lain:
1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yalg mendukung penyelenggaraan

pengelolaan air limbah permukiman;
2. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan

pengelolaan aL limbah permukiman;
3. Menerapkan peraturan perundangan.

KebtJakaa 4. Peaguatan keleabagaaa dan peaiagkataa kapasitas personil peagelolaau
alr limbah permuklmaa.



Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam
penyelenggaraan pengelolaan afu limfosfu permukimal.
Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:
1. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah

permukiman ditingkat masyarakat;
2. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di

daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama anta-r lemb"ge;
4. Mendorong peningt<atan kemauan politik (Tnlitical will) pala pemangku kepentingan

untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah
permukiman,

Kebijakaa 5. Peaiagkataa dat peagembangaa alteraatlf sumber pendanasn
pembaagunan pratarana da.a carana alr llobah pemukirnaa,
Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi darra pembalgunan prasarana darr
sarana air limbah permukiman melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi
secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan off site.
Strategi dalam peningkatan kapasitas pembiayaan, antara lain:
1. Mendorong berbagai altematif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah

permukiman;
2. Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembalgkan sistem

air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagial yang disepakati bersama.

B. Pengelolaan Persampahal
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 21/PR|/M12006 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahaa (KSNP-

SPP) yaitu:

fiebijakan 1. Pengutaugaa sampah eeaaksimal eungkin diaulai dari sumbernya.
Peaguraaga! sampah dari sumberrya merupakaa aplilasi peugelolaaa saapah
paradigma baru yaag tida& lagi bertumpu gada end oJ pfpe sgsten, dloaksudkaa
untuk oeaguraragl volunc sampah yaag hatus diaagkut & dlbuaag ke TPA daa
memaafaatkan *eaaksimal muagkia material yaag daPat di daur ulaag
Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan

pengamana-n sampah 83 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.
2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalatn pelaksanaal

3R.
3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangar.

Kebljakaa 2. Peaingkataa peran aktlf masyarakat daa dunia usaha/s*'asta sebagai
mltra peagelolaaa
Untuk melaksanakan pengura,ngan sampah di sumber dan meningkatkan pola-pola
penanganan sampah berbasis masyarakat, diperlukan perubahan pemahaman bahwa
masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi iebih sebagai mitra yang mengandung
makna kesetaraan. Talpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan
kondisi kebersihan yang memadai.
Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:
1. Meningkatlan pemahamar tentang pengelolaarr sampah sejak dini meialui

pendidikan bagi anak usia sekoiah.
2. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada

masl,arakat umum.
3. Meningkatkan pembinaal masyarakat khususnya kaum perempuan dalam

pengelolaal sampah.
4. Mendorong pengeiolaan sampah berbasis masyarakat.
5. Mengembangkan sistem insentif darr iklim yang kondusif bagi dunia usaha/ swasta.

Kebijakan 3. PeDitrgkatar catupaa pelayaoan daa kualitas sistea peagelolaaa.
Tingkat pelayanan yang 4U/o pada saat ini men-vebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak
terangkut dan masSarakat yang membuang sampah ke lahan kosong / sungai. Banyak angota



masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Untuk
operasionalisasi kebijakal tersebut maka beberapa stuategi ditetapkan yaitu:
1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan.
2. M-ningkaikal cakupan pelayanan seca-ra terencana dan berkeadilal.
3. Meningkatkan kapasitas satana persampahaa sesuai sasaran pelayanan.

Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari iing[ungal.
Meningkatkarr kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill.
Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional.
Penelitial, pengembangal, dan aplikasi teknologi penalganan persampahan tepat guna
dan berwawasan lingkungan'

４

５

６

７

Kebijakar 4. Pengeobangao kelembagaan, peraturan daa perundaagaa
Untrik operasiona-lisasi kebijakan tersebut maka strategi yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola'
2. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan'
3. Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator.
4. Meningkatkan kerjasama dall koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.
5. Meningkatkan kualitas SDM manusia.
6. Mendo"rong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahal ska-la

regional.
Z. vlJningkati<an kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan

pelaksanaan pengelolaan persampahan.
8. ivlendorong p"r"raprn sistem pengawasan dan penerapan sanksi 

_ 

hukum secara

konsisten talam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan
iainnya.

I(ebiJakao 5. Pengembengaa alteroatif suaber pembiayaaa
Untui operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:
1. Penyamaan persepsi para pengambii keputusan'
2. Menrlorong peningkatan pemulihan biaya persampahan'

3.1.5. Pembaglaa urusarr Petreri[tah Koakuren Aatara Pemeriatah Rrsat
Dengan Daerah Provlasi dan Daerah Kabupaten/Kota dl Bidaag Ke cipta Karya
an IUU !to. 23 Tahun 2O14f

pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dal Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten / Kota di Bidang ke - cipta Karya - an merupakan gambaran
urusan yang dilakukan berdasarkal kewenangan pemerintahan. Hal jni untuk
me-perlii.tfa., sejauh mana peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing
kew"'nangan pemerintahafl. Hal tersebut dapat ditinjau dari Lampiran Undang-undalg
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada:

o Matriks C yung berisikan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
umum dan Penataan Ruang, pada sub urusan Air Minum, Persampahan, Air
Limbah, Drainase, Permukimai, Bangunan Gedung serta sub urusan Penataan

Bangunan dan LingkungannYa;
. Matriks D yang berisikan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman, pada sub urusar Perumahan, Kawasan Permukima-n,
perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Prasarana, sarana dan utilias
umum (PSU) serta Sertifikasi, Kualifikasi, Klarifikasi dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.1.6. Penyelerggaraarr Perumahaa dan Kawasan Permuklman (PP No' 14

Tahua 2O16f
Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh permukiman kumuh didahului dengan
penetipan lokasi. Penetapan Lokasi dilakukan melalui proses pendataan oleh Pemerintah
baerah dengan melibatkan masyarakat yang kemudian lokasi kumuh ditetapkan oleh

bupati/walikota.
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o Pengemba.ngan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan dengan strategi
menata pusat permukiman perkotaan;

. Peningkatan kualitas kine{a dan jalgkauan prasarana lainnya dengan strategi
meningkatkan penyediaaa sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungaa
dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat, guna pencapaian
target tujuan pembangunan Milenium ( Millenium Development Goals menjadi
Suistenable Development Goals)

o Perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang dengan strategi
mengembangkal kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan
ketersediaan sarana dan prasa.rana yang dibutuhkan termasuk sarala dan
prasarana mitigasi bencana darr ruang terbukan hijau kota.

3.2.2. Reacana Pembaagutran Jargla PanJang Daerah Provirsi NTT 2OO5'2O25
(Perda No. l Tahun 2OO8f

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur dilaksalakan dalam multi-bidang, termasuk
didalamnya pengembalgan wilayah dan tata ruang, s€rrana dan prasarana, pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkunga-n hidup. Untuk daerah yang telah memiliki sarana dan
prasarana relatif memadai kebiiakannya adalah penyerasian dan pengoptimalan
pemanfaatan sedangkan untuk daerah-daerah yarrg sararna dan prasarananya kurang
memadai kebijakannya adalah memperluas pembangunan sarana dan prasarana,

Melatui RPJP Daerah Provinsi NTT, pembangunan sarana dan prasarana di bidang
keciptakaryaan dilaksanakan melalui misi 2 : 'Mewujudkan manusia IIIIT yang
berkualitas dan berdaya saing global', dengan sasaran meningkatkan ketersediaan
Sarana dan Prasarana berkulaitas melalui strategi peningkatan sarana dan prasarana air
bersih dan salitasi serta peningkatan kualtitas dan kualitas sarana dan prasaftna
permukiman.



Tdbel 3.2. s{s.rrurL Ard.h Nd.Jq.ka:'l dqn S*atugn RPJPD N?T Terkalt Bldang C,t rt4 l<dryq.

Mtst 2 : MemuJudlan Manusla I{TT yllng berkualttas dan berdaya sarng gtobal

Meningkatkan
ketersediaan sanana
& prasarana
berkualitas

Peningkatan sarana
& prasarana air
bersih & sanitasi

Penirrgftatan keGrsediaan air bersih
Mendorong PAM menyediakan ait,
menemukan sumbet air baru,
meningkatkan debit air dan mengefisiensi
memanfaatkan air yang ada.
Mendorong kemampuan PDAM dala'n

pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan
perpipaan dan sumberdaya air.
Meningkatkan persentase rumah tangga

yang mern'iliki akses terhadap air bersih.
dan penJrusunzrn

model/ sistem pengairan yang efisien.
Mengembangkan sumber air yans

potensial seperti dengar cara konservasi.
Meningkatkan efi sieasi pemanfaatan.
Mendorong keterlibatan "naryarakat dan

badan usaha lainnya dalam penyediaan
air bersih.
Peningkatan ru:nah tangga yartg metniliki

akses terhadap sanitasi.
Meningkatkan rumah t?(ryEa yanA

66miliki kamar mandi sendiri.
Meningkatkan jumlah dan fasilitas kamar

madi umum.
Peningkatan sarana darl prasarana urrtuk

menangani sampah.
Meningkatlan kesadaran masyarakat

. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarzrna pemukiman
sehingga tercipta lingkungan pemukiman
yang memenuhi syarat.

. Meningkatkan kepemilikan rumah sehat.
o Pembangunan dan pemeliharaan

prErszrrana pemukimnn.
o Perbaikan kawasan pemukiman
pendudut terutama di pedesaan dan
pesisir pantai.

o Mendorong investasi di bidang
perumahan.

o Mendorong peraflan perbankan dalam
pendanaan pembalgunan perumahan

Peningkatan
kuantitas dan
ft92fifas sarana &
prasarr€rna
permukiman

3.2.3. Rencana Pembargura! Jangka Meaengah Daerah Provinsi NTT 2014-
2O18 lPerda No. I tahun 2O14f

RPJMD Provinsi NTT tahap III ini merupakan kaidah penuntun pembangunan setiap lima
tahun yang memuat arah kebiiakan dan target pembarigunan, dengan visi: 'Terwujudnya
masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai negara keatuan
Republik Indonesia".

Untuk mewujudkan visi , maka pembangunan terkait bidang keciptakaryaan dicapai melalui
misi 5, yakni: "Mempercepat pembangunan infrastrul,rtur yang berbasis tata ruang dan
lingkungan hidup. Arah kebijakan yang dirumuskan dalam mewujudkan misi, tujuan dan
sasaran dalam pembangunan Bidang Cipta Karya adalah melalui strategi Mempercepat
Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Ling!<ungan Hidup yang diuraikan pada
tabel berikut:
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Peningkatan
kualitas pelayanan
dasar masyarakat
yang lestari dan
berskesinambungan

Mewujudkan
perumahan
layak huni
dalatn
lingkungan
permukiman
yang sehat
bagi
masyarakat
miskin

Bina manusia,
bina usaha dan
bina lingkungan
dalarn kerangka
memampukan
masyarakat
miskin untuk
memnuhi
kebutuhan akan
perumahan yang
lavak

Dilaksanakan
dari awal
sampai akhir
tahun rencana

Pembangunan
perumahan
layak huni
yang berbasis
lingkungan

Mewujudnya
pelayanan air
bersih yang
memadai bagr
mayarakat

Mengembangkan
sistem produksi
transmisi dan
distribusi air
secara merata
bagi maqrarakat
perdesaan
maupun
perkotaan

Dilaksanakan
dari awal

sampai akhir
tahun rencana

Peningkatan
jaringan
distribusi air
bersih baik
HU maupun
SR

Menyedianyair
Baku yarry
Memadai

Mendayagunakan
potensi air
per:mukaan
maupun afi
tarrah yang ada.
secara optimal
untuk
mening!<atkan
ketersediaan air
baku

Pembangunan
Embung
dengan
Bendungan
dilaksanakan
dari awal
sarnFai akhir
tahun rencana

Penyediaan
se[ana dan
prasarana air
baku

Mewujudnya
Sistem
Sanitasi
Lingkungarr
yang
Berkualitas

Mengembangkan
sistem
pengelolaan
sanitasi
lingkungan
6s1foasis
masyarakat
untuk
meningkatkan
pemanfaatan oleh
masyarakat
miskin

Pembangunan
sanitasi
berbasis
desa/kelurahan
yang
dilaksanakan
dari awal tahun
rencana sarnpai
akhir

Penyediaan
sar€u1a dan
pr€rsarana
s2litasi
lingkungan

Pencapaian Misi tersebut diatas akan diwujudkan melalui pencapaian sasara.n sesuai
kebijakan umum pembangunan dan program prioritas dengan target yang ditetapkan
secara terukur untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana berikut:

SAS― R STRAMI
.錮 1-



Tabel 3.4. Sasa.ran, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Target Untuk Mencapai Misi Menuflrt RPMPD Provinsi NTT

3.2.4. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasaa Negara dl Proviasi NTT
(Perpres 179 Tahut 2OL4l

Salah satu tujuan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang terkait Bidang Cipta
Karya adalah mewujudkan kawasan budi daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan
berdaya saing.

Tujuan tersebut ditempuh melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana dasar
di kawasan perbatasan negara melalui Strategi pengembangan sarana dan prasarana

Sasaran
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1

Meningkatnya jumlah

rumah layak huni dalam

lingkungan permukiman
yang sehat bagi

masyarakat miskin di
perdesaan dan perkotaan

Bina manusia, bina usaha

dan bina lingkungan
dalam kerangka

memampukan
masyarakat miskin untuk
memenuhi kebutuhan
akan perumahan yang

layak

Pembangunan
Rumah Layak

Huni bagi

Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
khususnya di
Kawasan

Perdesaaan

Program
Pengembangan

Perumahan
dan
Permukiman

Peningkatan
Jumlah
Rumah

Layak Huni

%l

Dinas PU

dan Dinas

Transmigrasi
Tenaga

Kerja dan
Dinas Sosial,

BPMPD

Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih
untuk masyarakat

Mengembangkan sistem
produksi transmisi dan
distribusi air secara

merata bagi masyarakat
perdesaan maupun
perkotaan

Penyediaan Air
Bersih untuk
kebutuhan
masyarakat

Program
Pengembangan

Sarana Dan

Prasarana
Pedesaan

Sarana Air
Bersih

Perdesaan

Dinas PU,

Dinas

Transmigrasi
dan Tenaga

Kerja

Meningkatnya
Ketersediaan Air Baku

Bersih untuk Masyarakat
Perdesaan

Mendayagunakan potensi

air permukaan maupun
air tanah yang ada secara

optimal untuk
meningkatkan
ketersediaan alr baku

Penyediaan

Sumber Air
Baku yang

untuk
pemenuhan

kebutuhan
sehari-hari
khususnya

daerah
Pedesaan

Program
Pengembangan

Sarana Dan

Prasarana

Pedesaan

Pelayanan

Air Minum

w

Dinas PU,

Dinas

Transmigrasi
dan Tenaga

Kerja

4
Meningkatnya Kualitas

Sanitasi Lingkungan

Mengembangkan sistem
pengelolaan sanitasi

lingkungan berbasis
masyarakat untuk
meningkatkan
pemanfaatan oleh
masyarakat miskin

Menciptakan
lingkungan
yang sehat
bagi
peningkatan

kesejahteraan
masyarakat

Program
Peningkatan
Pengendalian
Pemanfaatan
Sumber Daya

Alam dan
Lingkungan

Hidup

Program
Pengendalian

Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan;

Sa n itasi

lingkungan
yang

berkualitas

Dinas PU,

BLHD dan

Kesehatan
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dasar yang berbasis pada pengembangan wilayah pedesaan; meliputi fasilitas kesehatan,
pendidikan dan pelayanan air minum .

Rencana sistim jaringan prasarana sesuai rencana struktur ruang kawasan perbatasan
negara yang melipuit sistim jaringan prasarErna permukiman ditetapkan dalam rangka
meningkatkal kualitas dan jangkauan pelayanal perkotaan yang dikembangkan secara
terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
kawasan perbatasan yang terdiri atas :

. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM)
o Sistem jaringan drainase
o Sistem jaringan air limbah
o Sistem pengelolaan sampah

3.2.5. Rencana Strategl Dlaar PelerJaa! Uoum Provinsl I{TT 2013-2018 (Kcp. Kadts
PU lto. PU.SKT.OS.O t / 188.34 / L7 / Kff s I tt | 2Ol4l

Renstra PU Provinsi NTT yang menargetkan misi terkait Gerakan 100-0-100 adalah Misi
3: "Mengembangkan Permukiman yang Berkualitas dan produktiP. Untuk mencapai misi
tersebut ditetapkan tujuan, sasa.ran, strategi dal kebijakan yang ditampilkan pada tabel
berikut:

Tobet 3.5. IUJudn, Sasct?,ry sfficgt d.ar. Neb&[k', Pelqgdrtan Dtn.Is Pckerias.^ Unum Ptovl'tsl
t{fi Terkolt Etdaig Clpta xarya

3.3. RENCANA AIISI DAERAH (RADI 1OO-O-1OO PROVIilSI NTT

Arah kebijakan dan strategi Rencana Aksi Daerah 100-0- 100 Provinsi NT'I mengacu
pada arah kebijakal dan strategi tingkat Nasional maupun tingkat provinsi sebagai
pendekatal upaya pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama
seluruh stakeholder guna mewujudkan visi: ' Terwujudnya Infrastrul,.tur yang
menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak serta pengurangan luasan kawasan
kumuh 3ampai tahun 2019 menuju masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan
demokratis berlandaskan gotong-royong".

Untuk mencapai visi, ditetapkar 5 misi yakni :

1. Mewujudkan pemenuhan akses air minum bagi seluruh masyarakat NII
2. Mewujudkan pemenuhan akses sanitasi layak bagr seluruh masyarakat N"IT
3. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak dam bebas kumuh bagi seluruh

golongan masyarakat perkotaan
4. Mempercepat pembangunan infrasruktur Cipta Karya secara terpadu pada kawasan

tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan
antar wilayah

5. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat
dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastrul<tur permukiman.

Melalui misi ini, kemudian disusunlah Rencana Aksi yang diarahkan untuk meningkatkan
ketersediaan kualitas air minum, sanitasi layak, perumahal dan lingkungan permukiman
yang layak huni; menyediakan infrastrulrtur permukiman pada kawasan khusus serta
mendorong kemaldirian pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam
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penyelengga.raan pembangunan infrastrul,rtur, dengan Sasaran adalah : terpenuhinya
penyediaan air minum layak; terpenuhinya kebutuhan hunian menuju kota tanpa kumuh;
terpenuhinya penyediaan sanitasi layak; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur dasar
permukiman pada kawasal khusus serta mendorong keterlibatan pemerintah daerah,
dunia usaha maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Sasaran gerakal 100-0-1OO Provinsi NTT tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.6. S(r$atufl Cqlrqldfl Alr llllrvn, KU,rtu.h do:rt Sdfitt.Is,

AIR
MINUII

KOTA
%
71,77 77,74 85,89 92,94 100

DESA 29,11 46,75 64,39 82,03 100

KUIIUH KOTA HA 123,62 36,48 183 242,26 227,74

SANITASI
KOTA

%
52,28 60,97 69,66 78,35 87,05

DESA 18,55 24,59 30,64 36,68 42,73

Untuk mengoptimalkan 1O07o pelayanan air minum bagi seluruh penduduk NII,
pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi Oo/o dart meningkatnya akses
penduduk terhadap saaitasi layak pada tingkat kebutuhan dasar, maka diperlukan arah
kebijakan dan staretegi serta rencana aksi yang tepat. Arah kebijakan dan startegi
recana aksi diuraikan menurut masing-masing sektor yakni :

3.3.1. Arah KebiJakan dan Strategi Sistem Peayedlaaa Alr Mlnum
Arah Kebijakan dan strategi pencapaian tujuan rencana aksi Pengembangan Air
Minum adalah :

Kebijakaan 1. PeaiagLataa alces amaa air minua bagi seluruh masyarekat di
perkotaaa, perdesaan daa kawacan perbatatasau oeldui jariagaa perplpaau daa
bukaa Jarlagaa perpipaaa terlindungl.
1. Mening!<atkan perluasan eakupan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di

perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatasan negara.
2. Mengembangkan sistem produksi dal distribusi air secara merata fagi masyarakat

perkotaan danm perdesaan
3. Menerapkan pendekatan berbasis masya-rakat untuk perluasan cakupal akses air

minum layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan.
4, Memprioritaskan jangkuan pelayanan air minum begi masyarakat berpenglrasilan

rendah.

Kcbija&aa 2. Peaingkataa peaycdiaaa air baku dan pembaaguran sumber-cunber alr.
1. Mendayagunakal potensi air permukaan maupun air taaah yang ada secara optimal

untuk meningkatkan ketersediaaa air baku untuk air minum
2. Menurunkan ting!<at kehilangan air {NRW)
3. Mengoptimalkan pemanfaatan iddle capacity

Kebijakan 3. Peniagkataa Kapasitas &elembagan peayelenggaraaa pengembangaa
SPAU
1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia di Provinsi maupun kabupaten/kota

dalam pengelolaan p engemb angan SPAM.
2. Me-restrukturisasi dan memeperkuat sistem kelembagaan pengelolaan SPAM di tingkat

kabupaten/kota hingga desa/kelurahan agar berkelanjutan.
3. Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM

Kebijakan 4. Peayediaar Peraturaa - peraturaa penyeleaggaraan peagembaagan
SPAM
1. Menyediakan peraturan-peraturan pengeloaan dalr pemanfaatan air minum agar

terpelihara dan b erkelanj utan
2. Menyediakan peraturan yang mengikutsertakan pihak swastasebagai mitra

pengelolaan dalam pengembangan SPAM



KebiJakan 5. Peaiagkataa kemaapuan peadaaaaa daa pengembaagaa alteraatlf
suober pemblayaaa.
1. Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.
2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaal

p engembangan SPAM.
3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporqte Social Responsibifttu (CSR).

4. Meningkatkaa pendanaan melalui perolehal dana non-pemerintah, seperti
pinjamsl dan hibah dalarn dan luar negeri, pinjamzl perbankan, pinjaman non-
perbankan, dan obligasi perusahaan.

Untuk mendukung pencapaian 1007o akses air minum, pengembangan SPAM NTI
memiliki tantangan -tantangan yakni :

. Akses air minum layak NTT baru mencapai 62,72 o/o pada tahun 2015.

. Sambungan SR di perkotaaa sebanyak 113.388 SR dan di perdesaan 63.356 SR

. Tingginya idle capacity mencapai 1.O45 liter/detik pada tahun 2O15

. Tingkat kehilangan air mencapai 374,89 litet /detil< (29,9ao/o) pada tahun 2o15
o Tingginya kebutuhan air baku
. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan di bidaag air minum
o Kondisi eksisting PDAM pada 22 kab:upaten| / kota se NTT dimana ada 5 kabupaten

yang non PDAM, 2 kabupaten yang masih ditangani BLUD Provinsi, 3 kabupaten dalam
kondisi sakit dan 5 kabupaten dalam kondisi kurang sehat'

r wilayah I\ITT sebagai provinsi kepulauan dengan curah hujan yang minim dengan

-r"ito hr;u, t hanya 4 bulan, mengakibatkan berkurangnya debit air'

Rencana aksi untuk memenutri akses air minum layak hingga tahun 2019 melalui :
o 6O%o ja'ingan perpipaan d,an 4@/ojaringan non perpipaan dimana cakupan laya]1an

p".pip"u"*ai iotiic,gz"lo, di Desa 60,37o dan cakupan layanan non-perpipaan di

kota.25,O3o/o dan di Desa 39,70/".
. Target pembangunan sambungan rumah di Kota diharapkan mencapai t 194.090 SR

dan di Desa I 421.159 SR.
. Tingkatkan pemanfaatan idle capacity mening!<at hingga 8,847" atau setara dengan

1.880 liter/detik.
. Tingkat kehitangan air/kebocoran menurun hingga 5%o atau setara dengal 28O Eter

/detik
. Fembagunan SPAM regional di kabupaten/kota 100 Liter/deti
. Pembangunan SPAM kawasan khsusus (Perbatasan, rawan air, pulau-pulai kecil

terluar) 648 liter/ detik
o Penyediaan air baku
. Menggali sumber-sumber pendanaan lajn dan peningkatal kapasitas kelembagaan.

3.3.2. Arah Keb{akan dan strategi Penlagkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Arah Kebijakan dan strategi pencapaial tujuan rencana aksi penanganan kumuh adalah

Xebijakaa 1. Peaaaganaa perrnukimaa kumuh perkotaaa meajadi (P/o rnelalui upaya

p"nilgkat"n kualttac periukirnaa daa Pencegahan bertambahnya karanan kumuh
baru dt perkotaan daa di kasasan Perbatasan
t. Menata kawasan peftnukiman kumuh perkotaan dengan menyediakal dan

meningkatkan infrasiruktur dasar permukiman pada 8f3,1O HA luasan kawasan

kumuf, di 14 Kabupaten/kota yang telah memiliki sK penetapan kawasan kumuh oleh

Bupati/walikota.
2. Menangani kawasal kumuh secara terpadu oleh sektor Air minum, sektor

p"rrg"rib"ogrt permukiman, sektor penyehatan lingkunga, dan sektor penataan

Lrngr.ran agar tercipta lingkungan yang berkualitas'
3. fvfenlediakai Sarana 6an prasarana pendukung di kawasan perbatasan tenrtama di 3

pKsil ( Kalabahi, Kefamenanu dan Atambua) dan 12 Kabupaten Perbatasan Negara.

4. Menyiapkan perangkat peraturan untuk mencegah bertambahnya kumuh baru.



5. Mendorong kolaborasi multi stakeholder yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota,
masyarakat, swasta dan kelompok peduli lainnya dalam komitmen pendanaan
penangana.n kawasan kumuh.

Untuk mendukung pengentasan kumuh menjadi O7o, sektor Pengembangan permukiman
menghadapi tantangan-tantangan :

a. Pada tahun 2016, ada 14 kabupaten/kota di NTT yang memiliki SK Penetapan
Kawasan Kumuh oleh Bupati/walikota . Masih ada 8 kabupaten yang belum dilakukan
pendataan kawasan kumuh (identifikasi dan penilaian kawasan kumuh)

b. Pada tahun 2016 ini, ada 7 kabupaten/kota yang memiliki dokumen Rencala
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
sebagai dokumen perencanaan Penanganan kawasan kumuh.

c. Luasan kumuh yang sudah teridentifikasi sesuai SK Bupati/Walikota tahun 2015
adalah 813,1O Ha.

d. Sampai tahut 2016, penanganan kawasan kumuh baru mencapai 160,10 HA. Luasan
ini baru diintervensi oleh sektor bangkim saja. Seldor-sektor lainnya belum. Sehingga
belum dapat dihitung presentase penanganannya.

Rencana Aksi untuk mencapai pengentasan kawasan kumuh di NTI adalah :

a. Dibuatnya regulasi untuk pencegahan terhadap bertambahnya luasan kumuh baru.
b. Dilakukan pendataan kawasan kumuh di 8 kabupaten/kota yang belum memiliki SK

Penetapan lokasi kumuh.
c. Penl'usunan dokumen perencanaan RP2KPKP untuk kabupaten-kabupaten yang telah

memiliki SK Penetapaa Kawasan Kumuh untuk ditindaklanjuti penanganannya.
d. Penaganan kawasan kumuh secara terpadu oleh semua sektor.

3.3.3. Arah Kebdakan daa Strategl Sanltasi
Sanitasi yang dimaksudkan dalam gerakan 1OO-O-10O ini adalah pengeloaan air limbah
dan pengembalgan sistem pengelolaan persampahan.

Arah Kebijakan dan strategi pencapaian tujuan rencana aksi Pengelolaan Air Limbah
dal Pengelolaan Persampahal adalah :

A. Kebiiakan dao Strategi Slrtem Peogelolaaa Air Llmbah

KebiJa&an 1. PeaiagLataa aLrer prarara[a daa saraaa air limbah dttea oa slte daa
sltcm off slte di perkotaan, pcrdesaaan daa Larasaa khusus.
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarala air limbah
melalui system on site dan off site secara bertahap baik pada skala perkotaan perdesaan,
maupun kawasal khusus dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah sistem

setempat di perkotaan, perdesaan, kawasan khusus melalui sistem komunal.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarala air limbah sistem

terpusat (off site) di kawasan perkotaan

Kcbdakar 2. Penyedlaaa sarana dan pra3arara sadtasi lingkuagaa
1. Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Pembangunan tangki septic komunal di tinglat desa/kelurahan

KebtJalaa 3. Pengembaogan peraagkat peraturaa perundangan petyeleaggaraaa
pengclolaaa alr liabah.
Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait
penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.



1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan
pengelolaan air lirnbah permukiman; termasuk didalammnya kegiatal pra konstruksi,
konstruksi sampai pasca konstruksi.

2. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan
pengelolaan air limbah permukiman;

3. Menerapkal peraturan perundangan

KebiJakan 4. Penguatan kelembagaaa dan pealngkataa kapasitas persooll peagelotraaa
alr lirnbah pernuLioan.
Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dal operator dalam
penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:
1. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah

permukiman ditingkat masyarakat;
2. Mendorong pembentukaa dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di

daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;

Kebljatrao 5. Peninglratkan Pcra! masyarakat daa duaia uraha/c*asta
dalao penyeleDggaraa! pengembaagaa tlstem pengelolaaa air limbah permukioan.
Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia
usaha/ swasta dalam penyelengg.rrazrn pengembatgan sistem pengelolaan air limbah
permukimal.

Strategi dalam peninglatan peran masyaralat dal swasta, antara lain:
1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya

pengelolaan air limbah permukiman;
2. Membangun kemitraal antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaraaan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Ta-rget pencapaiar pengelolaan air limbah di NTI hingga tahun 2019 diharapkan mencapai
100o/o. Untuk mendukung pencapaian 100o/o Pengelolaan air limbah tersebut mengalami
tarltangan. Diantaranya :

. Pada tahun 2O 15 pengelolaan air limbah baru mencapai 23, 90 7o dimana pengelolaan
air limbah di perkotaan 49,28o/o dan di Perdesaat 17 ,35o/o.

. Masih rendahnya akses SPAL setempat skala kota, SPAL skala kawasan/lingkungan
dan pengelolaan air limbah khusus.

r Rendahnya penyediaan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT, dimana
sampai tahun 2016 baru 2 kabupaten yang memiliki IPLT.

o Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS
. Rendahnya komitmen daerah tentang pendanaan pengelolaan air limbah
o Belum ada/ belum berjalan baik kelembagaan pengelola air limbah di tingkat

perdesaal hingga kabupaten.

Untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan rencana aksi untuk memenuhi l00o/o
pengelolaan air limbah hingga tahun 2Ol9 melalui :

o Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan dal perdesaal hingga tercakupi
IOU/o

. Peningkatan pembangunan akses IPAL skala kota sebanyak 3 kab / kota dan ska.la
kawasal/lingkungan sebanyak 22 kawasal.

o Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan lumpur tinja di 20 kabupaten.
. Peningkatan kesadaran masyarakat
. Peningkatan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah
. Peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM

B. XebtJakaa dan Strategi Pengelolaaa Persampahaa

Kebdiakaa 1. Peogurangan saopah sema&slmal ouagkia dimulai dari sumbernya.
Pcaguralrga[ sampab dari sumberuya merupakaa apllkasl peugelolaaa sampah
paradigma baru yaag tidal lagi bertumpu pada end. ol frPe sgsten . dioa&cudkan



urtuk t[engurargl voluEe satrrPah yalg haru! dlaagkut dan dibuang Le TPA daa
rnemaafaatkan rcma&simal muagLin material yaEg dapat di daur ulang.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recgcle)dan
pengamanan sampah E}3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.

2. Mengembalgkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan
3R.

3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrial & perdagangan.

KebiJakan 2. Peaiagkataa peran aktif oasyarakat dan dunia usaha/swasta t€bagai
mltra petgelolaan.
Untuk meiaksanakan pengurangan sampah di sumber dan meningkatkan pola-pola
penanganan sampah berbasis masyarakat, diperlukan perubahan pemahamai bahwa
masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung
makna kesetaraan. Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan
kondisi kebersihan yang memadai.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui
pendidikan bagi anak usia sekolah.

2. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada
masyarakat umum.

3. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kebijakan 3. Peoingtatan cakupan pelayanan dan Lualitan dstem Pcogelolaa!.
Ting!<at pelayanan yang 4U/o pada saat ini menyebabkan banyak dijr-rmpai TPS yang tidak
terangkut dan masyarakat yang mernbuang sampah ke lahan kosong / sunsai. Banyak angota

-r"yr.ak t yurg tidak mendapatkan peLayanan pengumpulan sampah secara memadai. Untuk
opeiasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi diteta'pkan yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan.
2. Mening!<atkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan.
3, Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan'
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearaJt sanitarg landfll.

Kebdakaa 4. Peagembangan kelembagaan, peraturan daa perundaugaa
Untul operasionalisasi kebijakan tersebut maka strategi yang ditetapkan yaitu:
1. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola.
2. Meningkatkan kine{a institusi pengelola persampahan.
3. Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator,
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.
5. Meningkatkan kualitas SDM.'
6. Menyediakan/meningkatkaa kelengkapan produk hukum sebagai landasan dan acuan

pelaksanaan pengelolaan persampahaa.

pengembangan sistem pengelolaal persampahandi Prov.NTT Targetnya 1o0o/o pada tahun
2019. Untuk pencapain ta-rget tersbut diperhadapkan dengan tantangan sebagai berikut:
. Produksi 5ampah di tahun 2015 sebanyak 2.778 M3 dan yang terangkut 390,68 M3

atau baru 14,060/o
. Masih rendahnya pengelolaan di sumber maupun di pengelolaan akhir, karena hingga

tahun 2015, NTt baru memiliki 6 TPA.
o Rendahnya fasilitas 3R komunal, dimana NTT baru memiliki 4TPST 3R
. Rendahnya kesadaran masyakat dalam membualg sampah sembarangan
. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengeloaaln sarnpah di

daeara.l:
o Rendahnya kelembagaan pengelola sampah

Rencana aksi untuk memenuhi 100o/o pengembangan sistem pengeloaan persampahan
hingga tahun 2O19 melalui :



. 2.538 M3 (80%) sampah terangkut ke TPA
o Penambahan Pembangunan TPA di 16 kabupaten
. Pembangunan fasiltas 3R komunal di 18 kawasan
o Meningkatkan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah
o Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM yang dikhususkan dalam hal

pemeliharaan infrastruktur terbangun
o Menyediakan dan meningkatkan implementasi produk pengaturan pengeloaan

persampahan.

VtSt , terwujudnya Infrastruktur yang menyediakan akses air minum dan sanitasi yarq layak serta
pengurangan luasan kawasan kumuh sampai tahun 2O19 menuju masyarakat NTTyang berkualitas, sejahtera
dan demokratis berlandaskan gotong-roYong
NO: |‐■  MISl ■‐ |■ .   TU」UANI■ |

Misi 1 : Mewujudkan
pemenuhan akses air
minum bagi seluruh
masyarakat NTT

Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas air minum

Terpenuhinya penyediaan air minum layak untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sampai
tahun 2Ol9 dengan indikator persentase
penineil<atan cakupan pelayanan akses air minum

2

Misi 2 : Mewujudkan
pemenuhan akses
sanitasi layak bagi
seluruh masyarakat
NTT

Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas sanitasi layak

Terpenuhinya penyediaan sanitasi layak
(persampahan, limbah dan drainase) untuk
mernenuhi kebutuhan dasan masyanakat sampai
tahun 2019, dengan indikator persentase
peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

3

Misi 3 : Mewujudkan
kawasan permukiman
yang layak dan bebas
kumuh bagi seluruh
golorg,an maeyarakat
perkotaan

Meningkatkan
kualitas perumahan
dan lingkungarr
permukimanyaflg
layak huni

Terpemenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana pendukung menuju
Kota Tanpa Kumuh, dengan indikator persentase
penururra$ luasan permukirnan kumuh perkotaan.

4

Misi 4 : Mempercepat
pembangunan
infrastruktur cipta
kar5za secara terpadu
pada kawasan
tertinggal, kawasan
perbatasan dan
kawasan perdesaan
untuk mengurangi
kesenjangan antar
wilayah

Menyediakan
Infrastruktur
Permukiman pada
kawasan khusus
(Kawasan Perbatasan,
Pulau Terluar &
Perdesaan)

Terpenuhinya ketersediaan SP Dasar mendukung
sksesbilitas kawasan perkotaan dan Perdesaan
(Agropolitan, Minapolitan, Rawart Air, Rawan Sanitasi
dan Perbatasan)

5

Misi 5 : Meningkatkan
kerjasama anta.ra
pemerintah pusat,
daerah, swasta dan
masyarakat dalam
rangka pembiayaan
pembangunan
infrastruktur
permukiman.

Meningkatkan
kemandirian
Pemerintah serta
mendorong kemitraan
dengan masyarakat
dan dunia usaha
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
infrastruktur Cipta
Karya

Terwujudnya keterlibatan pemangku kepentingan,
baik Pemerintah Daerah, Dunia Usaha maupun
Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana untuk
pencapaian target

Tabet 3.8. Ar*h Kebtjakan, StTf,tegt dsn Remca;nrr,'tftsi Penwpalan 70096 Selcf,or Alr *tlwtm

| = 滋 臨 多議貌笏

1

Kebdakaan 1 :

Peningkatan akses
ameut air minum
bagi selurutt
masyarakat di
perkotaan,
perdesaan dan
kawasan
perbatatasan
melalui jaringan
perpipaan dan
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi.

1. Meningkatkan perluasan cakupan
pelayanan SPAM perpipaan dan non
perpipaan di perkotaan, perdesaan
dan kawasan perbata.sarr negara.

2. Mengembangkan sistem produksi
dan distribusi air secara merata
ba.gi masyarakat perkotaan danm
perdesaan

3. Menerapkan pendekatan berbasis
masyarakat untuk perluasan
cakupan akses air minum layak
dan berkelanjutan di kawasan
perdesaan.

4. Memprioritaskan jangkuan
pelayanan air minum bagi
masvarakat beroenshasilan rendah.

o Akses air minum l,ayak NIT
banr mencapa.i 62,72 o/o

pada tahun 2O 15.
o $pmfungsn SR di

perkotaan sebanyak
113.388 SR dan di
perdesaan 63.356 SR

r Tingginya idle capacity
mencapai 1.O45 liter/detik
pada tahun 2O15

o Tingkat kehilangan air
mencapa.i 374,a9 fiter
/detik (29,94o/ol pada
tahun 2O15

o Tingginya kebutuhan air

600/o jaringan
perpipaan darr 4oo/o
jaringan non
perpipaan dimana
cakupan l,ayanan
perpipaan di Kota
74,97o/o , di Desa
6o,30lo dan calmpan
layanan non-
perpipaan di kota
25,O3o/o dan di Desa
39,7o/o.
Target

pembangunan
sambungan rrrmah di

SASA鞭

|“ 1勢 彰



Kebijakan 2 :

Peningkatan
penyediaan air baku
lan pembangunan
sumber-sumber air.

l. Mendayagunakan potensi air
perroukaan maupun air tanah Yang
ada secara optimal untuk
meningkatkan ketersediaan air
baku untuk air mimrm

2. Menunnrnkan tingkat kehilangan
air.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan iddle
caoacitv

baku
Rendahnya komitmen
pemerintah daerah dalam
pendanaan di bidang air
minum, dan
Kondisi eksisting PDAM
pada 22 kabupaten/kota
se NTT dimana ada 5
kabupaten yang non
PDAM, 2 kabupaten yang
masih ditangani BLUD
Provinsi, 3 kabupaten
dalam kondisi sakit dan 5
kabupaten dalam kondisi
kurang sehat.
Wilayah NTT sebagai
provinsi kepulauan
dengan curah hujanyang
minim+tranya4 bulan
dalam setahun yang
mengakibatkan
berkurangnya debit iar.

Kota diharapkan
mencapai i. 194.49
SR dan di Desa t
421.159 SR.

r Tingkatkan
pemanfaatan idle
capacity meningkat
hingga 8,84olo atau
setara dengan 1.880
liter/detik.

r Tingkat kehilangan
aA/kebocoran
menurun hingga 5olo

atau seta-ra dengan
28O liter /detik

o Penyediaan air baku
o Menggali sumber-

sumber pendanaarr
lain dan peningkatan
kapasitas
kelembagaan.

3

Kebijakan 3
Peningkatan
Kapasitas
kelembagan
penyelenggaraarr
pengembangan
SPAM

1. Memperkuat kapasitas Sumber
Daya Manusia di Provinsi maupun
kabupaten/ kota dalam pen gelolaan
pengembangan SPAM.

2. Me-restrukturisasi dan
memeperkuat sistem kelembagaan
pengelolaan SPAM di tingkat
kabupaten/kota hingga
desa/keh-rrahan agar berkelanjutan.

3. Mendorong komitmen Pemda untuk
lebih memprioritaskan
Pengembangan SPAM

4

Kebijakan 4 :

Penyediaan
Peraturan -
peraturan
penyelenggaraan
pengembangan
SPAM
Kehiiakan

1. Menyediakan peraturan-peraturan
pengeloaan dan pemanfaatan air
minum agar terpelihara dan
berkelanjutart

2. Menyediakan peraturan yang
mengikutsertakan pihak
swastasebagai mitra pengelolaan
dalam pengembangan SPAM

5

5. Peningkatan
kemempuan
pendanaandan
pengembangan
alternatif sumber
pembiayaan

1. Meningkatkan kemampuan finansial
internal Penyelenggam. SPAM.

2. Meningkatkan komitmen Pemerintah
dan Pemerirrtah Daerah dalam
pendanaan pengembangan SPAM.

3. Mengembangkan pola pembiayaan
mel,alui Cotporate Socia,l
Respons tD flifgt (CSR).

4. Meningkatkan pendanaan melalui
perolehan dana non-pemerintah,
seperti pinjaman dan hibah dalam
darr hrar negeri, pinjamart
perbankan, Pinjamql non-
perbankan, dan obligasi
perusahaan,

Tahel 3.9. Arah Kdh{akarr., StToltegt dan Relz.co;nrl Akst Pencrlzpala;n O?ri Kwaassn Nufiarh

Menata kawasan
permukiman kumuh
perkotaan dengan
menyediakan dan
meningkatkan
infrastruktur dasa.r
permukiman pada
813,10 HA luasan
kawasan kumuh di 14
Kabupaten/kota yang
telah memiliki SK
penetaPan kawasan
kumuh oleh
Bupati/walikota.
Menangani kawasan
kumuh secara terpadu
oleh sektor Air minum,
sektor pengalnbangan
permukiman, sektor
penyehatan lirqgkungan
dan sektor penataan
bangunan agar tercipta
lingkungan yang
berkualitas.
Menyediakan Sarana dan
prasarana pendukung di
kawasan perbatasan
terutama di 3 PI(SN (

Kalabahi. Kefamenanu

* Tahun 2Ol5 ada L4
kab/kota. yanA
memiliki SK
Penetapan Kaw.
Kumuh oleh
Bupati/Walikota
Masih 8 kab. yang
belum dilakukan
pendataan kaw.
kumuh

* sampai tahun 2016,
ada 7 kablkota
yanS memiliki
dokumen
(RP2KPKP)

* Luasan kumuh
yang sudah
teridentifikasi
sesuai sK
Bupati/Walikota
tahun 2015 adalah
813,1O Ha.

* Sampai tahun
2OL6, penanganan
kawasan kumuh
baru mencapai
160,10 HA. Luasan
ini baru
diintervensi oleh

Dibuatnya regulasi
untuk
pencegahan
terhadap
bertambahnya
luasan kumuh
baru.

Dilakukan
pendataan
kawasan kumuh di
8 kabupaten/kota
yang belum
memiliki SK
Penetapan lokasi
kumuh.
PenJrusunan
dokumen
perenc€rnaan
RP2KPKP untuk
kabupatea-
kabupaten yarry
telah memiliki SK
Penetapan
Kawasan Kumuh
untuk
ditindaklanjuti
Penanganannya.

Penaganan kawasan
kumuh secara

Keblfataa:
Peaaaganaa
permuldman
kumuh pertotaen
menjadi (P/o melalui
uPqra pcolaghatan
kualltas
pcrmuldesr dal
Pencqahan
bertambahnya
kasasan kumuh
banr dl perkotaan
den. dt tnrrasan
Perbatasaa

■ 0 AR‐ |― J―
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dan Atambua) dan 12
Kabupaten Perbatasan
Negara.
Menyiapkan perangkat

peraturan untuk
mencegah bertambahnya
kumuh baru.
Mendorong kolaborasi
multi stakeholder yaitu
pemerintah provinsi,
kabupaten/kota,
masyarakat, swasta dan
kelompok peduli lainnya
dalam komitmen
pendanaan penanganan
kawasan kumuh.

4

5

sektor bangkim
saja. Sektor-sektor
lainnya belum.
Sehingga belum
dapat dihitung
presentase
penanSanannya.

terpadu
semua sektor .

安筋●13.la′ 轟 勒 ぉ
“
ら s"・呼 dan Reacα2α スた翼 財鶴 `響

た機 ,a"`籠 確 m peFtgerO― 耀 r
L,励αJI

masya.rakat terhadap
dan prasarana air limbah
sistem setempat di
perkotaan, perdesaan,
kawasan khusus melalui
sistem komunal.
. Meningkatkan akses
masyarakat terhadap
prasarana dan sarana air
limbalr sistem terpns l (off

Pada tahun 2015
pengelolaan air
limbah baru
mencapai 23, 90 o/o

dimana pengelolaan
air limbah di
perkotaar: 49,28o/o
dan di Perdesaan
17,35o/o.
Masih rendahnya

ska.la kota, SPAL
skala
kawasan/ lingkungan
dan pengeloLaan air
limbah khusus.
Rendatrnya
penyediaan
pengelolaan lumpur
tinja melalui
pembangunan IPLT,
dimana saflpai
tahuo 2O16 baru 2
kabupaten yang
memiliki IPLT.
Rendahnya
kesada.ran

komitmen daerah
tentang pendanaan
pengelolaan air
limbah
Belum ada/ belum
berjaian baik

Peningkatalr
pembangunan
IPAL skala

Pembalgunan
Peningkatan
pengeloLaan
titj. di
kabupaten.
Peningkatan
kesada.ran
masyarakat
Peningkatai
kepedulian dan
komitmen
pemerintah daerah
Peningkatan
kelembagaan dan
kompetensi SDM

Xcb{atal t.
Pcotlglataa st €r
Ptalsratra daa
carar.a alr llmbah
sl3tea on lite darl
dtco off .ite dl
pcaLotaa.tl,
Pcrdelaaalr 'bn
kasa.aa thuar.r.

pengelolaan sanitasi
lingkungan berbasis
masyarakat.

Keb{aaaa 2.
Penyedlaan aeraoa
dan pratara.aa
ssnft$i llngtsungan

Ncb{lataa 3.
Pcogcob.-9.-
Pera.tlgtat p€ratural
Perundargan
peoyeleaggaraarr
pcogclolaalr alr
Urrbat.

peraturan perundangan
yang meodukung
penyelenggaraan
per8elolaan air limbalt
permukiman; termasuk
didalammnya kegiatan pra
konstruksi, konstruksi
sarnpai pasca konstruksi.

. Menyebarluaskan
informasi peraturan
perundaflSan terkait
penyeleoggaraan
pengelolaaa air limbah
permukiman;
. Menerapkan peraturan



kapadt s persodl
pengelolaaa dr
Umbah
pcrrmuldtonn.

permukiman ditingkat
masyarakat;

2. Mendorong pembentukan
dan perkuatan institusi
pengelola air limbah
permukiman di daerah;

3. Meningkatkankoordinasi
dan kerjasama antar
lembaga:

kelembagaan
pengelola air limbah
di tingkat perdesaan
hinga kabupaten.

5

KebiJataa 5.
PeofngEatean
p€ran masYarafat
dan dude
u$he/ swesta
dol,am
penyeleoggaraan
pengemhngan
slstem pengebfaart
alr ltmbah
permuklmen.

1. Merubahperilaku dan
m en ingka tk an pern aharnan
masyarakat terhadaP
pentingnya pengelolaan air
limbah permukiman;

2. Membangun kemitraan
antara pemerintah, dunia
usaha dan masYarakat
dalam penyelenggaraaan
pengembangan sistem
pengelolaan air limbah'

tobel 3.71. At?{ln KefiJalmr4 srllll#,gt d.an Re,rrc{'r.o- Aksl Pe,I.(npojl,ln 7OO% Slstem Pengelolaan

?ersamPahsrt

2.538 M3 (80o/o)

sampah
terangkut ke TPA
Penambahan
Pembangurran
TPAdi 14
kabupaten
Pembangunan
fasiltas 3R
komunal di 18
kawasan
Meningkatkart
kepedulian dan
komitmen
pemerintah
daerah
Meningkatkart
kapasitas
lasl6pfoagaan dan
SDM yang
dil*rususkan
dalam hal
pemeliharaan
infrastrulrtur
terbangun
Menyediakan dan
meningkatkan
implementasi
produk
pengaturan
pengeloaan
persampahan.

Produksi samPah
di tahun 2O 15
sr.barryak2.778
M3 dan yang
terangkut 39O,68
M3 atau baru
14,060/o
Masih rendahnYa
pengelolaan di
sumber maupun
di pengelolaan
akhir, karena
hingga tahun
2O 16, ITITT baru
memiliki 8 TPA.
RendahnYa
fasilitas 3R
komunal,
dimana NTT
memiliki 4TPST
3R
MinimnYa
fasilitas
pengolahart
sementara
sampah, dimana
NTT baru
memiiliki... TPS.

Rendahnya
kesadaran
masyakat dalam
membuang
5ampah
sembarangan

o RendatrnYa
komitmen
pemerintah
daerah dalam

I mendukung
pengeloaaln
sampah di
daearah
Rendahnya
kelembagaan
pengelola
sampah

1. Meningkatkan Pemahaman
masyarakat akan uPaYa 3R (Reduce'

R eus e-R e cg eJe ffan Pengamarlan
samPah 83 (Balmn Buangan
BerbahaYa) mmah tangga'

2. MengembangkandanmeneraPkan
sistem insentif dan disinsentif dalam
pelaksanaan 3R.

3. Mendorong koordinasi lintas sektor
terutama Perindustrian &
perdagangan.

Kebijakan 1. Pengurangan
sampah semaksimal
mungkin dimulai dari
sumbernya Pengurangan
sampah dari sumbernYa
merupakan aPlikasi
pengelol,aan sampah
paradigma baru Yang tidak
iagi bertumpu Pada end of
pipe sgster4 dimaksudkan
untuk mengurangi volume
sampah yang harus diangku
dan dibuang ke I?A dan

I memanfaatkan semaksimal
mungkin material Yang d

1- #rlin$atkan Pemahaman
tentang Pengelolaan 5amPah
seiak dini melalui pendidikan bagi
anak usia sekol,ah.

2. Menyebarluaskan Pemahaman,
tentang pengelolaan persampahan
kepada masyarakat umum'

3. Mendorong Pengelolaan 5amPah

Kebijakan 2. Peningkatan
oeran alrtif masYarakat dan
iunia usatra/ swasta sebagai
mitra pengeloLaan

i. optimatisasi Pemanfaatan
prasarana dan sarana persampahan'

2. Meningkatkan cakupan pel'ayanan
seca.ra terencana dan berkeadilan'

3. Meningkatkan kapasitas sarana
persamPahan sesuai sasaran
pelaYanan.

4. -Meningkatkan kualitas pengelolaan

Kebijakan 3. Peningkatan
cakupan PelaYanan dart
kualitas sistem Pengelolaan'

- M."i"gk"tkr"=tatus dan kapasitas
institusi Pengelola.

2. Meningkatkan kinerja institusi
pengelola PersamPahan'

. Memisahkan fungsi/unit regulator
dan oPerator.

. Meningkatkan kerjasama dan
koordinasi dengan Pemangku
kepentingan lain.
Meningkatkan kualitas SDM"

M e ny e d i ak an / E enirrgkatkarr
kelengkapan produk hukum sebagai

landasan dan acuan Petraksanaan
pengelolaan Pers'm Pahan.

Ketrijakan 4. Pengembangart
kelembagaan, Peraturan
perundangan



3.4. ARA}I PEITGEMBANGAIT I(ABUPATEIT/ KOTA

AraL Pengembangan kabupaten/kota menurut RTRW Provinsi NTT tahun 2OIO-2O3O
dipriotitaskan pada arah pengembangan sistim perkotaan dal arah pengembangan pada
kawasan strategis.

Adapun rumusan arah pengembangan kabupaten lkota tersebut adalah :

3.4.1. Rencara Pcrgembargar Sistern Perkotaan di Provtast ltTT
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan di Provinsi NTT meliputi:
a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah

Provinsi NTT.
b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di

Kabupaten Sild<a
c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di

Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di
Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Ba.rat.

d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bqiawa di
Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di
Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di
Kabupaten Nagekeo.

e. PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba'a di Kabupaten Rote
Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota trwoleba di Kabupaten Lembata, Kota
Katabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota
Borong di Kabupaten Manggarai Timur

f. PKSN terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor'

3.4.2. Rencara Pergenbergan Pada Kasasarr Strategis Prosinsl NT"T

3.4.2.1. Kawasan Strategis darl Sudut Kepentlngan Pertumbuhaa Ekonomi
a. Kawasan strategis nasional kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPgt) Mbay
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi daratan yang meliputi:

1.. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan I yang
terdiri atas:
a. Kawasan Noelrnina;
b. Kawasan Benenain;
c. Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

2. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangal II yang
terdiri atas:
a. PKNp Maumere;
b. Kawasan Nebe - Konga;
c. Kawasan Nangaroro - Mautenda - Waiwajo;
d. Kawasan Mbay;
e. Kawasan Wae Ja'nal - [,embor;
f. Kawasan Industri Maurole.

3. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratat pada Wilayah Pengembangan III
yang terdiri atas:
a. PKNp Waingapu;
b, Kawasan Waikelo;
c. Kawasan Walokaka - Anakalang;
d. Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur.

4. Kawasan daera}l terbelaka-ng yang meliputi:
a. Sub Kawasal Pesisir, yang terdiri atas kawasal Lembata Selatan, A1or, Selatan

Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote Selatan;
b. Sub Kawasan Pedalaman yang terdiri atas kawasan Timor Utara, Timor Selatan,

Lembata Tengah dan Timur, Sumba Timur, Gizing dal Pota;
c. Sub Kawasan Pulau - pulau kecil yang terdiri atas kawasan Semau, Palue, Babi,

Ndao, Kepulauan Alor dan Pantar dan gugusan pulau di Maaggarai Barat.



3.4.2.2. Kawasan Stf,ategts darl Sudut KePertlrlgar Soslal dal Budaya
a, Kawasal Larantuka di Kabupaten Flores Timur; dal
b. Kawasan wanokaka di Kabupaten sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

9.4.2.5. Kawasan Strategls darl Sudut Kepentlngaa Ltngkungan Htdup
Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
Kawasan Kelimutu di Kabupaten Ende;
Kawasan Riung di KabuPaten Ngada;
Kawasan taut Sawu dan sekitarnYa.

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

9.4.2,4. Peaetapan Karasan Strategis dari Sudut Pandang Lainnya
Kawasan strategis lainnya yang terdapat di Provinsi NTT adalah berupa Kawasan
pendukung Stra:tegis peibatasa, sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional

perbatasari darat da, laut dengan Negara Timor Leste dan Australia, meliputi :

..K"*."..'RoteBaratdiKabupatenRoteNdao,sebagaipenunjangPulauNdana;
b. Kawasaa Sabu Raijua di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai penunjang Pulau Dana;

c. Kawasan Baing (Kawasan Mangli) di Kabupaten Sumba Timur sebagai penunjang

pulau Mangludu;
d. 'K;;;; ffifoang - Miomafo (Noelbesi) di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara,

sebagai Penunjang Pulau Batek;
e. Kawasan Alor

3.5. I(ERANGT(A REGULASI

Kerangkaregulasidiarahkanuntukmemfasilitasi,mendorongdan'mengatur
perilaku penyelenggaraan pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka

;;;;";i;;"r"t[r, roo_'o_ro0. 
"Kerangla regulasi itu dapat berupa undang-undang,

peraturan pemrintah, p"."t i.t Preside]n, Ins-truksi Presiden atau Peraturan Menteri
-p;t"rj;r,, 

Umum da,, perumahan Rakyat serta regulasi prodrrk kabupatenlkota.

Regulasi_regulasi yang sudJ ada dall se-mentara berlaku di tingkat nasional, provinsi

dai k"bupat"n / kota, diuraikan pada tabel 3' 12

Meskipun peraturan-peraturan yang dimiliki provinsi darl kabupaten/kota terkait AM'

3""i-tJ"ia"i, t"muh sudah aJ", "r-""" 
ta"* berjalan maksimal sesuai vang diharapkan'

Bahkan aturan-atura.n 
'vu-g 

""a"r, 
itu belum sepenuhnya menyentuh persoalan-

persoalan Yang dihadaPi sePerti :

o Belum ada aturan atau salsksi dari pemerntah terkait pengelolaan air minum,

pengelolaan sanitasi
o Belum ada aturan tentang pencegahan bertambahnya kawasan kumuh baru

o Belum ada kebijakan atau kerjasama yang mengikat dunia usaha dalam sistem

pengelolaan aii minum maupun sanitasi
. i<r.Iog SDM dan partisipasi pemangt<u. kepentingan didalam membuat suatu

produk/aturan yang mengikat teikait pengelolaan air minum dan sanitasi'

Untuk memecahl<an persoalan mendesak dan memperkuat fungsi pengaturan dalam

;;;;;4""g pencapaian ""*"tt 
gerakan 100-0--100 Prov' NTT yang juga adalah sasarar

;;;i;;, m1i<a per.ngkat peraturan yang perlu diusulkan antara lain :



Tabet 3.12. {Isutsn Perantgkot Peturtuln Terkqlt Pencapo.ltr;n Cxeru,F,an ,OO-O-7OO 
"rululnst 

NT"

Pcrda JAKSTARDA

Jal(ra daeratr yg disusr.rn sesuai
potensi ygada di kab/kota,
termasuk Penyertaan modal ke
PDAM dlm mengelola AM Pa.sca
konstruksi

PU

Perda
Perlindungan
Sumber-sumber Air

Perlindungan MA+Aset Air Minum &
Status Kepemilikan Sumber Air,
lnfrltrasi Air (Air tartah)

BPSPAM

Asosiasi BPSPAM
Penanganan Air
Minum Perdesaan

Program AM dan Sanitasi di Desa
vane dimasukan dalam RPJM Desa

Pel・des BP SPAM
Meningkatkan kemandirian desa
dalam pemeliharaan SPAM

Kepala Desa dgn unit
terkait BPD Tahun 2O l7

Perda Pendirね画 PDAM
Peningkatan pemenuhan kebutuhan
air minum bagi masyarakat

Bupati dgn unit tcrnt
PII&PDAM Tahun 2017

Pcrda,Perbup,SK
Pencegahan dan
Penanaganan
kawasan kumuh

Perrgentasan Kawas,an Kumutr;
Mengatur Kawasan Permukiman;
Peningkatan kualitas permukiman,
penceagahan bertambahnya kumuh
bafl-l

PU dgn llnit terloit

keschatal■ &BLH Tahun
2017

Perbup BG,IMB,TABG,SLF
Meningkatkan kepatuhan bangunan
di masyarakat

DiFlaS CK&TR dgn llrut
trkait Lintas Scktor
Tahun 2016

|■   ■||  |||  || ■ ■ ■ |  |■  ‐| |||||

Perda/Perbub
Peningkatan
Pelayanan Sanitasi

Meningkatkan akses sanitasi serta
tumbuhnya kesadaran masyarakat
ttg adanya aturan yg mengikat

Dinas CK dgn unit terkait
Lintas Sektor Tahun
20t6/2017

Pcrdcs Organisasi Sanitasi
Adattya Organisasi Pengelola Sanitasi
dan pemeliharaan sarana sanitasi
berkelanjutan

Kepala Desa dgn unit
terkai BPD Tahun 20 17

Pcrbup Pengelolaan $amPah

Pengelolaan sampah dari hilir
(pemilatran, pemarrfaatan kembali,
pengangkutan) sampai pada (sampai
Demroseszrn akhir di TPA @ulu| 

-

BLHD

Kerangka regulasi yang diusulkan ini mempertimbangkan regulasi yang sudah ada, dan

melenlkapi kebutuhan regulasi yang belum diatur, maupun untuk perbaikan bilamana

regula;i Vat S ada belum optimal dalam mencapai tujuan/sasaran pembangunan'

3.6. KERANGI(A I(ILEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan ini diperlukan untuk mengarahkan tugas dan fungsi pengeloaan

en4, SLitasi dan K"*""rrr Kumuh agar berjalan lancar dan tertata dengan baik.

Diantara Z2l<abupaten/kota di NTT, ada beberapa kabupaten yang sementara memproses

struktur organisasinya sesuai kebutuhan regulasinya'

Melihat struktur kelembagaan yang ad.a, sebenarnya sudah ada biidang atau seksi yang

menangani AM dan sanitasi namun belum berjalan baik dan maksimal. Demikian juga

dengari kelembagaan yang menangani kumuh hampir tidak ada kecuali penanganan

hunian.

Beberapa permasalahan kelembagaan yang ada di kabupaten /kota' terkait pengeloaan AM,

sanitasi dan penanganan/pencegahan kumuh, sebAgai berikut :

影 鰊 penan「nglaWabrTah■
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. Belum maksimalnya/ belum ada sistim kelembagaan di tingkat desa (SAB/SPAM)
yang mengatur pengelolaan air bersih (air minum) dan sanitasi

o Belum terpikirkan kebijakan atau regulasi yarg jelas melalui pihak swasta atau
investor

o Belum maksimal koordinasi tingkat SKPD didalam penetapan kebifakan/ sistim
pengelolaan air limbah dan persampahan

. Belum seragErmnya sKPD yang mengangaani infrastrulrtur ke-ciptakaryaan

. Fungsi operator dan regulator belum dilakukan secara proporsional

. Masih sangat terbatas SDM yang terkait pengelolaan
o Terbitnya Fp No.fg Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengakibatkan

terjadinya perubahan lingkup SKPD tingkat kabupaten dan provinsi'

Melihat akan permasalahan - permasalahan diatas, maka diusulkan untuk tidak
membuat strukiur organisasi yang baru melainkan memperkuat struktur organisasi yang

,rJJ 
"a" 

a""g t *il"t k n."it rktu.i""si atau optimalisasi dengan menanbah fungsi

sesuai kebutuhan.

penambahan fungsi dimaksud dengan cara melengkapi seksi-seksi terkait. AM, Kumuh

dan Sanitasi. Selain itu menambah point tentang pembinaan dan penataan infrash'uktur
p"""" f.o""t "ksi 

untuk aA minum, limbah, sampah serta pembentukan kelembagaan

pengeloaa-n tingkat masyarakat di desa'

Restrukturisasi kelembagaaa terkait gerakan 100-0-100 di Provinsi NTT diusulkan sebagai

berikut :

Tabel 3. 13. vsttl.Jifl ,rer{r,I.gk., Nelcr'&r,go.(rra

AIRMINUM      I

1
2017

2 Per“s BP SP劇 2017

3 UPT dl KecAmatal■
2017

4
2017

5 1 2017

2017

PENANGANAN
KUMUH

1
2017

2
2017３

一
４ Srrtimafiiasi Peran BKPRD 2017

5 POtta PK'(C●恒 Karyal 2017

6
an&nw

RIШ u…
2017

7 1聯Ⅷ 酬

'pOttaRngelolaan ll Potta

2017

1  2017

SANITASI

1

2

3 …

     (Cη ,POtta AMPL BP―
S血 惚 工 :

nes=aノ Kel
2017

2017

4 persamp…
2017

こ
υ

2017

6
2017



Tabel 3.14. Usulan Kerangka Kelembagaan Kabupaten/Kota

1
Sumba
Barat

Air
Minum

Perda PDAM PDAM 2017

BP SPAM BUMDES Perdes 20■7

Kumuh SK Bupati/Perbub/Perda POkia/kemba‖ kan ke PU 2017

Sanitasi Perda Sanitasi POkia 2017

2
Manggarai
Timur

Air
Minum

Saat   ini   BLUD′    SPAM′
kewenangan terbatas sehingga
pelavanan tidak optima:

PDAM(lbu Kota Kabupaten dan

lKK′ sedangkan Desa diatur

tersendiri

2017

Kumuh
Belum ada Lembaga Pengelola

Khusus

Pokja Perumahan & Kaw

Permukiman
2017

Sanitasi
Belum ada Lembaga Pengelola

Khusus

UPT pada DPU (CK), Pokja AMPL;

BP-Sanitasi : Desa/Kel
2017

3 Nagekeo

Air
Minum

Masih berbentuk 3LUD

1. Perda

Pembentukan/pendirian PDAM
2017

2. Kelembagaan di tingkat Desa

sesuai dg karakter daerah

Kumuh
Belum ada kelembagaan di

kabupaten

1. Pembentukan Pokja PKP 2016

2. Optimalisasi peran EKPRD

Sanitasi
Belum ada kelembagaan di

kabupaten sampai desa

Dikembalikan ke kabupaten
masing2 utk pembentukan

kelembaqaannya

2017

4 Rote Ndao

Air
Minum

PDAM 2017

Kumuh Pokia pKP(Cipta Karva) 2017

Saniatsi Bentuk Kelembagaan Perdesaan
Kelembagaan Pokja di bawa

Ciota Karva
2017

5 Kab.Kupang

Air
Minum

Belum adanya dasar hukum Yang
mengatur BP SPAM di Desa

PDAM utk Kota Kabupaten.

UPT di Kec,dan di Desa BP

SPAM(dgn Perdes)

2017

Kumuh Belum ada SK Kaw. Kumuh
Perlu adanya SK Pokja

Perumahan & Kaw Permukiman
2018

Sanitasi

Belum adanya Lembaga Teknis
yg menangani masalah
persampahan yaitu

oensanskutan & Pengelolaan

Perlu adanya Lembaga khusus

masalah persampahan &
Pengelolaan Persampahan

2017

6 TTU

Air
Minum

1.Perkotaan:Penge!olaan oleh

PDAM
2017

2. Perdesaan : KonseP BP SPAM

namun tidak berjalan krn

koordinasi diTk. Kab msh lemah

1.AMPL difungsikan kembali,2.

BP SPAM dibuat SK Bupati:3.

Pembentukan UPttSPAM di Tk

Kec.Di PU/CK

2016/

2017

Kumuh Belum ada Badan Pengelola

Pembentukan Badan/tim Pokja

Pengelolaan Kaw Kumuh diTk
Kab.

2017

Sanitasi

Koordinasi Antar lnstansi Yg

berkecimpung dlm sanitasi msh

kurane/lemah

Penguatan Pokja AMPL 期
２。．７

7 Alor′ Ende′

Air
Minum

1.SDM terbatas
1. Solusinya buat pelatihan utk
oeneelolaan air baku

2017

8
Manggrai
Barat

2, Pendanaan terbatas 2.SPAM Regional 2017

9
Sumba
Tangah;

3. Perlu restrukurisasi PDAM
3.UPTD AM dikab Sum ttengah

diarahkan ke BLUD
2017

4,penge:o:aan diPDAM
4.Badan Usaha Milik Desa lBP

SPAM)
2017

10 Lembata Kumuh
1. Tdk perlu adanya lembaga

independen
1. Tidak perlu ada lembaga baru 2017

鰺 KABUPATEN 郷 縣



2.Di usu:kan ke PU

2. Perlu suatu
badan/SKPD/setingkat Eselon ll

yg menangani lintas sektor

Perkuat yg sdh ada ke Pokia

AMPL

Regulasi-regulasi yang sudah ada berkaitan dengan RAD 100-0-100 antara lain:

Tabel3.15" Regutasi-Ftegulast Terkatt Air ilIlnum, Sro;ntta'si dan Kumxh

巧記F「TT¬的朧Ю嗅|■EC●韓●11■ |

1 UU No.17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN)

[ewujudkan Pembagunan yg merata & berkeadilan
Percepatan infrastnrktur
Ketersediaan infrastmktur dasar
Tereoenuhinva kebutuhan hunian

UU No.20 Tahtm 2011 f{rrmsl Susun
embinaan, percncanaan pembangunan' penguasaan'
pemilikan, pemanfaatan, pengelolaan' peningkatan
kualitas.

3 UU No.28 Tahlln 2002 Bangunan Gedung

@ terciptanya ruang luar
BG dan Amanat green building
BG cagar budaYa
Fasilitas & Aksesbilitas bagi penyandang cacat dan
traniut usia

UU No.26 Tallun 2007 Penataan Ruang
nfrastruktur AM, AL, $amPah
3o9lo RTH dari luas wilaYah kota

UU No.23 Tal■ ■ln 2014 Pemerintatr Daeralt

@kebutuhandasar
Bid.PUPR
Pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai SPM

Kewenangan Pemerintah Pusat mengembangkart
sistem petmukiman secana nasional, lintas prov dan

kablkota.

6 PP No.36 Tahlln 2005
PP No.26 Tahun 2008

Peratllran R31akanaan UUBq
p* TAte Rrrans Wilavah Nasional

7

8 PP.No.88 Tahun 2014
Pembinaan PenYelenggaraan
Pemmahan dan Kawasanf ermq!!q44-

No 191 Tahun 2015 Pensusahaan SDA

10 Pcrprcs No.67 Tahun 2005
Ke{"sa-" Pe-"r'i.tah dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur-

Pcrpres No.81 Tahtln 2010
Grand Dcsign Rcfo品 asi Birobtti

2010-2025

Pcrpres No.61 Tal■lln 2011
Fen 

"n" 
et 

"i 
Nasional Pem-urlnan

Emisi Gas Rumah ltgsa 
--

13 Pcrprcs No.2 Tttlln 2015
R"r"an" P.*bangunan Jangka
Menensah Nasional Tahun 20 15-2O 19

14 PerDreS No.15 Tahlln 20垣 Kementrian PU dan PR

15 Perpres No.38 Tahlln 2015
Kerjasama Pemerintan dengan batrau
Usaha dalam Penyediaan In@-

16
PcHlllen PU No.
D6ノ PRTノ Mノ 2007

Pedoman Umum Rencana Tata
Ransr rnen dan Linskungan

17
PcnIIcn PU No.
45/PRT/M/2007

P"d.-rn Tet n" P"mbangr:nan
Bansunan Negara

18
Pcrmen PU No.
24′PRT/M/2000

Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan
Ranaunan Gedune

19
Permen PU No.
t(>lPR"l'lMl20Jo

peaourarr'fclrrris Perneriksaan Berkala
Ransunan Gedung

20
lperFnen PU No.
1/PKr/M/2014

SeM nidang Pekcrjaan tlmum dan
Penataan
Ruang

l'cttmcn IDtJI・ R No.

02/可ご/M/2015
Bangunan Gedung l{iiau

Rralcrl PIJPR No
03/1RT/M/2015

¨ iS Rnggurlttan Da■ la

Alokasl Khuslls
Ridang LttnstロュktlI・           _

23
PerFIICn lDIJIR No
15/P'『/M/2015

C)rganisasi dar I'ata Kerja
Kernenteliarl
t)ekerjaan tlmum dan Pen:maharl
I?akvrt

辮0,
薇 珍 晰

‐
11111111:li:|li:

2017

Sanitasi 2017

ｍ

ｒ

・ｌｎ

Ａｉ

Ｍ

Kelembagaan PDAM di

Perkotaan
2017

Kelembasaan Perdesaan di Desa 2017

:多%グ,夕Ⅲ■ク″
`″

■り影撃型レ′
=多
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24
た rnlCFl PU No
34/HでT/M/2015

)rganisasi da-n Tata Ifurja trnit
)elaksana Teknis
Kementetian Pekerjaan Urnttm dan
Perurnalmn Rakv-at

25
PcI■lendagFi No.57 Tahun
2010

Starrdar Pela-r,anan Perkotaart

26 Perda No.01 Tttlln 2011
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
NTT

27 Perda No.01 Tahlln 2014
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah NTT

28 Perda No.10 Tahun 2000
StruIftur Oerganisasi PU dan
Pertambangan Energi Kab. Sumba
Barat

29 Pcrbub No.51｀ ahun 2012 RAD Kabupaten Kupang

30 PP.No.122 Tahlln 2015 Penvelenssaraan Sistem Penvediaan AM

1 Pcrorcs No.185 Tahtln 2014 PerceDatan Penyediaan AM dan Sanitasi

32
Rrlllen PU No.
18/PRT/M/2012

Pedornart Peml-rinaan
Pen;-r:lenggaraan
Pengr:mtralgan Sistern Penyediaan Air
Minr;m

33
PerluenPtJNo.
LSlPRT/M/2or3

Kebijakan datt Strategi Nasional
Perrgemtralgan
Sisl.ern Penyediaanr Ail Milrtlrt

34
〕rlncn PU No.
5/PRP/M/2014

Proserlur Operasional Sta:rctar
Pengelolaan
listr:nr Penvediaan Air Mintrm

35
Peraturan Menteri Kesehatal
RI Nornor
192 | Menkes | ?et / lY / 20 LO

rcntang PCl、 yaにlta
Kllditas Air MinuFn

36 Pcrda No.3 Tallun 1998 PendiHan Pcrusallaan AM Kab.TU

37 Perda 21 Tahun 2007

Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah AM Tirta
Cendana Kab.'ITU

38 Perda No.7 Tahlln 2008
pembentukan Organisasi Perusahaan
dan Tata Keria PDAM Kab.Belu

39 Pel・da No.1l Tahun 2006
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
PDAM Kab. KuPang

40 Pcrbub No.5 Tahun 2007

Xlasifikasi Pelanggan, Penetapatan Ta-rif
Dasar AM, BiaYa Administrasi dan
biaya tainnYa serta sanksi Pada
nerrrsahaan daerah AM Kab.TfU

41 ub No.01 Tal■un 2015
Perubahan atas Peratu-ran Bupati Belu
No.O3 tahun 2010 tentang Penetapan
Torif AM neda Penrsahaan Daerah AM

４２

一
４３

一
４４

一
４５

Perttb No.10 Tal■ lln 20 12

Pcrbub No.239/KEP/HK/2014
Pcrda No.02 Tahun 2015
Perda No.13 Tahlln 20 14
つOI・Ho Nn 01 Tnhlln 2015

PL―BM ProV.N`I'I｀

ぜ Air Minum PDAM Kib Kupallg
lPL― BM Kabupaten Sumba Tinllr
iPL― BM Ende
:PL Kabupatcn Sikka ________

一行 Perbub No.19 Tahun 2011 1面 AMPL Kabupatcn Alor

48

Pemda menutup TPA OPen dumPing
Penselolaan sqmoah rumah tanqga dan se.ienisnya49 LrtI No.18 Tahun 2008 Pengelolaan SamPfr

50 PP.No.81 Tahun 2012
Pengeloaan Sampah Rumatr Tangga darr
Samoah seienis Rumah Tangga

51
Pcurlen PU NO.
21/PR「/M/2006

Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pers m oatran IKSNP-SPP)

Rornan PIJ No 03/1蟹 1/M/2013

itrryehnggaraart Pra,sarana.dar: Sarana

fursarnpalun rlalarn Ftnangpnal Sanrpal:

Runratr Tarrgga dan Samph Seje"rris Rrrmalt
lhnom

53 Perda No.9 Tallun 2011 R31五busi」 asa UmuIIII nb.Bclu tr:ran Sampah

54 Perda No.6 Tahun 20 12
Retribusi Jasa Umum , strulctur dan
trserrrva tarif rlmum Kab. MaTaka

1u1s11 gqmpa.l'
55 Perda No.13 Tttlln 20 16

56 Pcl・da No.04 Tahun 2011

eerryetenggaraan Pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan SamPah Sejenis
Samoah Rumah Taneea Kota Kupang

57 Perda No.03 Tal■ lln 2011

Fenyelenggaraan Penangarran Sampah
RI dan $ampah Sejenis $amPah RT
Kota. KuDans

58
Permen PU No
16/Hご/M/2008

Kebiiakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Iimbah Permukiman (KSNP-SPALP)

59 Pcrbub No.14 Tahlln 2o14 Pelaksanaan STBM KabuPaten Alor

60
hstmksi Bupati No.Bap.01.‐ 2

/卿 ノ73/2011      _
Pclaksanaan Proram sTBM Kab■lpaten

rrty                            __

鸞



Insttuksi Bupati No.Bap.02.3

/48/02/2012
Pelalsanaan Program STBM Kabupaten
ms

instruksi Bupati No.03 Tahun
2013

Pelaksanaan Program STBM Kabupaten
Kupang

33
instruksi Bupati No.
D50/BAP/136ノ 05ノ 2014

PeLaksanaan Program STBM Kabupaten
Yoada

54
instmksi Bupati No.
Э50/189/BAP― SR/Ⅸ/2014

Pelaksanaan Program STBM Kabupaten
Sabrr Raiirra

55 DRAINASE

56
PcrIIlcn PIJ No.

12ノ PRT/M/2014
Penyelen ggaraart Sistem Drainase
Perkotaan

57 UU No,lT」■lln 2011 Perumalun & Kawasan Permukiman

?enyelenggaraan penrmahan dan kawasan
permukiman; pencegahan & peningkatan kualitas
pemukiman kumuh; pendarraan & pembiayaan; peran
masyarakat
Penanqanan permukiman kumuh

58
SII l)irektur.Ielderal Cipta
Iiarya

Model Peraturan l)aerah tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualita.s
Terhadap Perumahan }(umtrh dan
Pennukiman Ktrmuh

69 Pergub No.1l Tahun 2015
Pcmbangllnan Pcmugaran Pcrumahan
しil■ttmgan Dcsa/Kelurahall Terpadu
rP2LD■

70
SK Bupati No.PU.
600/3.009/Ⅵ I1/
2014

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Sumba Timur

71
SK Bupati No.
KEP/HK/508/2014

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Sumba Barat

72

SK Walikota No.
220KEP/HK/20 14 dalll No.93
Dノ KEP/HK/2016

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kota Kuparrg

SK Bupati No.
189′KEP′HK/2015

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Timor Tenqah Selatart

74
SK Bupati No. 352 Tahun
2014

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Timor Teneah Utara

75
SK Bupati No.206
KEPノHK/2014

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Alor

76 SK Bupati No. 473 Tahun2014 Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabuoaten Lembata

77
SK Bupati No.110 Tahun
2015

Penetapan Luasart Kawasan Kumuh
Kabupaten Flores Timur

78 SK Bupati No.257/HK/2014
Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Sikka

79
SK Bupati No.431
KEP/HK/2014

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Ende

30
SK Bupati No.278/KEP/PU/
2014

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabrrnate-n Nsada

SK Bupati No.197/HK/2014
Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Mangga.rai

SK Bupati No.
171/KEP/HK/2015

Penetapan Luasan Kawasan Kumuh
Kabuoaten Maneearai Barat

鱚



1 Kota Kupang
PP Daerah Kota Kupang No 23

Tahun 2003

Dinas PU Koh Kupang

sbg

lnshnsi teknis

Pemerintah Kota Kupang

Tehnik Penyehatan Air
Bersih

0 Pemehan dan
perencanaan

0 Peyehatsn Lingkungan

u Air Bersih

Sanitasi&Ar

Bersih

Perda No 13

Tahun 2011

Dinas

Kebersihan

dan
Pertamanan

Sampah

Kabupaten Kupang

Perda No.05 Tahun 201l tetang

Pembentukan Organisasi dan

tata Kela Dhas‐ dlnas Daerah

Dinas Pekajaan Umum

& Paumahan Rakyat

0 Perumahan &
Permukinan

a Bid. Tah Pertotaan &
Perdesaan

I Permukian & Perumahan

I Bina Tehnik &

Pengembangan Perkotaan

dan Pedesaan

! Penahgunaan Prasarana

Perkohan & Pedesaan

0 Jasa Konstuksi

Permukiman, Air

Minum
BLHD Sampah

TTS

Perda No.12 Tahun 201't

tenhng Pembentukan

oganisasi dan Tah Kerla

Dinasdinas

Dinas Pekerjaan Umum Ciph Karya I Perumahan dan Air Bersih
0 Kebersihan dan

PerEnanan

Ah Besrsih,

Pemukinan &
Sampah

4 TTU

BELU

6 MALAKA
7 ALOR Perbup No 59 Tahun 2014 Dinas Pekeriaan Umum BLHD Sampah

LEMBATA
Dinas Permukiman dan

Prasarana Wilayah

Prasarana dan Sarana

Perumahan serta
Perganbangn Wilayah

0 Pengembangan,

Peningkahn Kualihs
Prasarana Permukiman &

Tah Ruang

I Perijinan, Pemelihaaan
dan Pengauasan bangunan

Air Minum,

Permukiman

Kantor

Kecamatan
Sampah

FLOT!M
Per& N0,15 Tahun 201 1

tenhng Susunan Orgnisasi
Dinas PU,Pertambangan

dan Energi
Ciph Karya

tl Permukiman

I Penahan Ruang

il Penyehatan Linqkunqan

Pemukinan BLHD Sampah

N 隕



Dinas PU, Perbmbangan &

Peningkabn Kualibs
Prasarana Permukiman dan

Penahan Ruang

;t Periiinan, Perneliharaan

dan Penga',Esan

Prasarana dan Sarana

Perumahan serh
Pengembangan Wilayah

Dinas Permukiman &

Prasarana Wlayah

I P€rnbangunan Gedung

dan KavESan Pemuklnan

il Sanitasi Permukman

Permukiman dan

Bangunan GedungDinas Pekeriaan Umum
Perda No 07 Tahun 2009

1entang Stuk仙「 Organisasi dan

tata Kerla Dmas‐ Dhas

Perda No 04 Tahun 2008

Pengembangan Wilayah

t Pengembangan &

Penyehahn Lingkungan

it Penahan Bangunan &
oinas Pekeriaan Umum

10 1 SIKKA _____――

ENDE

13 NAGEKE0

Dinas Pekedaan Umum
Pemukhnan dan

Penahan Ruang

3 Bangunan & Permukman

0 Prerana AM &
Penyehatan Lingkungan

MANGGARAl

BLHD Sampah
Cipta KaryaMANGCARAl

BARAT

ａｎ

Ｄ

‐ｈ

Ｈ
Ｄｉｎａｓぃぃ

Sampah

17 suMBA TIMUR

BLHD sampah

18 SUMBA TENGAH



SUMBA BARAT Perda No 10● hun 2000
Dinas PU &
Perhmbanoan Energi

BLHD Sampah

SUMBA   BARAT
DAYA

Role Ndao

Perda No 5 Tahun 2009 1entan9

smk仙「 organisasi dan Tala
K"a Dinas‐ Dhas Daerah

Dinas Pemukiman dan
Prasarana Wilayah

Cipta Karya

I Pembangunan

Pemukinan dan Tah
Ruang

o Peningkahn Kualihs
Perumahan dan

Permukinan

Ter-include

SABU RA」 UA

Perda No 16 Tahun 2011

1entang OrganisaS&Tata Kerla

Perangkat Daelah Kab Sabu

mりua

Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat,
Pertambangan dan
Energi

0 Perumahan Rakyat

0 Pengairan

I Survry & EvaluasiTeknis
Tah Koh & Pefinukinan
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4. TARGET KII{ER.'A DAN XTRANGKA PEITDANAAIT

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menjabarkaa
sasarErn pembangunan kawasan permukiman yang menjadi prioritas, adalaft 56foagai
berikut:

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan mertjadi O persen
melalui penzrng.man kawasan permukima-n kumuh seluas 38.431 hektar,
peningkatan kualitas pemukiman perdesaan seluas 78.384 Ha, peningkatan
kuatitas permukimal khusus seluas 3.O99 Ha, iokubasi 1O kota baru dan
peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

2. Tercapainya 1OO persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia
yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan
balr:. (sttpplg srde/, peningkatan efisiensi layanan air minum (demnnd side) den
penciptaarr lingkungan yang kondusif (enabling enuironment).

3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum dilakukan mela-lui :

a. fasilitasi SPAM PDAM yaitu bantuan program PDAM menuju l0@/o PDAM
Sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 5.700 kawasan,

b. fasilitasi SPAM non-PDAM yaitu bantuan program non-PDAM menuju 10oolo
pengelola non-PDAM sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 1.400
kawasan. Sedangkan pembangunan baru dilakukal melalui :

i. pembaagunan SPAM kawasan khusus yaitu SPAM kawasan kumuh
perkotaan untuk 661.600 sambungan rumah (SR), SPAM kawasan nelayan
untuk 66.2OO SR, dan SPAM rawan air untuk 1.705.92O SR;

ii. pembangunan SPAM berbasis masyarakat untuk 9.665.920 SR;

iii.pembangunan SPAM perkotaaa yaitu SPAM IKK untuk 9.991.2OO SR dan
SPAM lbukota Pemekaran dan Perluasan Perkotaan untuk 4.268.8OO SR;

iv. pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan.

4. Peningkatal efisiensi layalan air minum dilakukaa mela-lui penerapaa prinsip
jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. Penerapan prinsip tersebut
dilakukan melalui (i) pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) pada
komponen sumber, operator dan konsumen di seluruh kabupaten/kota; (ii)
optimalisasi bauran air domestik di seluruh kabupaten/kota; (iii) penerapan
efisiensi konsumsi air minum pada tingkat rumah tangga sekitar 10
liter /orang/hari setiap tahunnya dan pada tingkat komersial dan fasilitas umum
sekitar 10 persen setiap tahunnya.

5. Penciptaan lingkungan yang mendukung dilakukan melalui :

(i) penJrusunan dokumen perenc€rnaran air minum sebagai rujukan
pembangunan air minum di seluruh kabupaten/kota' yang mencakup
Rencana Induk Sistem Penyediaal Air Minum (RISPAM), renca.na strategis
penyediaan air minum daerah (Jakstrada) dal rencana tahunal penyediaan
air minum;

(ii) peningkatan pendataan air minum sebagai rujukan perencanaan dan
penganggaran air minum di seluruh kabupaten/kota;

(iii) fasilitasi pengembangan peraturan di daerah yang menjamin penyediaan
layanan air minum di seluruh kabupaten/kota.

6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air l'irnbah domestik,
sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan
dasaryaitu:

i. untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan
pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala



kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kab {melayani 34 juta jiwa), serta
peningkatan kualitas pengelolaan air lirnbah sistem setempat melalui
peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 4O9 kotalkab;

ii. untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA
sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaar fasilitas 3R komunal di 334
kota/kab, fasilitas 3R terpusat di ll2 kota/kab;

iii. untuk sarana prasarnna drainase permukimal dalam pengurangan genarrgarr
seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan
kumuh;

iv. kegiatan pembinaal, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di
507 kota/kab seluruh indonesia

7. Meningkatnya keamanan dan keselamatal bangunan gedung termasuk
keserasiannya terhadap lingkungan melalui

(i) pembinaan dan pengawasan khususnya bangu.nan milik Pemerintah di
seluruh kabupaten / kota;

(ii) penJ rsunan Norma, Standar, Pedomal dan Kriteria (NSPK) untuk selurrh
bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di
seluruh kabupaten/ kota.; dan

(iii) menciptakaa building codes yang dapat menjadi rujukan bagt
penyelenggaraan dan penataal bangunan di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan target kinerja prioritas pada RPJMN 2015-2019 mal<a kerangka
pendanaan Diden Cipta Karya untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut

Rcacaoa ,."o""""" a""IiTf.J:; ctpta karya 2ots-2o1e

Indtator outcome 2015‐ 2019

Alotali Arggsra.r (Rp. Uiliarl Totd
Reartte

D'CI(

201+2019

lnpUtlyerrrl

20■ 5 2016 20t7 2()14 2()19

Proporsi rumah tangga yang
menempati permukiman tidak
layal< di perkotaan perdesaan dan
permukiman khusus

4863 10605 10836 10276 9869 9869

Penataan Bargunan dan
Lingkungan 1254 1203 1666 1970 2340 2340

Capaian Pelayanan Akses Air
Minum 5265 6169 6828 7542 8096 8096

Capaian Pelayalan Akses Sanitasi 3835 5466 6894 9077 10373 10373

Dukungan Manajemen

Setditjen 257 374 345 944 1708

- Keterpaduan Infrastruktur 276 331 346 361 41,4 1692

- BPPSPAM 61 109 112 116 152 550

TO■へL APBN 15811 24197 27027 29720 31622 128376



4.T. TARGET KINTzuA

Target kinerl'a dapat diartikan sebagai target sasaran, baik sasaran strategis,
sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya.
Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesilik yang akan dicapai
meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pen5rusunan target kineg'a baik tingkat kegiatan, program didasarkan pada
kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari
setiap indikator kineq'a sasaran;

2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan
ba.seline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada tahun 2OI5 yang
merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum
tercap ai p ada periode 20 7 6 - 20 19 .

Proyeksi penduduk
Dalarn perencanaan bidang cipta. karya jumlah penduduk baik diperkota.an

maupun perdesaan sangat menentukan dalam pencapaian target keberhasilan.
Dalam menentukan jumlah penduduk didasarkan pada data BPS tahun 2015 serta
proyeksi penduduk masing masing kabupaten sampai dengan tahun 2Ol9
berdasarkan data pertumbuhan penduduk masing masing kabupaten. Adapun data
penduduk NTT tahun 2Ol5 sampai dengan tahun 2Ol9 adalah sebagai berikut :

Tabe1 4。 2.

J_n PenduduL Promsl wTT Tahun 2015

No Kode Kab Nama Kabupaten
Perkotaan

:juttIII
Perdesaan

'Ⅲ

Ⅲlah
Total

kabupatentaki:Lakl |lrempubi ILakitaki perempuan

5301 Sumba Barat 12851 12062 24.913 50.13C 46.878 97008 121921

5302 Sumba Timur 31.382 29.522 60,904 95105 90285 185.390 246.294

5303 Ku pang 10224 9464 19688 16770Ξ 160.61S 328.322 348.010

5304 TimorTengah Selatan 24.308 23331 47.639 202.3& 209,285 411.671 459.310

5305 TimorTengah Utara 15.999 15614 31.613 104.99E 108102 213101 24.714

5306 Belu 23418 22.22g 45647 79984 81.14フ 161.131 206.778

5307 22.963 23.2″ 46.235 74.512 7916遜 153.68C 199.915

5308 Lembata 12.606 12.84ラ 25453 49.374 57344 106718 132.171

5309 Flores Timur 26697 27333 54.030 91.52S 101.43[ 192.964 246994

lG Ыkka 31.164 33356 64.520 116.961 13202〔 24898g 313.瑚

5311 Ende 46562 49.3∞ 95.922 81 lα 92.64コ 173.802 269724

12 5312 Ngada 11.309 11.307 22.616 64311 67,7“ 13207フ 154693

5313 Manggarai 41720 439α 85624 114.85〔 119.12ラ 233.983 319.607

14 Rote Ndao 5628 5.0“ 10697 69.66И 6741ラ 137.081 147778

5315 Manscarai Barat 12.276 11.7υ 23988 112.344 115351 227701 251689

5316 Sumba Teneah 35279 33.23( 68.515 68515

5317 Sumba Barat Daya 133“ 12.5“ 25928 150413 142.77〔 293.191 319,119

鯉 5318 Nagekeo 2.281 2262 4.543 65.636 69.3∝ 135034 139.577

』 5319 Manggarai Timur 134.41〔 13809〔 272514 272.514

20 5320 Sabu Raiiua 2.846 2.603 5″19 4113〔 39.381 80.521 85.970

5321 Malaka 19.769 20021 39.790 67514 73.07〔 140.592 180.382

5371 Kota KuDans 192777 1832“ 376037 7.309 7.53」 14 840 390.877

53 Prop Nπ 560.148 551.088 1.111.236 1.976.724 2.032.101 4∝B825 5.切.061

Stunber:B間 岬 2015



Tabe1 4.3.
J― Lh PenduduL lkrな

…
dan Proythya

Tabel4.4.
.Iumlnh Rumeh Targga Perkotaaa daa Proyekstnya

Tabcl4.5.
Jumlah Pendudut Perdecaar do- ProyeLslnya

No Kode Kab Nama Kabupaten
Proyeksi Jumlah Penduduk ReEta

kabupatenP6duduk 20■5 20■ 6 20■ 7 20■8 20■9

■ 530■ Sumba Barat 3,03 249■ 3 25668 26446 27247 28072 26469

2 5302 Sumba Timur 2′59 60 904 6248■ 64■∞ 65760 67463 64■ 42

5303

`VP,■

8 _
TImor Tengah Selatan

3′48 ■9688
4763C

20373
480■■

2■ 082 2■ 8■6 22575 2■ ■07

5304 0,78 48 385 48762 49■43 48 調

5305 TimorTengah Utara ■,74 3■ 6■ E 32■ 63 32723 33292 3387■ 32732

5306 Be lu 3,20 4564ラ 47■ 08 486■5 50■ 7■ 5■ 776 48 663

5307 Alor ■,24 4623[ 46 808 47389 47976 4857■ 47396

5308 mbata 3,95 25453 26458 27504 28590 297■9 27545
558095309 Flores Timur ■_62 5403C 54905 55795 56699 576■7

■0 53■0

Ｓｉｋｋａ一』
Q92
0,56

6452C 65■ ■4
96459 一

一”
“
一％

663■7
97543

66927
98089

657■8
97.00253■■ 95922

53■ 2 Ngada 2,59 226■ ( 23202 23803 25052 238■8

■3 Manggarai 2′99 85624 88■84 9082■ 93536 96333 90 900

■4 53■4 Rote Ndao 2,25 ■069 ■0938 ■■■84 ■■435 ■■693 ■■■89

■5 53■5 ManSgarai Barat 465 23988 25■ 03 2627■ 27492 2877■ 26.325

53■6 Sumba Tensah 2,96 0

53■ 7 Sumba Barat Oava 4′03 25928 26973 28- 29■ 9■ 30367 28■ 04

■8 53■8 Nagekeo 2,05 4543 4636 473■ 4828 4733

53■9 ManqRarai Timur 2,34 C

20 5320 Sabu Raijua Q87 5449 5496 5544 5592 564■ 5545

４
一２

Malaka 3,20 3979C 4■ 063 42377 43733 45■33 424■9

537■ Kota Kupanq 5.60 37603ラ 397095 4■9332 4428■ 5 4676■ 3 420578

Prop N■ r 57 ■.■■■236 ■.■4&湧 ■.186.872 ■.227.2■6 ■.269.354 ■.■BL瑯

No Nama Kabupaten Proveksi Jumlah Penduduk Rerata
kabupaten20■ 5 20■6 20■7 20■ 8 20■9

■ 530■ Sumba Barat S_028 5■■■ 5.■87 5274 5.350 5.■90

2 5302 Sumba Timur ■■627 ■■784 ■■.930 ■2_067 ■2_203 ■■_922

3 5303 KupanE 5.834 6039 6.250 6.495 6.766 6.2″

4 5304 TimorTengah Selatan 9.743 9.793 9.842 9.885 9_927 9.838

5305 TimorTengah Utara 6_777 6_846 6.9■6 6_979 7.039 6.9■■

5306 Belu 9_520 9.683 9.834 9.982 ■0.■34 983■

5307 Alor 9.444 9.520 9.584 9.656 97■3 9.583

8 5308 Le mbata 5539 5640 5フワ■ 5883 5.996 5766

9 5309 Flores Timur ■0972 ■■055 ■■■78 ■■.275 ■■369 ■■ ■70

■0 53■ 0 Sikka ■3468 ■3553 ■3.63■ ■3.700 ■3764 ■3.623

53■ ■ Ende ■9_264 ■9347 ■9.433 ■9_497 ■9564 ■9.42■

■2 53■2 Ngada 4_409 4_448 4.534 4.593 4_652 4.527

■3 53■3
53■4

ManRgarai ■6_963 ■7_■97 ■7.472 ■7.723 ■7_963 ■7464
■4 Rote Ndao 2655 2_763 2.86フ 2_979 3.09■ 2.87■

53■5 Manssaral Barat 5.423 5.550 5.672 5.796 5_9■8 5672

■6 53■6 sumbaTeng,ah 0

53■ 7 Sumba Barat Daya 4.709 4_806 4.897 4.994 5.087 4.899

53■8 Naeekeo 932 944 954 965 974 954
53■9 Mansgarai Timur C

20 5320 Sabu Raijua ■_08フ ■_■24 ■_■58 ■_■94 ■_232 ■_■59

532■ Malaka 8_298 8436 8_57■ 8_705 8.828 8568
537■ Kota KupanB 89.24` 9■ .85■ 94.23■ 96764 993■4 94.28■

53 Prop Nπ 240.938 245.490 249.9■2 254.406 258.884 249.926

No Kode Kab Nama Kabupaten
Proveksi Jumlah Penduduk Rerata

kabu pate n20■ 5 20■ 6 20■7 20■8 20■9

530■ Sumba Barat 3,03 97 CЮ旧 9994′ ■02976 ■06096 ■093■■ ■03068

5302 Sumba Timur 2,59 ■85390 ■90■92 ■95■■8 200■ 7■ 205356 ■95245

5303 3,48 328322 339748 35■ 57■ 363805 376466 35■ 982

5304 Timor Tengah Selatan Q78 4■■67■ 4■4882 4■8■■8 42■ 379 424666 4■8■43

5305 Timor Tengah Utara ■,74 2■ 3■01 2■6809 22058■ 224420 228324 220647

5306 Bel u 3′ 20 ■6■ ■3」 ■66287 ■7■ 608 ■77■00 ■8276フ ■7■ 779

5307 ■,24 ■53.68C ■55586 ■575■5 ■59468 ■6■ 445 ■57539

5308 Le mbata 3,95 ■067■ε ■■0933 ■■53■ 5 ■■9870 ■24- ■■5488

5309 Flores Timur ■′62 ■92964 ■96090 ■99267 202495 205775 ■993■8

53■0 Sikka Q92 24898E 25■ 280 25359■ 255925 258279 2536■ 3

■」 53■ ■ Ende Q56 ■73802 ■74775 ■75754 ■76738 ■77728 ■75760

■ 53■ 2 2,59 ■3207フ ■35498 ■39007 ■42607 ■4630■ ■39098

53■ 3 Manggarai 2,99 233983 240979 248■84 255605 263248 248400
53■4 Rote Ndao 2,25 ■37031 ■40■ 65 ■433■9 ■46544 ■4934■ ■43390

53■ 5 Manggarai Barat ■ 65 22770」 238289 249370 260965 273■00 249885

53■ 6 sumba Tensah 2′96 685■
=
70543 7263■ 7478■ 76995 72693

53■ 7 Sumba Barat Daya 403 293■ 9」 305∞ 7 3■ 7298 330085 343388 3■7794

53■ 8 Nagekeo 2′05 ■35034 ■37802 ■40627 ■435■0 ■46452 ■40685

■9 53■9 Manssarai Timur 2.34 2725■ 4 27889■ 2854■ 7 292096 29893■ 285570

5320 Sabu Raijua Q87 8052■ 8■ 222 8■ 928 8264■ 83360 8■ 934

2 532■ Malaka 3.20 ■40592 ■4509■ ■49734 ■54525 ■59470 ■49882

537■ Kota Kupang 5,60 ■4 84C ■567■ ■6549 ■7475 ■8454 ■6598
53 Prop NTT 57 4.008.325 4■05.686 4.205.479 4.303.302 4.4■4.26■ 4203.5■■



Tabe1 4.6.
J― mR― ah Tang Pcdgaan dan Proy― ya

Tabe1 4.7.

」urnlah Rumah Tangga di Provinsi NTT dan Proyeksinya

No Kode Kab Nama Kabupaten Proveksi Jumlah Rumah Tanaqa Re rata
katrrroaten20■ 5 20■ 6 20■ 7 20■ 8 20■9

530■ Sumba Barat ■790■ ■8■ 93 ■8467 ■8774 ■9044 ■8476
5302 iumba Timur 38.552 39.070 39_555 40_008 40_460 39.529

5303 Kupang 73428 76.006 78_652 8■ 756 85■53 78999
5304 rirnor Tengah Selョt■■ ■04.034 ■04572 ■05.092 ■05543 ■06.∞■ ■05.048

5305 fi mor Tengah Utara 49.642 50_■50 50_656 5■ .■■9 5■ _56■ 50_626

5306 Belu 36332 36953 37530 38.090 38676 37.5■6

5307 Alor 33820 34089 34323 34574 3478■ 343■ 7

5308 Lembata 25383 25844 26.447 26.96■ 27476 26422
5309 lores Timur 43_232 43565 44.040 44427 44794 440■2

53■0 Sikka 53_202 53.536 53.844 54.■ 2■ 54_372 538■ 5

53■■ End e 37329 37.490 37_655 37.78■ 37_9■■ 37633
53■2 Neada 26.■04 26.342 26844 27.202 27.542 26807
53■ 3 ManBgarai 48447 49■■4 49 900 50_6■ 5 5■ 298 49.875

■4 53■4 Rote Ndao 32.697 34.029 35_3■7 36_686 38_08■ 35.362

53■5 Manggarai Barat 48.529 49_666 50_750 5■.873 52_965 50.757

53■6 Sumba Teneah ■3_25 ■3_464 ■3679 ■3.889 ■4.082 ■3.673

53■7 Sumba Barat Daya 50294 5■ .33■ 52308 53.337 54330 52320

■8 53■ 8 Nagekeo 25078 25389 25.657 25946 26.20■ 25654

■9 53■ 9 ManBgarai Timur 55.372 56206 569■ 7 57566 58357 56884

20 5320 Sabu Raijua ■9789 20446 2■ 063 2■ 730 224■5 2■ 089

2■ 532■ Malaka 3■ 702 32_230 32_744 33255 33.725 3273■

22 537■ Kota Kupang 3_3■■ 3_407 3_494 3.588 3.684 3497

53 Prop Nπ 867.43■ 88■092 894.934 908.84■ 922.909 895.04■

No Kode Kab Nama Kabupaten
Proyeksi Jumlah Penduduk Rerata

kabupaten20■5 20■6 20■7 20■8 20■9

530■ Sumba Barat 22929 23304 23654 24048 24_394 23.666

2 5302 Sumba Timur 50■79 50854 5■ 485 52075 52663 5■.45■

3 5303 Kupang 79_262 82_045 84.902 8825■ 9■.9■9 85_276

4 5304 TimorTengah Selatan ■■3.777 ■■4_365 ■■4_934 ■■5_428 ■■5_928 ■■4.886

5 5305 TimorTengah Utara 56_4■9 56_996 57_572 58.098 58_600 57.537

6 5306 Belu 45.852 46.636 4フ.364
43_907

48.072 48_8■0 4フ.347

7 5307 Alor 43264 43609 44230 44494 43_90■

8 5308 Lembata 30922 3■ 484 322■ 8 32844 33472 32.■88

5309 FloresTimur 54204 54620 552■8 55702 56■63 55_■8■

53■0 Sikka 66670 67089 67475 6フ .82■ 68■36 6フ.438

53■■ Ende 56.593 56.837 57.088 57.278 57475 57_054

■2 53■2 Ngada 30.5■ 3 30。 フ90 3■.378 3■ .フ95 32■94 3■_334

■3 53■3 Manggarai 65_4■C 66.3■■ 6フ.372 68_338 69.26■ 67338

■4 53■4 Rote Ndao 35_352 36_792 38_■ 84 39_665 4■ .■72 38_233

53■5 Manggarai Barat 53952 552■ 6 56422 57669 58883 56428
53■6 Sumba Tensah ■3253 ■3464 ■3679 ■3889 ■4082 ■3_673

■7 53■7 Sumba Barat Daya 55003 56■37 57205 5833■ 594■フ 57.2■9

■8 53■8 Naqekeo 26_0■C 26333 26.6■ ■ 269■ ■ 27■75 26_608

53■9 Manggarai Tamur 55.372 56.206 56.9■ 7 57.566 58.357 56.884

2C 5320 Sabu Raliua 20.876 2■.570 22.22■ 22.924 23_647 22.248

2■ 532■ Malaka 40.000 40. 666 4■ .3■5 4■.960 42.553 4■_299

22 537■ Kota KuDang 92_557 95_258 97_フ25 ■00_352 ■02.998 97_778

53 Prop NTT ■.■08.369 ■.■26_582 ■.■44.846 ■.■63.247 ■.■ 8■.793 ■.■44.967



4. 1. l.Target KinerJa Penyediaan Air Minum

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2OL5-2O1,9 maka Dinas Cipta
Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Adapun indikator kinerja
programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan kebutuhan air minum bagi
masyarakat yang terdiri dari peningkatan sambungan rumah, SPAM jaringan
perpipaan dan peningkatan cakupan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Target Kinerja Penyedian Air minum meliputi penyediaan air minum perkotaan dan
perdesaan. Penyediaan air minum ini didasarkan atas penyediaan air minum dengan
sistem perpipaan dan non perpipaan dimana Kebutuhan pemakaian air akan berbeda
untuk daerah perkotaan dan perdesaan, Tingkat pemakaian air ini disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain: iklim, standar hidup, aktivitas masyarakat, tingkat
sosial dan ekonomi, pola serta kebiasaan masyarakat. Dalam Pen5rusunan RAD ini
asumsi kebutuhan air minum didasarkan atas kebutuhan pemakaian air penduduk
perkotaan dan perdesaan dimana kebutuhan air penduduk perkotaan adalah 1 liter
untuk 100 SR, sedangkan untuk penduduk perdesaan adalah 1 liter untuk 320 SR

Tabe1 4.8.

Akses Layanan AI Minum

No KABUPATEN/KOTA

Perkotaan Perdesaan

AKSES

AMAN{%)
TIDAK

AMAN(%)
PERPiPAAN

(%}
BJ P(96)

AKSES

AMAN{%) 麒ＡＭＡＮ拗
中
的

BJ P(%)

1 Sumba Bmt 7Q39 7a39 3360 66,40 33,60

2 Sumba Timur 鴫 34 77,04 竹 70 55,30 5,53 39,18

Kupang 55,17 44,83 20,26 34,92 534 46,59 3,63 49,78

limor Tengah Selatan 88,77 83,49 島28 40′ 52 59,48 3667

Timor Tengah Utara 86,80 19,12 67,68

“

84 35,16 2,63 62,21

2a69 48,25 6Q25 31,75 5,33 62,92

7 饉 or 95,89 5c39 39,50 59,10

Lembata 83,1 16,81 63,92 8■ 28 15,72 77,19

Flores Timur 8,26 8651 81,43

Sikka 34,80 65′ 20 2t67 10,13 7308 2C92 15,68 57,40

Ende 80,29 58,22 22,07 89,54 10′46 2,65 86,89

Ngada 94,18 5,82 92,01 2,17 841 15,88 71,12

Manggaral お,33 13,67 73,84 5■ 57 45,43 7,86 4Q71

Rote Ndao 88,16 11,84 386 7■ 97 25,03 5,26

Manggarai Barat 61,79 5町25 3′ 55 52,63 47′ 37 8,67 43,96

Sulnba Tengah 0,00 0,00 31,79 68,2 31,79

Sumba Barat Daya 80,89 80,89 3694 63,06 35,76

Nagekeo 84,88 15,12 50,82 ‐,05 7%32 20,68 13,39 65,93

Manggarai Timur 0,00 40,95 37.14

Sabu Raiiua 64,09 0,OC 64,09 45,39 54′61 43,24

Malaka 5,34 0,OC 94,66 41,2( 58,74 41,02

Kota Kupm8 63,59 3Q41 25,90 9c7〔 53,07 43,70

Rata Rata Propinsi 71,77 2a23 3Q02 5%92 40,08

Data BPS 2015



Tabe1 4.9.
PrOy由31躍hman ttr perLotaan

Kebutuhan Volume air (ltr/detik)
Kota KabuPaten

Asumsi Debit airtersedia 20■ 5

(liteFノdet)

perpipaan lnon pg_IPlPg Total 20■5 20■6 20■7 20■8 2019 Rerata

al1 (r rmhr R.:r:t 0 39′ 42 3242 50′ 28 5■,11 51′ 87 52′ 74 53′ 50 51,90

13,1 10271 116′ 27 117′ 84 119′30 12o′ 67 122′03 119′ 22

^) 
Srrmha Timrrr 8%6

n■  Kllnang 1■8 2Q4 32′ 19 58′ 34 6Q39 62′ 50 鴫 95 67′ 66 62,77

04. TimorTengah Selatan 81,3 5,1 86,49 97,43 97′ 93 98′ 42 98′ 85 99,27 9338

05. TjmorTengah Utara 13′0 4島9 58,83 67,77 6島 46 69,16 6%79 7Q39 69,11

06. Belu 27′ 3 459 73,25 95′ 20 9Q83 98′ 34 99′ 82 101,34 98,31

07. Alor 53′ 3 37′ 3 9Q56 94′ 44 95′ 20 95′ 84 96′ 56 97′ 13 95,83

08. Lembata 3島 4 lQ7 46,08 55′ 39 56′ 40 5フ′71 58,83 59′ 96 57′ 66

09. Flores Timur 98′ 6 2,1 ■∞ 66 ■09′ 72 ■■Q55 1■■′78 ■1乙75 113′ 69 111,70

10. Sikka 33′ 2 13′ 6 46,87 134,68 135′53 136′31 137′00 ■37′ 64 136′ 23

11. Ende 112′ 2 42′ 5 15467 192′64 193′47 194′33 194′97 195′ 64 194′ 21

12. Ngada 4Q6 ち0 4■,52 44′ 09

“

′48 45,34 45,93 46′ 52 45′ 27

13. Manggarai 125′ 2 2■ 2 146,45 169′ 63 171′97 174′72 177′ 23 179′ 63 174,64

14. Rote Ndao 22,4 ■0 23,41 26,55 2乙 63 28′ 67 29,79 30′ 91 28,7■

15. Manggarai Barat 3■ 6 ■9 33′ 51 54′ 23 55′ 50 56,72 57′96 59,18 56′ 72

15. SumbaTengah Q0 Q0 Q∞

17. Sumba Barat Dava Q0 38,1 38,09 47′ 09 4306 48′97 49,94 50′ 87 恥〕99

1R Nagekeo t7 3′ 2 7,91 9′ 32 9′44 9,54 ■65 9′ 74 9′ 54

10 M:nqparai Timur Q0 Q0 Q∞
ギlirip9■ 1二li■
Cぅ RH O■ :"1ら Q0 7′0 6′ 97 10,87 ■ち24 ■■′58 1■ 94 12′ 32 1■59

黒 ■.メFY■.llユ :1■7.… _… …………………
,l  Mnln kn*ヽ Q0 78′ 6 78′ 55 82′ 98 84′ 36 85′ 71 87′ 05 88,28 85′ 68

22. Kota Kupang 336′4 231′ 1 567,50 892′46 918′ 51 942′ 31 967′ 64 993′ 14 942,81

Pr● pinsll 1熙 1659 |■.776 |=:411 121455
':499

12:夕羹 鰈 明



Tabe1 4。 10.

Proy醸 脇 mmanttPad_

Kebutuhan Volume air (ltr/detikl
IKabupaten

Asumsi Debit airtersedia 20■ 5

{‖terノdet}

perpipaan ron perpipar Total 2045 201● 20■7 ‐2018 2019 Rerata

O1. Sumba Barat 0 19 19′ 10 55′94 56′ 85 57′ 71 58′ 67 59′ 51 57′ 74

02. Sumba Timur 7 48 乳 49 12Q48 122′ 09 123′ 61 125′ 03 126′44 123′ 53

03. Kupang 8 118 126′ 56 229′ 46 237′ 52 245′ 79 255′ 49 266′ 10 246′ 87

(X. TimorTengah Selatan 13 120 132′ 34 325′ 11 32Q79 328′ 41 329′ 82 331′ 25 328′ 28

05. TimorTengah Utara 4 97 101,58 155′ 13 156′ 72 158′ 30 159′ 75 161′ 13 158′ 21

06. Belu 6 73 78′ 71 113′ 54 115′ 48 117′ 28 119′ 03 12Q86 117′ 24

07. Alor 1 43 43′ 56 105′ 69 106′ 53 107′ 26 108′ 04 10a69 10乙Z

08. Lembata 6 62 67′96 7532 8Q76 82′ 65 84′ 25 85′86 82′ 5フ

09. Flores Timur 7 111 117′ 72 135′ 10 136,14 137′ 63 138′ 83 139′ 98 137,54

10. Sikka 26 96 122′ 09 166′ 26 167′ 30 168′ 26 169′ 13 16乳91 16a17

11. Ende 3 102 104′ 89 116′ 65 117,16 117′ 67 118′ 07 11&47 117,60

■2. Ngada 11 59 69′ 15 81′58 82′ 32 83′ 89 85′01 8Q07 83′ 77

13. Manggarai 12 72 83′ 60 151′ 40 153′ 48 155,94 158′ 17 16Q31 155′ 86

t4. Rote Ndao 5 科 79,51 102′ 18 106′ 34 1lQ37 1ユ,64 119,00 1lQ51

15. Manggarai Barat 13 68 81′ 38 151′ 65 155,21 158′ 59 162′ 10 165′ 52 158,61

15. Sumba Tengah 0 13 13′ 38 41′42 42′08 42′ 75 43′40 44′01 42′ 73

17. Sumba Barat DaYa 2 57 59′ 22 157′ 17 16Q41 163′ 46 166′ 68 169′ 78 163′ 50

1A Naaekeo 10 52 62′80 78′ 37 フR34 8Q18 81′ 08 8■88 8Q17

19. ManggaraiTimur 7 65 71′83 173′ 04 175′ 64 177′ 87 179′ 89 182′ 37 177,76

)n Qahu Raiirra 1 28 28′ 96 61′84 63′ 89 65′ 82 67,91 7Q05 65′ 90

,l  Mniaka*ゝ 41 41′ 55 9■ 07 1鴫 72 102′ 33 103′ 92 105′ 39 102,29

5 5 10,■4 lQ35 lQ65 lQ92 11′ 21 11′ 51 lQ93
0

lrObihii |||■47 111424 1 1.571 ■撫 ,753 ‐ 2797 |12:8401 112:ε螢日|| 12.797



Tabe1 4。 11.

KebumanJuし PenduduL PaLOtaan dom p"d… dI PrOn3i ⅡTT
TTT7‐ 中 TTrTTTTTTTTTT・ ■■

‐ ・ | 
‐
 | 
‐■
■   |  ||

KebutuhanVllume即 lngan PeⅢ pl●ⅢitⅢⅢl,
||||||●|

AsumsI Debit airtersedia 20■ 5

〔liter/det〕      __
perpipaan non perpipar Total 20■S 20t6 2027 2018 20■9 Reratal

0■_ Surnba Barat 5鳥52 5亀 52 ■ヽ 、22 10■ 96 ■09′ 58 ■1■′41 113′ 01 109′ 64

02. Surnba Tirnur 9Q23 6Q96 157′ 20 23Q75 23%93 242′ 9■ 245′ 70 248′47 242′ 75

03. Kupang 2Q■5 ■3a60 158′ 74 287′ 80 297′ 9■ 3塗,29 32Q“ 333′ 76 309′64

04. TimorTengah Selatan 93′ 85 ■24,98 21a83 422′ 54 42472 426′ 83 428′ 67 43Q52 426′ 66

O5. TimorTengah Utara ■7′ 04 143′ 37 16Э′4■ 222′ 90 225′ ■8 22乙 46 22■ M 23■ 52 22乙 32

06. Belu 33′ 36 118′ 60 ■51′96 20ち74 212′ 31 215′ 62 21&85 222′ 20 2■ 5′ 54

07. Alor 53′88 8Q25 ■34■2 20o′ ■3 20■ 73 203′■0 2鴫 60 205′82 203′08

08. Lembata 4■∝ 73′ 0■ 1■4′05 134′ 7■ 137′ 16 140′ 36 143′ 08 ■45′82 14o′ 23

09. Flores Timur 105′ 45 112′ 93 2■8′ 38 244′ 82 246′ 69 249′41 251′ 58 253′ 67 249,23

10. Sikka 59,30 109′ 67 16a97 300′ 94 302,83 304′ 57 306′ 13 307′ 55 304′40

11. Ende 1■ 5′ 25 144′ 3■ 25256 3 、ヽ29 31Q63 312′00 313′04 314′ 11 31■ 8■

■2. Ngada 5■ 17 5%50 ■lQ68 125′ 67 12Q80 129′ 23 13Q94 132′ 59 129,04

13. Manssarai 137,■5 92′89 23Q04 321′ 03 325′ 45 33Q66 335′40 339′94 33Q49

解 . Rote Ndao 27′ 76 75′ 16 102′ 9■ ■28′ 73 ■33′ 97 ■3%04 ■44′ 43 149′ 9■ 139′ 22

15- Manssarai Barat 44′ 74 7Q■5 11489 205′ 88 21Q7■ 215′ 3■ 22Q06 22■ 70 215′33

16. Sumba Tengah 13′ 38 13′ 38 4■ 42 42′ 08 42′ 75 43′40 44′ 01 42′ 73

17 Srrmtra Barat Dava ■86 95′46 97′ 32 204′ 26 2ユ
=4フ

212′43 2■Q62 22Q65 212′49

18. Nagekeo 15′ 23 55′ 48 フQ71 87′ 69 配 ,78 89′ 72 90′ 73 9■ 62 89′ 71

1q Manssarai Timur 6′ 59 65′24 71′83 173′ 04 175′ 64 ■7乙 87 17■ 89 182′ 37 17乙 76

20. Sabu Raijua 1′ 33 34,60 35′ 93 72′ 7■ 75′ 13 77′40 79′85 82′ 37 7乙49

,l  Mninknホ l o′ 24 119′ 86 ■2Q10 182′ 05 185′ 08 1翼 ,04 19D′ 97 193′ 67 187′ 96

22. Kota Kupang 341′ 88 235′ 76 57L“ 902′81 929′ 16 953′ 23 97亀85 1.004′ 65 953′ 74

lr●|:hil ■●63 |11:0こ二 二346 1諷 鞭 熙 |||ヽヽヽ螢B詢ぼ‖磁苺 5‐.472,931 5112烈町蒸



Tabel 4.12.
Kebutuhan Alr Perplpaan dan Non Perptpaan (hrna ilendukung PeocapdanAtser Alr illnum Layat

Kabupaten
NetKetutu∴an‐↓品 meJaringanlLrpipaan BaFilLi二 ″ietl KebⅢhan■lⅢⅢ Ⅲ ⅢⅢ tuteF/detl

20■ 5‐ 20■6. 2017 2018 2029 R● Fati ‐2015 2016 2017 2028 2019 Tctal

01. Sumba Barat 3′98 8′08 12,32 1666 a21 55′ 94 52′87 49′ 63 46′ 35 42′ 85 10′ 26

02. Sumba Timur Q66 12′ 30 24′ 90 37′76 5Q90 2Q50 113′ 82 109,79 9371 87′ 27 7助 53 33′ 13

03. Kupang 鶴33 2404 49′ 75 77′ 59 107,77 53′ 50 221′ 13 213′ 47 196,04 ■77′ 90 15333 66′ 87

CIl. TimorTensah Selatan ■2′ 51 32′74 65′ 81 99′ 13 13274 68′ 59 3■ 2′ 60 294′ 04 262′ 60 230′ 69 19a52 85,73

O5. TimorTensah Utara 4′09 15,71 31′ 74 48′ 05 ユ .61 32′84 151′ 05 141′ 01 126,56 111′ 70 9Q52 41′05

06. Belu Q05 1■′65 23′ 66 36′00 4874 25′ 22 107′ 49 103′ 83 93,63 83′03 72■3 31′ 52

07.Alor 0′ 62 7′46 15′ 03 22,70 3Q45 15′ 25 105′ 07 99,07 92,23 85′ 34 7&24 19′ 07

08. Lembata 5′ 63 5′ 76 11′ 81 1島04 2451 13′ 15 73′ 69 75′01 7Q84 66′ 21 6■ 36 16′ 43

09. Flores Timur 6′ 86 lQ94 22′ 15 33′ 5■ 45,04 23′70 12亀 24 125,20 115,48 ■05,32 9■ 94 29′ 62

10, Sikka 26′07 11′ 87 23′ 87 35′97 4815 29′ 19 140′ 19 155,43 1黙,39 133′ 16 121,76 36′ 48

11. Ende 3′ 09 11′ 73 23′ 56 35′46 47,44 24′26 ■13′ 56 105′ 43 9411 82′ 61 7■ 03 30,32

12. Ngada 10′61 9′97 20′ 43 3■′05 41,90 22′79 70′ 97 72′ 34 6■45 53′96 44,17 28′ 49

13. Manggarai 11′ 90 la58 37′ 78 57′47 7乙 65 4Q68 139′ 50 134′ 90 1■316 100,70 82,66 50′ 85

■ 4. Rote Ndao 5′ 37 lQ85 22′ 50 35′05 4349 24′45 96′ 80 95′49 87′86 79′ 60 7Q52 30′ 57

15. Manggarai Barat 13′ 15 18,93 38′ 66 59′26 8Q65 42′ 13 138′ 50 136′ 27 119′ 93 ■02′ 84 鍋 87 52′ 67

t6. Sumba Tensah 4′ 2■ 8′ 55 13′ 02 17′ 60 8′68 41′ 42 37′87 3420 3Q38 2Q40 10′ 85

L7. Sumba Barat Daya 1′ 86 lQ08 32′ 77 5Q■ 2 皓 06 33′78 155′ 31 144′ 33 13Q70 ■lQ56 101,72 42′ 22

18. Nagekeo ■0′49 9′65 19′ 48 29′ 55 3377 2■,79 67′ 88 69′ 69 鴫 69 51′ 53 42′ 11 27′ 24

19. ManggaraiTimur Q59 2■′■8 42′ 87 65′02 87′ 89 44′ 7■ 166′ 45 154′ 47 134,99 114′ 87 %47 55′ 89

20. Sabu Raijua 1′ 33 3′24 Q67 lQ32 1419 7′ 15 60′ 51 60′ 65 59′ 15 57′ 59 5勁 86 &93
21. Malaka*) Q24 10,08 20′ 47 3■′19 42,17 2Q83 98′ 83 90′ 64 81,85 72′フ3 6322 26′ 04

22. Kota Kupans 5′49 1′01 2′ 05 3,15 430 3′ 20 486 9′ 64 8,87 R06 乙21 孔∞

lr●●in二i 14' ゞ , 総 ヾ 熙 鯰 判 陶 靱 鯰 顆 1熙



Tabe1 4。 13.

Klneda PDAM Kab■ ttaten di PrCVIn31 NTT
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4.l.2.Rencaaa Strategis Peagembangaa Sistem Penyedlaan Air Miaum

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2Ol5-2O19 maka
dilakukan kegiatal Pengatural, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan
Sistem Penyediaal Air Minum. Adapun indikator kinerja programnya adalah
meningkatnya kontribusi pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang
terdiri dari peningkatan sambungan rumah SPAM jaringan perpipaan dan
peningkatan cakupan SPAM bukan jaringan perpipaan. Sedalgkan sasaran
kineq'a diukur melalui indikator:

a. Peningkatan layanan SPAM Regional dari BLUD Air minum dalam mendukung
penyedian air minum bagi PDAM Kota Kupang dengan indikator peningkatan
debit air dari 45 titer/det menjadi 1OO liter/det dan penambanan SR 5.50O SR;

b. Pembangunan SPAM perkotaan dengan indikator terbangunannya SPAM IKK
berkapasitas 28O liter/det, pembangunan SPAM ibukota pemekaran
berkapasitas 241 ltter /det, pemalfaatan idle kapasitas berkapasitas 835
liter / det, menurunan NRW dengan kapasitas 28O liter /det

c. Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan dengan indikator terbangunnya
SPAM Berbasis Masyarakat dan SPAM Kawasan Rawan Air berkapasitas 491
literl det dan 157.245 SR;

d. Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus dengan indikator, SPAM
di kawasan perbatasan dan pulau terluar, serta SPAM di kawasan strategis
berkapasitas 649 1/d' dan 196. 160 SR;

Adapun pengelompokan kegiatan Pengembangan SPAM berdasarkan strategi
pendekatal pembalgunan bidang Cipta Kar5za adalah sebagai berikut



Tabe1 4。 14.

Target KtnerJa Peaanganan Atr illnum dt Provlnst IITT

Sasaran Kinerja satuan
-farget

TotalTarget 20■6 20■7 20■8 20■9

Lite r/det

SR

■0 ■ 5 ■ 5 ■ 5 55′ 00Pernlrangunan I nft'astruktur
SPAIvl R.eglonal

OeUit dan ;urnlaft sarnbungan
Rurnah SPAIVI Regional ■.… 二.500 ユ.500 ■500 5500′ 00

…
●さmb二五百11五五

~III毛
送I「I長二五I

SPAM Perkotaan

α.SP4ハ イrスrJて ii;i;i t""a;;'-'iU,n.i;ri " J5 rri6 Lfi s ii n''H i'- " 5'ri
Pern anfaatan SPAM ibukota kecarn atan

Liter,/det 40 80 80 80 280

SR 4. 

…

8… a― 8. 

…

2a…

Lite r,/d et 54 54 54 54 2■4
b. SPAM lbu l{otu Perttekaran/Per Debit <lan jL-trnlah sarnbLlngan |-<Lrm<

Pern anfaatan SPAM i bukota pern ekaran SR 5.350 5.350 5.350 5_350 2■ .40り

Liter,/det 278 278 278 835
b. 2. 7 Perna nfaa tan Id le Debit dan jurnlah sambL.lngan |-<

Pernanfaatan ldle SPAM Perkotaan
SR 2ス 833 2Z833 2え 833 83.500

Liter/det 93 93 93 280
b-2. 2 - Per'rzl ra na n Ll. Ft. W

Pernanfaatan Penurunan Kebocoran
SR 9_333 9.333 9_333 28_000

Liter,/det

Pernloangllnan Infrastrlktur
SPAIU Elerlrasls fvlaslfarakat
PAMSr″ S ffirnbungan Rurnah

Pernanfaatan SPAM Berbasis Masyarakat
■64 ■64 ■

“

49■

SR 52.4ユ 5 52.4コ 5 52_イ■5 ■5ス 245

Pernlrangturrgan I rrfrastruktrr r
SPAI\1I dl l(arnzasarr l(trusus

Llter/det 35 35 ■92 ■92 454
Sparn Rarnzan Air

Sparn perbatasan

Sparn pulau terl uar

Pengernbangan jarlngan PerPlPaa
dikav\rasan Raviran Ar SR ■■.200 ■■_200 6■ _376 6■ .376 ユ33.952

FenSernoangarr jaringan PerPipaan
dikavvasan Perbatasan

Llter,/det ■0 ■0 55 55 ■30

SR 3.200 3_200 ■7_536 ■7_536 4■ .472

eengernOangan jaringan Perpipaan
dipulau TerlLJar

Lite r/d et 5 5 27 27 65

SR ■_600 ■.600 8.768 8.768 20.736

70 70 70 2■0
SPAM● DAM TerfaSilitasi
α.Bα ′ι

“

α

“

Prog ra“ PD4 M Debit dan jurnian samoungarl ヽ uIII

Pem anfaatan SPAM PDAM TerFasi:itasi
Lite r/det
SR 7_000 7_000 7.― 2■ .000

Pし
"ge"bα "gα "_′

gttrg■■ff4 oEUit oan iurntan sarnbungan Rurnah
Pengernbangan SPAM MBR
PernanfaatanSP@

Lite rノ d et ■ 3 ■3 ■ 3 ∞

SR ■.333 ■.333 ■.333 4_000

ζ●肺 ヽど五1●DAM¨警こIfa二ilitasi

●さハ0こ品6=ハ gan su品 しr66r pemanfaatan
pengem bangan NOn PDAM TerFasi:itasi
百こ高0さ話3占百0苫高

¨
●高市L「
‐
0苫ii pe市ちnfattta古

pengem bangan NOn PDAM TerFasi:itasi

7.822 7_822 7.822 23.466a. Barttuan Prograttt IYon-
PDA IUI (su rttu r P o rnP a)

.. _. 

6..... E ; ; tu ;. ;_. p;;: i. ;; ;. tv; ;r. ... .

PDAIUI (surnurgali)

sumur/■ O kk

Surnur,/ 2kk ■■3.■25 ■■3.■ 25 ■■3.■25 339.375



4. l.3.Target KinerJa Peayedlaan Saaitasl

Dalam mendukung pencapaian ta-rget dalam RPJMN 2Ol5-2O19 maka Ditjen
Cipta Karya menyelenggarakan kegiataa Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Penyelenggaraal Sanitasi Lingkungan (air limbah, dan drainase) serta Pengembangan
Persampahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman. Adapun indikator kinerja programnya adalah
meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat yalg terdiri dari
pelayanan air limbah, pelayanan persampahan, dal pelayanan drainase. Sedangkan
sasaran kinerja diukur melalui indikator:

a. Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukimaa dengart
indikator terselenggaranya 1 5 NSPK peraturan pengembangan penyehatan
lingkungan permukiman;

b. Pembinaan, Fasilitasi, Pengawasan dan Kampanye serta Advokasi dengan
indikator terse lenggaranya pembinaan darr pengawasan pengembangan
penyehatan lingkungan permukiman di 22 kabupatet/kota;

c. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasaa dan
Komunal dengan indikator jumlah kabupaten/ kota yang dibangun
infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota sebanyak 12

kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yalg dibangun infrastruktur air
limbah sistem terpusat skala komunal sebanyak 4.694 kawasarr di 438
kabupaten/kota, dan jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air
limbah sistem terpusat skala kawasan sebanyak 200 kawasan di 150
kabupaten/kota;

d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan indikator terbalgunnya
IPLT di 22 kabupaten/kota;

e. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir $arnpah dengan indikator
terbangunnya TPA di 22 kabupaten/kota;

f. Infrastrulrhrr Tempat Pengolah sampah Terpadu/3R dengan indikator
terbangunnya TPST/3R di kawasan di 22 kabupatenfkota;

g. Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah dengaa indikator
terbangunnya FPAS di 41 kabupaten/kota;

Adapun pengelompokan kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan
permukiman blrdasarkan strategi pendekatan pembangunaa bidang Cipta Karya
adalah sebagai berikut :



Tabe1 4。 15.

presentase Rqmha Tangga Menutrrt Kabupaten/Kota 1lpe Daerah dan Sanitasf LaJrat 2Ol2-2O13

Kabupaten/Kota

2012 2013 2014 2015

Perkotaan Perdesaan
Ferkotaan+
Ferdesaan

Ferkotaan Ferdesaan
Ferkotaan+
Perdesaan

Perkotaan perdesaan
Perkotaan+
Ferdesaan

Perkotaan trdesaar Ferkotaan+P
erdesaan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

101.Sumba Barat 58,87% 7,51% 17,31% 52,77% 7,70% 15,54% 64,50% 5,25% 15,49% 60βO% 542% 15,150/0

102.Sumba Timur 46,68% 7,37% 16,62% 42,34% 9,19% 16,36% 29,66% 5,82% 10,83% 46,73% 17,06% 23,730/0

O3.Kuoano 39,76% 21,67% 22,38% 42,66% 6,83% 8,31% 29,32% 6,63% 7,51% 44,00% 4βO% 7,0211/0

' 04.Timor Tenqah Selatan 41βl% 5β9% 8,91% 51,12% 2,42% 5,88% 58,79% 1,59% 5,93% n,a 6,54% 6,030/c

O5.TimorTenoah Utara 3426% 11,57% 14,23% 50,99% 25,06% 28,01% n.a n.a n.a 94,36% 2125% 29β 70/c

106.Belu 71,18% 26,95% 34,89% 80,84% 31,19% 39,73% 82βO% 26,83% 37,38% 79βl% 4351% 5040%

07 Alor 82,24% 40,66% 48,50% 87,12% 43,65% 52,13% 83,4% 32,90% 42,75% 83,53% 49,69%
56β 9%

108.Lembata 65,06% 59,97% 60,77% 73,16% 51,86% 55,38% 4929% 26,22% 30,07% n.a 4ρ 5% 4,11%

09.Flores Timur 97,80% 57β9% 65,45% 93,72% 55,26% 6227% 51,64% 15ρ7% 22,13% 92,14% 22,7% 36169%

110.Sikka 51,50% 41,34% 43,32% 55,70% 29,46% 34,21% 38,2% 6,99% 13,01% 83,01% 28,35% 38β 9%

11_Ende 81,56% 48βO% 59,50% 77,18% 43,98% 54,30% 3725% 22,45% 27,29% 90ρ4% 48,09% 61,470/0

112.Ncada 83ρO% 25,10% 32,55% 36,07% 37,10% 36,97% 62,08% 34,49% 37,84% 75,64% 3928% 43β4%

13 lVlanooarai 43,30% 3,20% 12,64% 41,09% 5,14% 13,51% 9,30% 3,28% 4,73% 9,87% 6,09% 6,97%

14.Rote Ndao 65,69% 18,10% 21,12% 0,18% 9,99% 9,45% n.a n,a n.a 30,34% 14β8% 15,76%

l5.Manooarai Barat 75,84% 1626% 20,23% 82,190/0 11,92% 17,72% 47β8% 11,21% 14,420/0 7049% 12,17% 17,65%

16.Sumba Tenaah 9,19% 9,19% 6,77% 6,77% 4,43% 4,43% 4■6% 4,46%

117 Sumba BaratDava 33,84% 3,50% 5,35% 24,21% 2,15% 3,65% 3,31% 2,18% 2,25% n,a oュ 3% 0,12%

l8.Naoekeo 55,64% 55,64% 40,20% 40,20%

3,52%

16,98% 16ρ8% 36,50% 36,50% 36,070/0

119.Manggaral Tlmur

120_Sabu Raliua

3,82% 3β2% 3,52% 2,42% 2,42% 1,74% 1,740/0

0,00% 1,82% 1,75% 67,81% 1,47% 3,91% 29,01% 4,76% 5,66% 58,51% 8,71% 10,680/0

121.Ma:aka
52,53% 2643% 32β 60/0

42,0% 41,93% 23,31% 26,09% 23,47% 27,58%
7,18% 26,13% 35,57% 4,97% 33,590/0rTl.Kupang

usa Tenggaia Timur

41β6%

54,54% 21,79% 28,15% 47,17% 19′57% 24,91% 37,18% 10,98% 16,12% 4928% 17,35% 23ρ 00/0



Tabe1 4.16
Proytl capalall Sanlta31“ 甲止 perLotaan

Kabupaten/Kota
Sanitasiiayak 85% Sanitasi Dasar LSlo

20■5 2016 2017 20■8 20■9 20■6 20■ 7 20■8 20■9
01 Sumba Barat 60′80 6Q85 72,90 78′ 95 85′00 3′ 75 7′ 50 11′ 25 15′ 00
02.Sumba Timur 4Q73 5Q30 65′87 75′43 85′00 3′ 75 7′ 50 1■′25 15′ 00
O3.Ku pang 竹 ∞ 5425 ユ 〕50 7475 85,00 3′ 75 7′ 50 ■■,25 ■5′∞

04.Timor Tengah Selatan 5&79
9436
79′ 8■

6534 7■′90
97′ 18

7345
9■59

85′00
10Юし00
85′00

3′ 75

3′ 75
3′ 75
3′ 75

7′ 50 ■■′25 15′ 00

15′∞

05 Tlrnor Tengah Utara 95′ 77
06 Belu 8■′■■ 82′ 4■ 83′ 70 7′ 50 ■■′25
07 Alor 83′53

49′ 29

83′ 90 84′ 27

67′■5

8463 85′00
85′00

7′ 50 1■′25

1■′25

■5′∞

■5,0008 Lem bata 5322 7607 7′ 50
09.Flores Im ur 92′ 14

83′ 0■

94■■

83′ 5■

96′07
工 )0■

9804
ユ〕50

10Юし00
85′00 3,75 7′ 50 ■■,25 15′ 0010 Sikka

1l Ende 9Q94 93′ 21 95′47 97′ 74 10Юし00
15′ 00
15,00

12 Ngada 75′ 64 77′ 98 80′32 82′ 66 85′00
85′00

3′ 75 乙50 ■■′25

■■′25l3.lvlanggarai 9′ 87 28,65 47′44 6Q22 3′ 75 7′ 50
14 Rote Ndao 30′34 颯 ,0■ 57′67 7■,34 85′00 3′ 75 フ′50 ■■′25 15′ 00
l5.Manggarai Barat 7Q49 74■2 77′75 81,37 85′00 3′ 75 乙50 11′ 25 15′ 00
16 Sumba Tengah

17 Sumba Barat Daya 33′ 84 4663 59′42 72′ 2■ 85,00 3′ 75

3′ 75

7′ 50

7′ 50

1■′25

■■′25

■5′ 00
l S.Nagekeo 3Q5 褐 63 60′75 72′ 88 85′00 ■5′ 00
l9.Manggarai f-imur

7′ 50

7′ 50

20 Sabu Raijua 585■

52′ 53

65′ ■3

6Q65
7■′76
68′77

7838
7c88

85,00

85′00
3′ 75

3′ 75
1■,25

1■,25

15′ 00
15′ 0021 Ma!aka

71.Kupang 35′ 57 47′ 93 60′29 72′ 64 85′00 3′ 75 7′ 50 ■■′25 15,00

Nusa Tenggara Timur 59′ 33 6Q3■ 73′ 29 地 27 87′ 25 3′ 19 Q38 9′ 56 12′ 75



Tabe1 4.16
Pr呼畿 i Capalan Sa■ltasi Lar PeFdeSaan

Kabupaten/Kota
Sanitasi layak 40% Sanitasi Dasar ffiY"

20■5 20■6 20■7 20■8 20■9 20■6 20■7 20■8 20■9

ol.Su m ba Barat 5′42
■7′06

480
6′54
2■′25

43′ 51

49′69
4′95
22′97

28′35

48′ 09
39′ 28

8′65

5′74
8′80
8′37
4′ 69
4′■2

2′ 58
8′76
4′ 26

2´ 9■

2′ 98
0′■8

8′48
6′ 28
6′96
8′89

9′57
7′82
3′ 39
8′76

９７

一
８８

一

９
′一
Ｑ
一

8′ 65

5′74
8′ 80
8′37
4′ 69
4′■2

2′ 58
8′ 76
4′ 26

2′ 9■

2′ 98
0′■8
8′48
6′ 28

6′ 96
8′ 89
9′97
0′88
9′ 57
7′ 82
3′ 39
8′ 76

8′65
5′74
8′80
8′ 37
4′ 69
4′ 12

2′ 58
8′ 76
4′ 26
2′ 9■

2′98

Q■8
8′48
6′ 28
6′96
8′89
9′ 97
0′ 88
9′ 57
7′82
3′39
8′76

8′ 65
5′ 74
8′ 80
8′ 37
4′ 69
4′ ■2

2′ 58
8′76
4′ 26
2′ 9■

2′ 98
0′ ■8

8′ 48
6′ 28
6′ 96
8′ 89
9′97
0′ 88
9′ 57
7′82
3′ 39
8′ 76

■5′ 00
■5′00
■5′ 00
■5′00
■5′ 00
■0′00
■Q∞
■5′00
■5,00

■5′00
■0′00
■5′00
■5′ 00
■5′00
■5′00
■5′ 00
■5′00
■5′ 00
■5′00
■5′ 00
■5′00
■5′ 00

3Q∞
30′00
3Q∞
3Q∞
3Q∞
25′00
25′00
30′00
3Q∞
3Q∞
25′00
3Q∞
30′00
3Q∞
3Q∞
3Q∞
3Q∞
3Q∞
30′00
3Q∞
3Q∞
30,00

45′ 00
45′ 00

40′ 00
40′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
40′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00
45′ 00

∞
一∞
一∞
一

４５

一
４５

一
４５

一

6Q∞
60′ ∞

60′00
6Q∞
60′00
55′00
55′00
60′00
60′00
60′ 00
55,00

60′00
60′00
∞ ′∞

60´00
60′ 00
6Q00
60′00
60′ 00
6Q∞
∞ ′∞

60′00

02.Sumba Timur

O3.Kupang
O4.Timor Tengah Selatan
05.丁imorttengah Utara

06.Be:u

07.Alo「

08.Lem bata

O9.Flores Timur
10.Sikka

11.Ende

12.Ngada

l3.Manggarai 6′09
■4′88
■2′■7

4′46
0,■3

36′ 50
■′74
8′71

26′43
4′97

14.Rote Ndao

l5.Manggarai Barat
16.Sumba Tengah
17.Sumba Barat DaYa

l S.Nagekeo
l9.lManggarai Timur
20.Sabu Raijua

21.Malaka

71.Kupang
Nusa Tenggara Timur ■8′55 6′05 6′05 6′05 6′ 05 ■4′32 29′ 32 44′ 32 59,32



Tabel 4.17.
Target KInerJa Pcrsampahen

sasaran keglatan lndlkator KInerIa l(eglatan / Output /Sub Output Satuan Volume 20■ 5 20■ 6 20■ 7 20■ 8 20■ 9 To tal

Peraturan Pengembangan
Perljzetratan Llngkungan
Permukiman

Jumlatr NSPK Peraturan
PenBembangan PenJzehatan
Itngkungan P errnuklman

PenJr'usunan Rancangan Peraturan dan
Standar Pedoman Krtteria Bldang
Pensemhe.r.r.99.11..P.LP................
Penyusunan Outllne Plan dan DED Alr
Ltmbah

NSP K

5paket 22 2 5 5 5

Penlr'usunan Master PIan dan DED
Persampahan paket 22 6 4 4 4 4 22

Pemblnaan, frcllttast,
penffawasan dan kampan5ze
rerta advokasl

jumlah Pernbinaan &
pengawasan pengembangan
penyehatan llngkungan
pemuklman

Pemlrlnaan dan Pengawasan
Pelahsanaan Penjr'ehatarr LlngLungan
..R9r.ErH.h-i.I[e.n................. .......

Fasilitasi P enguatan Kapasitas P emerintah
daerah dalam Elidang Pengembangan PLP 22 22

22

22

22

22

22

22

22

Fasllltasl P enguatan Kapasltas Masyarakat
dan Kemlraan dalarn Bldang Pengeml:an an
PLP

22 22

InfrasEuktur Tempat
Pemrosesan Akhlr Sampatr

I umlatr l(ab/kota 5zang
dlbangun TPA

Pemlrangunan Sistem Penanganan
Persamt atran Skala Kota

Slstem Penanganan Persampahan Skala Kota

Pengadaan Latran TPA Lokasl >) 6 2 6 6 22

e lmblnerrnln 
-r:A 

?anltarv 3""ll1l
P embangunan sarana P enuni ang

_Lokast-
Iokasl

22

22

6

6

2

2
?
2

6

6
....

6
??
22

Pengadaan Alat Elerat unit 44 ■ 2 4 4 ■ 2 ■ 2 44

Alat Angkut SampaLr unlt

Dump Euck Sampatr unlt
unlt

130 93

7.6

a

10 9

10

15
...10-
15

1-30

65Arm R.oll 65

Kontalner Sampah unit 260 100 40 40 40 40 260

Motor Sampatr unit 155 67 22 22 22 155

o:-:oo1* tl-.eah
TPS

P_-r-.

unlt

■500 1t"
544

333

64

333 333

64
::-,

64

■500

440 64 4.40

Tong Sampatr Terptlih unit 4400 746 921, 92L 921- 92L 4400

oP Pengangkutan Sampah
1=

22

20 22

2
??

2
??

6
??

6
.."..?.

22oP TPA 6

Sisten、 Penanganan Pengolahan Sampah

InfrasEuktur Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah

Jumlatr Kab/kotayang
dlbangun TPA

Pemtrangunan TPST 3R
4 4 4 5 5 18

TOTAL

Kab/Kota



Tabe1 4.13.
Target聰

“
Ja Alr umbah

sasaran ketlatan lhdlkator Klnerla KegiJぃ nノ Outputノ Sub output Satuan 20■ 5 2016 2017 2018 2019 Total

Infrastruktur Air Limbah
dengan sistem Terpusat Skala
kota, kawasan dan komunal

lumlah Kab/kota yang dibangun
infrastruktur air limbah terpusat
skala kota

Pembangunan Sistem Pengolahan Air
Limbah skala Kota

Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat
■0 2 4 4 ■0

Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinia oPLTJ

Jumlah Kab/kota yang dibangun
instalasi peng。 lahahn Lumpur
Tinla〔IPLT〕

Pengadaaan lahan IPLT lokasi 22 2 5 5 5 5 20

Perencanaan IPLT paket 22 2 5 5 5 5 20

PembangunaD IPLT paket 22 2 5 5 5 5 20

OP IPLT paket
1■ 0 2 27 27 27 27 ■08

Mobil Tinja unit 44 4 ■0 ■0 10 ■0 40

OP Mobil Tinia 1■ 0 10 25 25 25 25 100

sistem Pengolahan Air Limbah Setempat KK

Pembangunan Sistem Pengolahan Air
Llmbah Skala Kawasan/Llngkungan

sistem Pengolahan Air Limbah berbasis
institusi

KK

Sistem Pengolahan Air Limbah berbasis
masyarakat KK

MCK++ paket 40 10 ■0 ■0 ■0 40

IPAL Komunal paket 60 ■5 ■5 ■5 ■5 60

Septictank Komunal paket 200 50 50 50 50 200

Pembangunan Sistem Penanganan
Persampahan Skala Kawasan
Sistem Pengurangan Sampah Berbasis
lnstitusi

KK

Sistem Pengurangan Sampah Berbasis
Masyarakat

KK



4. l.4.Target KinerJa Penanganaa Kawasan Kumuh

Dalam mendukung pencapaian target datam RPJMN 2Ol5-2O19 maka Ditjen
cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasal, dan
pe'nyelenggaraan penguianga-n kawasan kumuh perkotaaa yang dilaksanakan oleh

Oirektora?eengembangan pengembangan Permukiman.. Adapun indikator kine{a
program Direktorat Pingembangan Kawasal Permukiman adalah meningkatnya
Lon"tribusi penanganan -kawasan permukiman di kawasan kumuh perkotaan.

Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator

a. Peraturan Pengembangan Kawasaa Permukiman dengan indikator tersusunnya
10 NSPK bidang pengembangan kawasan permukimal;

c. Pembangunan da.rr Pengembangan KawagSn Perkotaan dengan indikator

memngk"atnya kualitas permukiman di 813,10 Ha daerah perkotaan;

d. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator terselenggaralya

pendampingan masyarakat di 20 kelurahan;



Tebel4.19,
Tergct xtnerJa Pcqaage8en Natelan Kumub

Sasaran kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan / Output / Sub Output Satuan Volume 2015 2016 2017 2018 2019

Peraturan
Pengenbangan

Kawasan Permukiman

fumlah NSPK bidang
Pengembangan

kawasan perukiman
yang tersusun

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan

Kawasan Permukiman

Pendampingan Penyusunan NSPK Kab/Kota

Penyusunan Kebiiakan Strategi, dan Rencana

Pengembangan Kawasan Permukiman
Kab/Kota 14 4 3 3 4

Pembinaan, Pengawasan, dan Kemihaan

Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan
Kab/Kota

Pembangunan dan

Pengembangan

Kawasan Permukirnan

Perkotaan

Luas Kualitas
Peningkatan kualitas
permukiman di 813,

10 Ha daerah
perkotaan

Pembangunan dan Pengembangn Kawasan

Permukiman Perkotaan

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Ha 813,1 123,62 36,48 21,8 2tB 217

Pengembangan Lingkungan Permukiman Ha

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
n^-*,,1.i..^- I.t^l^,,^ ^

Ha

Penataan kawasan

permuldman berbasis

Maqarakat

jumlah kelurahan

fang mendapatkan
pendampingan

Inftastruktur Berbasls MasYamkat

Program Peningkatan Kualitas Kawasan
D^--.,liman fL^r.L,)

Kelurahan 20 20 20 20



Tabe1 4.20.
Target Capalan ReaL● 3 Tahun 2017‐ 2019
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4.2. KERANGI(A PENDANAAN
(ompleksitas yang dihadapi daram pernbangunan infrastruktur pUpR

yang terpadu dengan pengembangan wllayah harus diimbangi dengan
kapasitas kemampuan dan surnber daya, salah sat,nya adatah p"endanaan
untuk mendukung hal tersebut. pendanaan dalam pembiayaan
pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan
y w"tr, perlu diperslapkan kerangkanya. terkait sumber dan mekanisrnenya
baik dari pernbiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya.
untuk merencanakan pencapalan sasaran-sa.saran pembangunan
lnfrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wllayah
berdasarkan perkraan realistis kebutuhan lnvestasl dan kemampuan dana
yang tersedia.

Meskipun investasi pernerintah dalam pembangunan rrfrastruktur PUPR
yang terpadu dengan pengernbangan wilayah masih relatif belurn
sebesar dibandingkan dengan kebutuhan lainnya ataupun
dibandingkan dengan neg€ra lalnnya namun sa.ngat penting sebagal
bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari slsl

belanja pemerintah, investasl tersebut pertu dikelola Kementerian PUPR

secara cermat agar dapat berkontribusi secara optimal dalarn
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan lnfrastruktur PUPR yang
terpadu dengan pengembangan wilayah. Demlkian pula. pernbia.yaa.n /
investasi dan non pernerintah/ lnvestasi yang berasal dari lnvestasi
masyarakat atau swasta sa.ngat diperlukan untuk menlngkatkan kineq'a
pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan
wilayah. Agarpeningkatan keseja.hteraan masyarakat dopat terwuJud,
kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu
dengan pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan
terpadu.

4.2. l.Perkembatrgarr Irrvestasl Pembargunan Bidang Cipta Kar5ra
Adapun perkembangan pendanaan pembangunan Bidang Cipta Karya

selama 6 tahun ini pada masing masing kabupaten dipropinsi nusa Tenggara
Timur adalah sebagai berikut :



Tabe1 4。 20。

Perkembangal Investasi Bfda4 Ctpta Ihrya dt Provlnsl Nusa Teaggara Tlmur
■|   ‐■.

lrll● |ミ 機ヽ慈ミい磁ぶ習ドヽ 11ミ || |■ 12●■●|■ ||||■ 3.003.■ 50_000
3.754、 302_000
20550.942.000
■_552、 200.000

3_■ ■■_■03.000
4.398.58CD 000
20、 425.400.-0
■ 0にX).000G〔 】D

6.356.400.000
3.063_495.000
4■ .672_500_OCXD

Sumba Barat

.6.1.r..M!.I:! I'l.!-..-.".

...,.......P_l=F_... ......
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２

一
622_408000
769_0■ 0000
８
一

6550.000
■ 5ア
'396000■■ フ75_58■ .000

Persm phn

3■ 5.000.00Q

4_78■ .300_000
300.OC)0.000
424フ 400000
200.000.0`Ю

0.■ ■■.000 tXD0
3.3∞ _0〔0_OC20
260.000.000

2.■■0000000
4.■00.024-0

3.408.■ 90.000
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6.350.000.― D
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Air IVlinum
. ... ;.." .......
Banki{I.....

PBL

3ア 2()557 0Cn0
439.400000
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7500000Cう 0

Air Minum ■、・・■87_8フフ 000 2307.()6■ _500

Kupang
PLP
Banki m

973.522.000 3.8■ 5.■ 20.000
2■.962.222.フ 00

Persm phn
4■3.3フ9053
87.888_000

■.●20.000.000

3.ア フ2.P_78.5■ 0
■.023,792.000
■50.0(DO.000

ヽ0 5CЮ .OCpO
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3.587.220.600

8、 665 tD92.500

7533.502.000
5.94■ .9∞ _…
■2.289.Oe2.050
4_220.000.000Tlmor Tengah Selatan

A:r Min■ m

Bankirn

■4■ 723.70ア

PBL
Persmphn

■90_0-.000

Ti mor Ten8a h ute ra

Alr lvlinum
■0.339.906.フ 2■

3anki m ■■4.フ 80.240

Pe rsm 6tr n 3.60■ .9■5.000
4.80■ .83■.000
フ25.000.000

BEI U

A:r Minum
P LP
Bank:rn

■
一
■
一
■
一

、C,∞.∞   (),∞0
2フ6.230000
.736.027000
28.300000

■、23ア、325.000
■ ■2■ 550.000

■ ■75.933.000
■.606、 337.000
■■6.フ 20、 000

FBL
Persm phn

1 465800う 03 225.5000く )0 ■、5S9_002-r) 3.443.220.000
Air Minurn

■_474.9■ 0、 000 ■.468.5フ ら.000 3.372、 527.250 3.86■ _■00.―
PLP
Banki m ■_052.4830'5 3_457_554700

Persmphn ■
``フ
02432.5‐ 30

3.■ 68、 ■84、 0フ9

739.59,4C● 9
5■ 6_46フ.500

2.792.230.000
4.693.9■ ■.フ 70

kmt a ta

7■3.,■■ 950

42■_084.500 423.234.300

5、 0ら4.■ 04.508
■ 66600■ .200
3872.・ 41ア4_72.● 3
94フ、838_300
44a CtD8 600

ユア.28_r3_フ 29.000
2.079.275608

9■4.353_50■
480.283_600PBL

Fl ores Tl mur

A:"Minum
P LP

3.■48.5■ 0038
■_037_488、 OC10

■ 6440● 5.000
■.■ 36.830.C― D

■、574.299.000
2■■05ユ 4.000

2.643.2■9_000
■、205.SCyp.000

…….2■
'■
■1■ 1■

'■"92_■ ■6_■85_000 3_954_94■ 360

Banki m _2..336.500く )00

Persmphn 5_rp86.■ OC).r.00 3.792_448.000
Alr lvllnum ■.OS■ .743.000 ■.40■ _S■0_68フ 3.665.7フ 9.■ 65

■.3■ 5.045.000

680,■ 50000

■82.900000
■∞ 50440C)

943_5'フ .836

■29.900.000
325_50tD.000

2_404.■ 92.‐28■

■33._r。 00.000
■.25■.400_C―

2.255.238.585

■46t● 46.000
■.“ 4.6CD● .tD00

■5■.500.000
2.■ 524C)0000

2.235.305ヽ000 3.674.558.00C)
982.650 tDCl

■ ■ En de

Alr Minum 6■ ■.340000 3.002_34■ .420

Bankim

Pe rsm ott n

PF r<m 6lr n

3.C

2.575.020000
■、■32.0■ 0、 Oα)

3035.3● 9.■'00
2.0■0_079_000
58、 360.000

Bank:rn
PBL
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■ 2 Ngada

メヽ lr Mi ■ 903.760.000 ■5.023.380.■ 4■ 2.526_24■ 000 3422.750_000 3、 ■24.4■ 8.000 3 805_44■ _000

■.7■4.287_ア00 3.036.280.000 4_600.385.000
6_635.000、 000

tD.705.8■ 6.000
5.8■ 0_000.000

3.678088.000
5.305.000.000

3.73ア.005.000
8.370.000.000Banki 3、 393.■ ′tD.300 6_036_250.000

PBL
■9.03■ .8■8 ■20690_000 546.2■ 659■PeEmphn 367.333_■ 82 799.675、 000

■ 3 ]vta nBEa ra a

Air lvlinum 6452.703.379 3.629■ 2■ 427 3.252_70326ア 4_■ 22.092.02■ 4.577.92■ .000 7_■ フ2.940_000

PLP 68■ .866.000 ■.376.937.500 870_OCDO_000 2_886、 500_000 6_037、 436.ア 09 ■6_567_620000

Bankl ■.400.634_000 692_069400 2_398000000 ■■.275272.500 ■0.509.2ア 7000 ■■.693.■89.000

PBL
Pecmoh ■.6■ 0.2■ 8000 88244ア .■00

■ 4 Rote Nda o

′ヽ ir M: ■8■ ■3■ .8■8 ンフ2.033.600 ■.263.279390
フ0■ 78.000

ア29.■ ■■ 000 677.695.579 739365.000

PLP 23.636.364 ■■4_■ ア0.tD00 ■.935.000 554393.7■ 3 40.574.000

Bankl 48.53■ .900
■45.CD00.000
8フ6.520、 285

9■ 8.695000
PBL 425、 000_000 ■ 544_7■4_499

434.320.000
■.8749∝ ).000
4_‐38.530、 963

0.■39.670.2■ 5

Pe rs h 388.7■ ■ 550 48483■ _066

■ 5 l\,a ngga ra I Ba rat
PLP 343.000.000 ■、418886.500 ■.386_34ア _000 ３

一
２

0■ 4、 ■30.000
936.859,ア rD0

2_825_000.000

Bankl ■_648033000 6.8■ 9.OoO.000

PBL 2_494.6■ 7000 999_800000 465_000.000 2、 58:1_ア 40_000 ■OCD、 000.000

Peremphn

■ 6 Sumba Tengal'l

Air lvlinum 9862.274.038 85′ 700_000 873.640 CD00 3、 682.372.060 2.467.620.000

PLP 52■ _000、 000 900_900_000 ■ 487.488.000 25■ 3.40■ .000 2.284.ア40.∞ 0

Bankim 3.802450.000 840000.000 2.323.500.000

P8L ■9.868、 0■ 70■ 9 6´ 503.■ 77.600
Pe rsmph n

■ 7 Sumba Ba rat Oaya

Air lvlinum 3_3ア 2^437.000 3_800.855000 5_2■ 3_000_000 5_フ50_000_000

PLP 568.895.OCD 547.9フ 8_000
3498■ 3000
533_480.000

■.■ 29.208.000
2.2■ 5.990000

5.862.036.000

Banki 3_825000.C―
334.700.000

3.8∞ .C― .OЮ0

5■0.500.000
PB

Peremphn 220.35■ .OC,0 ■43.870.700 426559.500

■ 8 Nagekeo

Air tvllnum ■■.272.548.■ 94 ■.079■ 23000 ■.326.■02.000 4_■ 65_35S.000
PLP ′50_200.000 ■ ■20438.000 823.306_000 ■ 470.370.000 4_876_■48_000

Bankim 3023.030.OCDC 2 St3■ .000.000 4_63つ.408.000 6.44ア 754.000 6.635.324_000 ■5.425.894.750

PBL
Peremphn 9■ 2_85000 30.■ 08.000 402440.000 326.34 2 70CD ■84.075.000

■ 9 tvla ngga ra i Tl mur

Air lvllnum 5、 222、 ア52_000 6.440.080、 96■ ■■_299.■ 2■、239 ′ 825.5■ 2.5■ 5 ■●_064.444、 66, ■4.766.533.530

PLP ■.286、 445 0rrD 2._34■ _624000 2.476.088.2■ 0 ■ 862.948.500 S.004.998.500 5.807.605.800

Bankim
PBL

Pe phn 44′ .475_000 ■ 640.278_2■ 0 ■.052.■92_000

20 sa bu Ra iJ ua

′ヽ i「 Ml ■ 093.208000
000.000.000

3_664.■ 82500
300.650.000

9■4.ア42_000 3.958.フ80.000
5.340.890.OCXDPLP 380.776.500

Banki
PBL 36.489.544_200 ■3000.000_000
phn

2■ Ma la ka

A:「 Mi |■ ■  
‐
■
‐
        l     .:‐ |

2698_825_000 フ.392.044.996
3.839.529.000PLP

|||=|==■11■|==
600000.000

Banki 865.000ヽ 000

PBL
Peremphn

22 Kota Kupa ng

Alr lvlinum 3.254372.544 2.538.258000 2.7■ 6.227.000

PLP 227.227
5.62」 .56■］一螂

805.090.000 ■ OCDO.824.998 893068.000
227500.000
■ 795_448_000

■4■ア.875.000 5.355.6■ 0.000

Banki :■ 7Q.000.000 6■0.000.000 ■.40′ .455000
8_65■ _′ 95、 9■3 2.506.235.000 ユ.395_000_000 4.932.250.000

Peremphn

7.443986.000 ■0■ 87.062.000



Tabel4.21.
T:rend Pendanasa 1d)-O-1q) dt Prodrsn l[usa Tcoggara Tlmur

Tabe1 4.22.
RmplmdK― Jn Pmdanaan

Tabe1 4.23.
Target Capdn Op…

oヽ Sektor Tahun 2011 Tahun 2012 丁ahun 2013 丁ahun 2014 丁ahun 2015

1 へir Minum 107.537.494 126`750,028 345.121.987 150.119.602 266.754.127

■

ι Sanitasi 20.550.373 22.235.500 19`626.162 19.142.586 17.747.583

Kumuh

rotal APBN 1281087.867 148=985.528 364=748,149 169`2621188 284=501,710

APBDI 27,128.199 18,529,700 78.991,512

Total APBD‖ 91.174,083 140,565.072 232.2490537 324.0971410 410,卸 1117

Lain Lain{NGO,CSR′ dll}

TotJ 2191261,950 2891550.600 624.125,885 511.889,298 774.142.339

船 SUMBER PEEEAN爆
DATAEttlSTI腫 IRp,Miprl PRED‡贈 PEDANM狙 1距,Mi鴨

70TAL

2012 2013 2014 203 船16 2017 2018 2019

膠B‖ 1畿986 準 ′7場 1697262 28も502 戦 7卿 32亀599 377.881 453,467 L嶋盤3

攀3D PttV 1&877 a128 二530 71992 8上36」 87鰤7 977503 114,07g 卿

AP3DIABIFOTA 1観565 232249 3247097 41Q649 4311181 47t3船 531,215 6船脚 2.闘ユ94

4 獅 ロ
I 卿

TOTAL 30&43 6R3 51=89 nt,14 腱鍼 71 引嚇1956 捕 31,翻 11208,444 Lり撃 77

l10 SEmR
TARGttPEttCAPArtt lbl PREDIX51SUM8ER ttDA卜倒 ‖ヽ{ヨ嘔無坤司

TOTAt

2016 2017 2018 201' 2017 2018 2019

1 lir Mifium 64,47 72澤 322 1∞ 147μ 職 87 1ズ268 ■26喩 14 35■

“

2 崎r bmbah鮨 ,ヒ 4515 51,96 北朝 暁 99 79メ 亀 菫 観 g 8Q9 32120

3 肺 帥 Terangl渡 33132 観 38 亀 襲 綺 ∞ 筑 351 9Q33ヨ 21Q45, 21Q451 61159

4 lhwamn{umuh 80.31 53150 筑69 0,∞ 1輿」 81ち10

IOTAt 483174(
=235=311

1,770103 ■777麟 5,266』7

Target Capaian Optirnis
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一
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Tabe1 4.24.
Target Capdュ Ren―

4.2.2.If.ebrltrrhan Pendanaan Untuk Meacapal Sasaran Strategl

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis masing masing sektor dapat
diuraikan sebagai berikut :

NO SEKTOR
TAR● ET PENCAPAlAN IV● l PREDIXSiSuM8ER P〔 |●IDANAAFt(Rp Mi"ar}

TOTAL
2016 201ア 2018 2019 20■6 2018 2019

1 64′ 4フ フ1,48 ■ 58 91,31 467 325,29 97884 2504.フ 9

2 ハir Llmbeh 45´5 51.37 5■ 18 63,02 72,80 7421 72′5■ 217.52

3 Sampah 33.32 鴨 .55 52,65 58.91 81′ 90 8‐3 84.59 24902

`
BO′31 75′15 6870 6032 54.6● 51′58 7■1 178.68

TOTAL 9K19.96
=Ю
31,61 1208`44 3150′ 0■

TarECt Cspaaan Rca listis

2016



Tabel4.25.
Kerangha Pendaaaan Se&tor Alr Itrlnum

Target Sasaran Klnerla Anggaran (Rp xx Mllyard) Total
Alokasi

Surnlrer Pendanaan 「Rp.Milvard〕
20■ 6 20■7 20■8 2.0■ 9 APBN APBD E APBD II masyarakal LSMノNG0

Pelxrbangunan Infrastruktur
SPAM Reglonal

Debit dan jurnlah sambungan
Rumah SPAM Regional 3,■2 473 476 4788 ■7,40 0 ■乙 40 0 0 0

Pcmlrangunan Infr:astruktur
SPAM Perkotaan
α SP4M′ κκ Deblt dan jumlah sambungan Rumah

22′ 86 46′ ■7 46′ 39 ヽ ,70 ■62,■ 2 ■29,70 Q∞ Q∞ 32′42 0′ 00

b. SPAM lbu l<oto
Pe me ka ra n/ Pe rlu a so n Pe rko td q n

Deblt dan Jumlah sambungan Rumah
Pemanfaatan SPAM ibukota pemel€En 3Q57 30,87 3■,03 3■,23 ■23,70 74,22 Q∞ 24′ 74 凛 ,74 Q∞

b.2- 1 Pemanfoo,zan IdIe Debit dan .lumlah sambungan Rumah
Pemanfaatan ldte SPArvl Perkotaan 0′ 00 84′ 35 84,77 85′ 34 254′46 ■52′ 68 Q∞ 5Q89 5Q89 Q∞

わ.22 Penυ″
"α"Ⅳ
.R.И′ Debit dan jumlah sambungan Rumah

Q∞ 3■′77 3■′93 32,■4 95′ 85 57′ 5■ Q∞ ■9,■7 ■9′ ■7 0′ 00

PerIrbangunan lnhastruktur
SPAlt/[ Berlrasis Masf,rarakat
24 MSIMИ S Debit dan Jumlah sambungan Rumah

0,00 ■58′85 ■59,63 ■60,70 479′ ■9 43■′27 Q∞ Q∞ 4フ′92 0,00

Pembangungan lnfhastruktur
SPAM dl Kawasan Khusus

Spam RswanAlr

Sparn perbatasan

Spam pulau terlu".

Pengembangan jaringan perpipaan
dil€wasan Rawan Ar 64′ ()() 64,63 355,92 358′ 3■ 842.87 337,■5 ユ ,29 252′86 0′ 00 ■68,57

Pengembangan jaringan perplpaan
dikawasan Perbatasan ■8′ 29 ■8,47 ■0■′69 ■02′ 38 240′82 %33 2408 72′ 25 0,00 聰 ,■6

Pengembangan jaringan perpipaan
dipulau Terluar 9′ ■4 %23 50,85 5■,■9 ■20′ 4■ 48′ ■6 ■2′ 04 36,■ 2 O′ 00 24,08

SPAM Pl)AM Terfasilitlasi
a. Banbran Prcgrqm PDAM Debit dan Jumlah sambungan Rumah

0′00 S,40 恥 .59 S,87 ■2■,85 n,93 Q∞ 36′ 56 24′ 37 0,00

b. Pertqembangan Jarlngan SP/ Debit €lan jumlah sambungan Rumah
Pengembangan SPAM MBR
Pem a nfaata n SPAM PDAM Terfesll ltas I

0,00 Z69 フ′フ3 フ′78 23′ 2■ ■3,93 Q∞ Q96 2′ 32 Q∞

SPAM Non‐ PDAM TeJasllitasi

a. Bandtan Prcgram Non-
PDAM (sumur pompa)

P€ngembangan Sumur bor pemanfaatsn
pengembangan Non PDAM Terlbsilltasl 0′ 00 89′30 89,74 9Q35 269,39 ■0乙 76 2Q94 80′82 ■3′ 47 4Q4■

b. Banatdn Prcgram Non-
PDAM (flmurgali)

Pengem bangan sum ur gall pemanfaatan
pengembangan Non PDAM Terllasllliasl Q∞ 2繁,39 255′64 257′ 36 767′40 Q00 Q∞ 23q22 383′70 ■53,48

TOTAL ■4フ,99 れ 87 ■2∞′68 ■269,■4 3_5■■68 ■509,63 ■64,75 8■0,59 599,0■ 434,7■



Tabe1 4.26.

Hk憲

…

Pmdanaan pen_an S3mpah

Sasaran ketlatan :ndikator KinerJa Kegiatan′ Output′ Sub c》 utput Satuan Harga sat 20■ 5 20■ 6 20■ 7 20■ 8 20■ 9 To● 1 APBN masyarakat LSM/NG0

Peraturan Pengembangan
Penyehatan Llngkugan
Permuldman

Jurnlah   NSPK   Perahran
Pengembangan      Penyehatan

Penyusunan Rancangan Peratuan dan
Standar Pedoman Kriteria Bldan8 NSPK

1lnglKungan

Pmyusunan outline Plan dan DED Alr
Llmbah

paket 750 ■500 3750 3750 3750 3750 ■5000 ■5000

Pmyusunan Master Plan dan DED
Prsampahan

paket 80C 4800 3200 3200 3200 3200 ■2800
■2.800

Pffibinaan, fasilitasi,
pengawasn dan kampanye

Iwlah Pembinaan & pengawasan
pengembangan Penyehatan

Pembinaa dan Pengawasan
Pelaksanam Penyehatan f.ingkungan

Fasilitasl Pmguatan Kapasitas Pemerlntah
daerah dalam Bldanq PenEembanEan PLP

Kab/Kota 200 4.400 4.400 4400 4.400 17600 17.600

Fastlitasi Penguatan Kapasitas Masyamkat
dan Kemltraan dalam Btdang Pengembangarr Kab/Kota 6.600 6.600 6.600 6.600 26.400

lnfrastruktur Tempat l|mtah Kab^ota yang dibangun
TPA

PembaDgunan Slstem Pmangalan
P-9I:3rP3n"n:_I3lr9--
Slstem Penanganan Persmpahan Skala Kota

Psgadaan Lahan TPA l-okasl 5000 30 000 ■0000 ■0.000 30000 30000 80000 80_000

Pembangman TPA Sanitary landftll Lokasl ■5000 90.000 30000 3Q000 90000 90000 240.000 240000

Pmbanguan *rana Pouniang lokasi 2500 ■5000 5000 5.000 ■5000 15.000 40000 4000

_o_**9:l-f::::'::
Alat Angkut Sampah

unit

unit

2.500 ■0000 ■α000 3Q000 80 000

Dump truck Sampah unit 350 32550 2.800 3■50 3.500 3500 12950 2590 9065 ■.295

Arm Roll unit 375 6000 3750 3.375 5625 5.625 ■8375 3675 12863 ■.838

I:ioli*::-rn
Motor Sampah

unit

unit

25

25

2_500

■.675

■000

550

■000

550

■000

550

1000

550

4000

2.200

800

440

2.800

1540

400

220

Gerobak Sampah 1332 ■.332 ■332 ■332 5328 4262 1066

TPS unit 2336 256 256 256 256 ■024 8■9 205

Tong Sampah Terplllh unit 0,■ 5 ■07 ■38 138 ■38 138 553 387 ■66

OP Pengangkutan sampah 500 350 ■1000 ■■000 ■■.000 ■■000 44 000 30 800 ■3200

ЭP TPA 250 3∞ 5∞ 500 1500 ■_500 4000 2800 ■.200

Sistem P enanganan Pmgolahan Sampah

Infrastruktur Tempat
Pmrosesan Akltlr Sampah

,mlah Kab/kota yang dibangun
TPA

Pmbanguan TPST 3R 2080 2080 2080 2.600 2600 9_360 9360

TOTAL 96.356 9633■ 21045■ 2■045■ 6■ 3590 397100 7505 ■89336 14400 5■89

26_40C

PLP

30 000 30000 8000C



Tabr.l4.27.
Kerangfe Pendarraan Penanganan Atr Llmbeh

Sasaran kegiatan indikator Kinerla KeJatanノ OutputノSub output Satuan Harga sal 2015 2016 2017 2018 2019 Total APBN APBD I APBD II masyarakat LSM/NG0

tnfrastruktur Air Limba}
lengan sistem Ter?usat Skala

[unlah Kab/kota yang dibangun

infrastruktur air limbah ter?usat

skala kota

Pembangunan Shem Pengolahan AIr
LlmbahSkalaKota

く0は,

釣stem Pengolahan Ar umbah Terpusat 400 8∞ 1.600 1.600 4000 4000

instalad Pengolahan Lulnpur

rmia(IPLT)
f umlah lGb/kota yang dibangun Pengadaaan lahan IPLT lokad

勁 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 10 m 10.000

Titta(IPLT〕 Perencanaan IPLT paket
50C 1.000 2.500 2500 2.500 2.500 10000 Ю 000

Pembangunan IPLT paket
3.000 6.000 15.000 15.000 15.000 15.000 mooo ぬ 000

OP IPLT paket
15C 300 4.050 4.050 4050 4.050 16.200 12.900 3.240

Mobil Tinia u面 t
400 1.α Ю 4000 4000 4.000 4.000 16.000 12.800 3.200

0P Mobil Tinja
望 500 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 4000 1.000

Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat KK

Pembangunan Slsem Pengolahan AIr
Limbah Skala lhwran/Lirgkungan

鏃stem PengOlahanハ dr umbah berbasis

h蒟 tu§
KK

Sistem Pengolahan Air Limbah berbasis

masyarakat
KK

MCKI+ paket
C 4000 4.000 4000 4000 16000 16.000

IPAL Komun」 paket
40C 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 19.2al 4800

Septictank Komunal paket
800 40.000 40.000 4000 40.000 lmooo 1ぬ000

Pembangunan Slsbm Penarganan
Persampahan Skala l(awasan

釣stelrl Pengurangan Sampah Berbads

ln亜 tud
KK

Sistem Pengurangan Sampah Berbasis

Masyarakat
KK

TOTAL 79.300 80.1∞ m9oo 80 900 321.200 109.200 204560 7.440



Tatel 4.28.
Keraagla Pendalaar Pcaangsrar llsrasar Pcrtrut&re! Kuauh

Sasaran kegiatan lndikator Kinerja Ke$ahn / 0utput / Sub 0utput
Harga Sat

(Rp luu)
2015 2017 2019 Total APBN APBD I APBD II IDasrarakat

Peraturan

Pengembangan

Ikwasan Permukiman

fumlah NSPK bidang

Pengembanqan

Pembinaan dan Pengembangan Kawaun

PennuHman

kawasan peruhman

yangteNusun
Pembinaan dan Pengawasan Pengembalgan

lhwasan PennuHman

Pendampingan Penyusunan NSPK

Penyusunan Kebijakar! Strategi, dan Rencana

Pengembangan Kawasan Permukiman
2400 2400

Pembinaan, Pengawasan, dan Kemitraan

Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan

Penbangunan dan

Pengembangan

Luas Kualitas

Peningkatan lotalitas
Pembangunan dan Pmgembangan Kawasan

Pennukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman

Pertotaan

permuHman di 813,

10 Ha daerah
Peningkahn Kualitas Permukiman Kumuh 36480 218000 218000 217000 689480 689480

ped(otaan Pengembangan Lingkungan Permukiman

Perkohan

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman Nelayan

Penataan lrawasan

permukinan bettasis

MasyaralGt

lumlah kelurahan

yang mendapatkan

pendarnpingan

Inhastrulrtur Berbasis Masyarakat

Program Peningkahn Kualitss Kawasan

Permukiman (kotaku)
6000 6000 14400

226400 227200 223000 715480 711880 3600



5. ITESIMPULAIT DAIT SARAN

5.1. XTSIMPULAN

5.1.1. Permasalahan Air mlnum
1 . Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai propinsi kepulauan, yarrg terletak pada 80- 12o LS

dan 1 18o- 125o BT, atau Propinsi paling selatal dari negara kesatuan Republik Indonesia
mempunyai iklim kering dengan tingkat curah hujan yang minim rata rata hanya 1500
mm/tahun dengan waktu hujan hanya berkisar selama 4 (empat) bulan, selebihnya
adalal musim kemarau.

2, Berdasarkan data BPS tahun 2015 Akses Aman air bersih di perkotaan telah mencapai
77,72o/o, sedangkan akses aman perdesaan baru mencapai 59,92 o/o, atau akses aman
rata rata propinsi telah mencapai 67 ,72o/o.

3. Dari 22 kab:upaten/kota untuk wilayah perkotaan telah ditangani oleh 15 PDAM,dengan
kondisi 4 PDAM sehat, 5 PDAM kurang Sehat dan 4 PDAM kondisinya sakit dan terdapat
1 PDAM yang saat ini tidak dapat beroperasi lagi. Sementara itu ada 2 kabupaten
pemekaran telah memiliki BLUD Air minum, 4 Kabupaten masih dalarn penangan PU
Cipta kaya Kabupaten darl. Total 15 PDAM Kabupatet/kota' mempunyai Kapasitas
terpasang sebesar 2.376 l/det, dengan volume produksi 1.227 \/det dan idle capacity
mencapai 1.O45 l/det atau setara 43,98o/o dan NRW mencapai 29,940/" untuk melayali
113.388 SR

4. Kebutuhan air untuk masyarakat perkotaan saat ini mencapai 2.409 ltr /det, sedalgkan
asumsi debit yalg tersedia baik yang berasal dari perpipaan maupun dari non perpipaan
saat ini baru mencapai 1.776 Ltr /det, setara dengan 7 3,6V/o atau mengalami defisit
sebesar 26,310/o, sementa.ra kebutuhan akan terus meningkat menjadi 2.589 liter /det
pada tahun 2Ol9 atatt akan mengalami delisit sebesar 3l,4lo/o,

5. Kebutuhan air untuk masyarakat perdesaan saat ini diperkirakan rnencapai 2,77L
Itr/det, sedangkan asumsi debit yang tersedia baik yang berasal dari perpipaan maupun
dari non perpipaan saat ini baru mencapai 1.57L lt/det, setara dengal 57,94Vo ataw
mengalami delisit sebesar 42,160/o, sementara kebutuhan akan terus meningkat meqjadi
2.884 hter ld.et pada ta-hun 2019 atau akan mengala-rni delisit sebesar 54,460/o.

5.1.2. Permaralahaa Kawacaa Kuuuh
1. Identifasi kawasaa kumuh sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No 2'lahur. 2016

bahwa identifikasi kawasan kumuh ditentukan dengan 7 indikator, yaitu mencakup
kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
minum, pengelolaan ai1 lim!2fu, pengelolaan persampahan dam penyediaan proteksi
kebakaran. Identifikasi telah dilakukan pada 14 kabupaten/kota dengan luasan
mencapai 813,10 Ha.

2. Dan 7 indikator tersebut sampai saat ini belum ada indikator yang tepat dalam
menghitung peflgurangan luasan kawasan kumuh perkotaal, sementara sampai saat ini
penangan.urnya masih sebatas pembangunan jalan lingkungan yang hanya ditangani
oleh sektor bangkim saja belum ada keterpaduan dengan sektor sektor lainnya

3. Sebagian pemukiman warga baik wilayah perkotaan dan perdesaan belum menerapkan
lingkungan hunian yang memenuhi standart kesehatan seperti penyediaan air bersih,
tempat persampahan, tempat pembuangan limbah dan drainase.



5. 1.3. Permasalahao Saaltasl
1. Permasalahan air limbah berdasarkan hitungan BPS, akses sanitasi layak di propinsi

NTT sd tahun 2015 baru mencapai 23,9O"/o, rendahnya pencapaian akses sanitasi layak
ini dikarenakan penetapan jamban yang layak harus memenuhi persya-ratan
ketersediaan closet leher angsa, dan septictank yang kedap air.

2. Terrtang pengelolaan air limbah baik peraturan daerah maupun kelembagaan yang
mengaturnya pada semua kabupaten/kota belum memilikinya, disamping it:u d'ari 22
kabupaten/kota saat ini baru terdapat 2 kabupaten yang memiliki IPLT (Instalasi
pengolahan lumpur tinja).

3. Disamping itu dalam pengelolaan sanitasi terkesan masih tumpang tindih antara
beberapa dinas/badan pengelolanya

4. Penangalan Persampahan belum menjadi prioritas pemerintah daerah, hal ini terbukti
sampai saat ini dai 22 kabupaten baru 6 kabupaten memilki TPA Sanitary Landfrll
selebihnya belum ada. Dari 6 kabupaten tersebut, dana operasiona-l pengelolaan
persampahan baik untuk angkutan maupun untuk pengolahan akhir di TPA dirasa
masih sangat kurang

5. Produksi sampah perkotaan saat ini mencapai telah mencapai 1,914 axs/tahun, dengan
volume sarnpah terangkut baru mencap ai 31,2U/o, untuk mencapai target SPM
diharapkan sampah terangkut bisa mencapai 8U/o, ata,u masih terdapat gap sebesar
49,8Oo/o atau ada sekitar 504 m3 sampah yang setiap tahunnya belum terangkut.

5.2. PoTEI{SI PENCAPALAN GERAXAII 1OO'O-1OO

Beberapa potensi yang dimiliki oleh propinsi NTI dalam mendukung pencapaian
keberhasilan pencapaian gerakan 1OO-O-1OO pembangunan NTT antara lain :

1. Terdapat aneka potensi keunikan wilayah yang khas dengan aneka satwa langka antara
lain komodo dan aleka burung dan danau 3 wama

2. Nusa Tenggara Timur memiliki akses dan konetivitas jalal Nasional, pelabuhal laut
dan didukung jumlah prasa-r€rna bandara yang memadai yang dapat menghubungkaa
seluruh wilayah

3. NTT merupakan propinsi perbatasan sebagai Pintu gerbang perbatasan anta.r negara
yaitu Negara RDTL dan Negara Australia Serta Pembangunan Ekonomi Segitiga Emas
Kupang - Dili - Darwin (Australia)

4. Adanya kebijakan afirmatif Pemerintah dalam pembangunan embung-embung dan
penghij auan berbasis masyarakat

5. Adanya kebijakan a-{irmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama
Provinsi Papua dan Papua Barat

6. Telah ditetapkannya Perda tata Ruang Provinsi dal Perda Tata Ruang Kabupaten Kota
dan Perda bangunan Gedung kabupaten.

7. Terdapat aneka potensi keunikan wilayah yang khas dengan aneka satwa langka
antara lain komodo dan aneka burung dan daaau 3 warna

8. Nusa Tenggara Timur memiliki akses dan konetivitas jalan Nasional, pelabuhan laut
dan didukung jumlah pras€rrana bandara yang memadai yang dapat menghubunglan
seluruh wilayah

9. NTI merupakan propinsi perbatasal ssfuagai Pintu gerbang perbatasan antar negara
yaitu Negara RDTL dan Negara Australia Serta Pembangunan Ekonomi Segitiga Emas
Kupang - Dili - Darwin (Australia)

10. Adanya kebijakan afrrmatif Pemerintah dalam pembangunan embung-embung dan
penghljauan berbasis masyarakat

11. Adanya kebijakan afirmatif nasional tentang percepataa pembangunaa I{II bersama
Provinsi Papua dan Papua Barat

12. 'felah ditetapkannya Perda tata Ruang Provinsi da.rr Perda Tata Ruang Kabupaten Kota
dan Perda bangunar Gedung kabupaten

5.3. SOLUSI PER}IASALAIIAIY

Berdasarkan perrnasalah dan potensi yang dimiliki oleh propinsi Nusa Tenggara Timur
beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mendukung gerakan 100-0-100 adalah sebagai
berikut :

5.3.1. Solurt Peaaagaaan Air [lnum
Dalam mendukung percepatan pencapaian akses air minum layak ada beberapa upaya yang
dapat dilakukan adalah :



1. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki PDAM dengan menanfaatkan idle capacity sebesar
1.052 liter/det, yang dapat meningkatkan 105.000 SR dan menurunkan kebocoran
sebesar 375 liter /det yang dapat meningkatkan SR sebanyak 37.490 SR pada sistem
perpipaan yang telah ada.

2. Mengoptimalkan kapasitas terpasang yang dimilki BLUD air minum kota kupaag dari 45
Itr /det, menjadi 100 ltr/det, yang dapat meningkatkan jumlah sambungan sampai 5.500
SR.

3. Meningkatkan status kelembagaan BLUD air minum di kabupaten Manggarai Timur dan
kabupaten Nagekeo menjadi PDAM agar dapat lebih meningkatkaa pelayanan kepada
masyarat, membentuk pengelolaan air minum dikabupaten sumba Tengah, dan
merevitalisasi kembali PDAM kab Sumba Barat, dengan program spam ibukota
pemekaran, serta Meningkatkal status UPTD air minum kab sumba Barat daya dan kab
Sabu Raijua menjadi BLUD yang dapat meningkatkan jumlah SR hingga mencapai
21.0O0 SR

4. Khusus untuk penanganan air bersih diperdesaan dapat membentuk lembaga pengelola
air minum yang sehat dengan dikoordinasi oleh pengelola air ditingkat kecamatan (SPAM

IKK) dan pengelola air ditingkat kecamatan dikoordinir oleh PDAM. Sistem pengelolaan
air secara berjenjang akan mempermudah dalam pengelolaan dan penguatan kapasitas
kelembagaanya setiap tingkatanya, Pemerintah Kabupaten hadir dengan menyediakan
anggaran pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan yang sudah ada.

5. Anggaran yalg dibutuhkan untuk mencapai akses air minum layak l00o/o sampai tahun
2019 dipropinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan dana sebesar Rp. 3,518 Trilyun'
Anggaran sebesar ini sesuai dengan tingkat penangananya maka pendanaan yang
berasal da-ri APBN sebesar Rp 1,5O9 Trilyun, APBD I 164,75 Milyard, APBD II 810
Milyard, ISM/NGO sebesar 434 Milyard dan potensi pendanaan dari masyarakat jika
kmbaga pengelolaan air dapat memberikan pelayanan yang baik dapat menghimpun
pendanaan sebesar Rp. 599 Milyard.

5.3.2. Solusl Perranganan Ilawasaa Kumuh
Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui
penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 helrtar dilakukan melalui :

1. Penl'usunan dokumen perenc€rnaan (RP2KPKP) di l4kabupaten/kota dalam bidang
pengembangan kawasan permukiman. $arnpai saat ini masih 7 kabupaten belum
memiliki dokumen perencanaa.n pananganan kawasan kumuh.

2. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan indikator meningkatnya
kualitas permukiman di 813,10 Ha daerah perkotaan yang belum tertangani;

3. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan kumuh perkotaan di 3O

kelurahan;
4. Menyediakan anggaran penanganan kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar Rp.

715 Milyard. Anggaran sebesar ini sangat diharapkan berasal dari APBN/pemerintah
Pusat.

5.3.3. Solucl Penangauaa Saaitasi
Peningakatan akses sanitasi layak 100% dapat dilakukan melalui :

5.3.3.1. Penanganao Air Limbah
1. Masih rendahnya akses air limbah yang layak dimana baru mencapai 23,9U/o ditahun

2O15 menurut BPS, sangat dipengaruhi oleh penyedian septictank yang kedap.
Rendahnya pemalraman masyarakat dalam membangunan septictank yalg kedap ini
karena kurangnya infomasi tentang membangunan septitank yang kedap, Oleh Karena
itu fasilitasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalarn pembangunan sanitasi
khusus penyebar luasan informasi dan pemicuan STBM tentang membangunal sanitasi
air limbah yang layak harus menjadi perhatian yalg serius karena gap pencapaial akses
sanitasi layak masih sangat tinggi.

2. Disamping membangun septitalk yang kedap dimasing masing rumah tangga
penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di propinsi Nusa Tengga.ra Timur
juga masih sangat rendah dimana dari 22 kabupaten kota saat ini baru ada 2 kabupaten
yang telah memiliki IPLT dan Mobil Tinja, karena tinja rumah tangga yang diproduksi
harus dapat di sedot darr diolah ditempat pengolahan

3. Disamping infastruktur pengolahan air limbah, Peraturan Daerah dalam pengelolaan air
limbah pun masih sangat rendah.

4. Atokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan air limbah dipropinsi Nusa
Tenggara Timur diperkirakan mencapai Rp. 321,2 Milyard dengan alokasi anggaran
terbesar adalah pembangunan IPLT di 20 kabupaten. Disamping pembangun IPLT
anggaran juga diperlukan untuk pengadaal mobil tinja serta operasional darr
pemetharaannya.



5.3.3.2. Penaaganan Fersaopahaa
1' Produksi sampah perkotaan yang dapat diangkut diperkirakan baru mencapai 2o,s6o/o.Masih. rendahya pengangkutaa sampah masyarkat karena kura,gnya perhatian

pemerintah daerah dalam penanganan persampahan perkotaan.
2. nisamping pengangkutan persampahan, pembang,nan TpA sebagai tempat pengolahan

akhir sampah juga dirasa masih kurang. Darj 22 kabupaten kota sampai tahun 2o16 ini
baru dibangun 8 TPA, atau masih perlu untuk segera dibangun 1z+ TpA 1agi. persoalan
Pembangunan TPA juga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor selain pendanaan adalah
masalah lahal, amdal dan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten,

3. selain TPA pembangunan TPS3R sebagai mata rantai pengurai sampah juga masih
sangat kurang, diharapkan dengan adanya TPS3R sebeg:an produksi sampah dapat
dikurangi sebelum diargkut ke TPA.

4. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaal sampah di Provinsi Nusa Tenggara
Timur diperkirakan mencapai Rp. 613,59 Milyard dengan alokasi anggaran terbesar
adalah pembangunan TPA pada 14 Kabupaten. Disamping pembangun TPA anggaran
juga diperlukan untuk pengadaan truk sampah dan operasional pengelolaan
persampahan


